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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun
mampu meliputi dan mengungkap segala puji bagi-Nya,
tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan
nikmat karunia-Nya. Tiada daya upaya bagaimanapun yang
mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada-Nya.
Tiada pikiran sejauh apapun yang mampu mencapai-Nya
dan tiada kearifan sedalam apapun yang mampu menyalami
hakikatnya. Salawat serta salam selalu menyertai
Muhammad Rasulullah beserta keluarganya yang disucikan
oleh Allah untuk dijadikan sebagai panutan sepanjang masa.
Dengan ungkapan puji dan salawat tersebut sebagai
pengiring terselesaikannya buku yang berjudul: “Perspektif
Hukum Islam tentang sistem Bunga dalam Bisnis Modern’’.
Buku ini merupakan hasil rangkaian pertemuan dan diskusi
yang dimaksud untuk memikirkan ulang keberadaan Sistem
Bunga dalam bisnis modern di tengah perkembangan zaman
yang senantiasa mengalami perubahan dan paradigma baru.
Dan yang menjadi masalah inti dalam buku ini adalah
bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem bunga
dalam bisnis modern dan bagimana usaha yang dapat
dilakukan, apakah sesuai etika, norma, nilai-nilai ajaran
agama.
Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam
kehidupan ekonomi dan sosial semua orang di sepanjang
abad. Hal ini juga berlaku pada dunia kerja sekarang ini.
Sebagai bagian dan bidang dunia kini, kaum Muslim tidak
terkecualikan dari aturan ini. Karena merasakan perlu dan
pentingnya bisnis, mereka juga terlibat dalam bisnis. Agama
Islam bukan hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong
orang-orang muslim untuk berbisnis. Nabi Muhammad saw
sendiri adalah seorang pengusaha penuh untuk jangka
waktu yang lama. Namun kaum Muslim kontemporer
mendapati dirinya berhadapan dengan dilema berat. Walau
mereka terlibat aktif, mereka tidak yakin apakah bisnis yang
mereka jalankan sahih atau tidak. Bukan hanya bisnis yang
membingunkan mereka, tetapi lebih pada bentuk-bentuk
baru, kelembagaan, metode-metode dan teknik-teknik bisnis
modern.
Apakah persoalan itu nyata atau sekedar ilusi akibat
kurangnya pengetahuan, masih perlu diselidiki dengan
mendalam. Situasi sekarang ini menjamin perlunya teori
etika bisnis Islami yang dirumuskan dengan jelas. Idealnya
“teori” semacam itu harus mampu berfungsi sebagai batu
ujian untuk menegaskan validitas setiap praktik bisnis.
Tidak ada keraguan tentang kenyataan bahwa legalitas
bisnis pasti diakui oleh Al-Qur’an. Al-Qur’an tidak lantas
berhenti setelah memutuskan legalitasnya, tetapi
selanjudnya menyinggung sejumlah perintah dan larangan
yang eksplisit dan implisit berkenaan dengan transaksi
bisnis. Juga dikemukakan lewat pernyataan-pernyataan
tegas tentang pentingnya penyebaran kekayaan dalam
masyarakat. Perintah ini sebagaimana perintah-perintah
lainnya, harus dipertimbangkan guna menyusun sebuah
“teori” etika bisnis yang didasarkan kepada sintesis yang
memadai terhadap semua perintah seperti itu.
Islam sangat mementingkan semua jenis kerja produktif.
Al-Qur’an tidak saja telah mengangkat al-mal (kerja
produktif) ketingkat ibadah, tetapi juga selalu berulang-
ulang menyebutnya, dalam lebih dari 50 ayat, bersama
dengan iman. Hubungan antara iman dengan amal seperti
hubungan akar dengan pohon. Yang satu tidak bisa ada
tanpa yang lainnya. Al-Qur’an misalnya, memerintahkan
kaum muslim supaya melanjutkan kembali pekerjaannya
segera setelah menunaikan shalat berjamaah. Lebih lanjut,
sebagai khalifah Tuhan adalah tugas manusia untuk bekerja
keras membangun dunia ini dan untuk menggali sumber-
sumber alamnya dengan cara yang paling baik. Oleh karena
itu, Al-Qur’an sangat menentang kemalasan dan
membuang-buang waktu baik karena memang bermalas-
malasan atau dengan melibatkan diri pada kegiatan yang
tidak produktif.
Lagi pula, Al-Qur’an mendorong manusia untuk
memperoleh keahlian dan teknologi dengan menyebutnya
fadhl (keutamaan) dari Allah, dan sangat memuji orang-
orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Etika Islam
jelas-jelas menganjurkan untuk menghindari mengemis,
menghindari menjadi parasit yang hidup atas kerja keras
orang lain. Pentingnya kegiatan bisnis juga dapat dilihat dari
banyaknya penggunaan terminologi bisnis dalam Al-Qur’an.
Al-Qurán bukan saja penuh dengan berbagai nasihat untuk
pekerjaan berdagang, tetapi juga mendorong para pedagang
untuk melakukan perjalanan jauh dan menjalankan bisnis
dengan penduduk negeri lain.
Di antara isinya yang lain, Al-Qur’an menyeru untuk
menyebarkan kekayaan yang wajar dan adil dalam
masyarakat. Di samping anjuran moralnya untuk berinfak,
qard hasan (pinjaman tanpa bunga bagi yang membutuhkan)
dan kecamannya terhadap menumpuk-numpuk dan
menimbun kekayaan, lewat aturan hukumnya Al-Qur’an
telah menyeru untuk mendirikan beberapa lembaga untuk
mendistribusikan kekayaan; seperti zakat, hukum waris, dan
nafkah, yang harus disediakan untuk kerabat terdekat.
Sementara Al-Qur’an memerintahkan supaya berusaha
untuk membasmi kemiskinan (fakr) dan menjamin
keamanan sosial setiap anggota masyarakat, sistem
distributif membuang unsur-unsur eksploitatif dari bidang
bisnis. Hal itu tidak hanya membantu menjaga aktivitas
bisnis agar tetap pada jalan yang adil dan etis, tetapi juga
pertumbuhan dan peningkatannya.
Dewasa ini perbincangan mengenai riba di kalangan
negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya
melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan
riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba
begitu hidupnya di dunia Islam. Oleh karenanya, terkesan
seolah-seolah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering
lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan
oleh seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku
ensiklopedimya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern
manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak
mengetahui bahwa di dunia Krestenpun, selama satu
melenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan
teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang
yang ada.
Di sisi lain, diperhadapkan pada suatu kenyataan
bahwa praktek riba yang merambah keberbagai negara sulit
diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan
pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan
uang. Perdebatan panjang dikalangan ahli fiqih tentang riba
dan bunga belum menemui titik temu. Sebab mereka
masing-masing memiliki alasan yang kuat tentang bunga
dan riba.
Last but not the least, penulis mengucapkan terima kasih
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak
yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Dengan iringan
doa, penulis berharap semoga budi baik mereka
dilipatgandakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.
Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis
menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan.
Untuk itu, demi kesempurnaannya di kemudian hari,
kontribusi yang konstruktif dari pihak mana pun sangatlah
diharapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini
bermanfaat.
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1BAB I
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM
BUNGA BANK
A. Latar Belakang
Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu
pengetahuan moderen baru muncul pada tahun 1970-an,
tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak
Islam itu diturunkan melalui nabi Muhammad Saw. Karena
rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah al-Qur’an
dan al-Hadits maka pemikiran ekonomi munculnya
bersamaan dengan diturunkannya al-Qur’an dan masa
kehidupan Rasulullah saw. Pada abad akhir 6 M hingga
awal abad ke 7 M. Setelah masa tersebut banyak sarjana
muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran
ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot, yaitu
memiliki dasar argumentasi religius dan sekaligus
intelektual yang kuat serta kebanyakan didukung oleh fakta
empiris pada waktu itu. Banyak di antaranya juga sangat
futuristik di mana pemikir-pemikir Barat baru mengkajinya
ratusan abad kemudian. Pemikiran ekonomi dunia pada
masa di mana Barat masih dalam kegelapan (dark age). Pada
masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak
kejayaan dalam berbagai bidang.1
1Lihat pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,
Ekonomi Islam (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.
97
2Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam
kehidupan ekonomi dan sosial semua orang di sepanjang
abad. Hal ini juga berlaku pada dunia kerja sekarang ini.2
Sebagai bagian dan bidang dunia kini, kaum Muslim tidak
terkecualikan dari aturan ini. Karena merasakan perlu dan
pentingnya bisnis, mereka juga terlibat dalam bisnis. Agama
Islam bukan hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong
orang-orang muslim untuk berbisnis. Nabi Muhammad saw
sendiri adalah seorang pengusaha penuh untuk jangka
waktu yang lama. Namun kaum Muslim kontemporer
mendapati dirinya berhadapan dengan dilema berat. Walau
mereka terlibat aktif, mereka tidak yakin apakah bisnis yang
mereka jalankan sahih atau tidak.Bukan hanya bisnis yang
membingunkan mereka, tetapi lebih pada bentuk-bentuk
baru, kelembagaan, metode-metode dan teknik-teknik bisnis
modern.3
Apakah persoalan itu nyata atau sekedar ilusi akibat
kurangnya pengetahuan, masih perlu diselidiki dengan
mendalam. Situasi sekarang ini menjamin perlunya teori
etika bisnis Islami yang dirumuskan dengan jelas.
2Lihat Robert T. Kiyosaki barsama Sharon L. Lechter C.P.A,
Rich Dad’s Guide To Investing; What The Rich Invest In, That The Poor
and Middle Class Do Not; diterjemahkan oleh Bern Hidayat denga
judul; Model Investasi Orang kaya yang tidak dilakukan orang miskin
dan kelas menengah( Cet. VI, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2003), h. 154.
3 Lihat H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran
Ekonomi Islam (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8-
9.
3Idealnya “teori” semacam itu harus mampu berfungsi
sebagai batu ujian untuk menegaskan validitas setiap
praktik bisnis.4
Tidak ada keraguan tentang kenyataan bahwa legalitas
bisnis pasti diakui oleh Al-Qur’an. Al-Qur’an tidak lantas
berhenti setelah memutuskan legalitasnya, tetapi
selanjudnya menyinggung sejumlah perintah dan larangan
yang eksplisit dan implisit berkenaan dengan transaksi
bisnis. Juga dikemukakan lewat pernyataan-pernyataan
tegas tentang pentingnya penyebaran kekayaan dalam
masyarakat. Perintah ini sebagaimana perintah-perintah
lainnya, harus dipertimbangkan guna menyusun sebuah
“teori” etika bisnis yang didasarkan kepada sintesis yang
memadai terhadap semua perintah seperti itu.5
Islam sangat mementingkan semua jenis kerja produktif.
Al-Qur’an tidak saja telah mengangkat al-mal (kerja
produktif) ketingkat ibadah, tetapi juga selalu berulang-
ulang menyebutnya, dalam lebih dari 50 ayat, bersama
dengan iman. Hubungan antara iman dengan amal seperti
hubungan akar dengan pohon. Yang satu tidak bisa ada
tanpa yang lainnya. Al-Qur’an misalnya, memerintahkan
kaum muslim supaya melanjutkan kembali pekerjaannya
segera setelah menunaikan shalat berjamaah. Lebih lanjut,
sebagai khalifah Tuhan adalah tugas manusia untuk bekerja
keras membangun dunia ini dan untuk menggali sumber-
sumber alamnya dengan cara yang paling baik. Oleh karena
4 Lihat H. Karnaen Perwataatmadja dan H. Muhammad Syai’I
Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Cet. III, Yogyakarta: PT.
Amanah Bunda Sejahtera Solo, 1997).h.2-5.
5 Lihat Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islami, diterjemahkan oleh
Muhammad, dengan judul asli; Islamic Busness Athics (Cet. I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.
4itu, Al-Qur’an sangat menentang kemalasan dan
membuang-buang waktu baik karena memang bermalas-
malasan atau dengan melibatkan diri pada kegiatan yang
tidak produktif.6
Lagi pula, Al-Qur’an mendorong manusia untuk
memperoleh keahlian dan teknologi dengan menyebutnya
fadhal (keutamaan) dari Allah, dan sangat memuji orang-
orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah.7 Etika Islam
jelas-jelas menganjurkan untuk menghindari mengemis,
menghindari menjadi parasit yang hidup atas kerja keras
orang lain. Pentingnya kegiatan bisnis juga dapat dilihat dari
banyaknya penggunaan terminologi bisnis dalam Al-Qur’an.
Al-Qurán bukan saja penuh dengan berbagai nasihat untuk
pekerjaan berdagang, tetapi juga mendorong para pedagang
untuk melakukan perjalanan jauh dan menjalankan bisnis
dengan penduduk negeri lain.
Di antara isinya yang lain, Al-Qur’an menyeru untuk
menyebarkan kekayaan yang wajar dan adil dalam
masyarakat. Di samping anjuran moralnya untuk berinfak,
qard hasan (pinjaman tanpa bunga bagi yang membutuhkan)
dan kecamannya terhadap menumpuk-numpuk dan
menimbun kekayaan, lewat aturan hukumnya Al-Qur’an
telah menyerukan mendirikan beberapa lembaga untuk
mendistribusikan kekayaan; seperti zakat, hukum waris, dan
nafkah, yang harus disediakan untuk kerabat terdekat.
Sementara Al-Qur’an memerintahkan kepada orang muslim
berusaha untuk membasmi kemiskinan (fakr) dan menjamin
6 Lihat M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam,
diterjemahkan oleh M. Nastagin, denga judul asli; Islamic
Economics, Theory and Practice (Cet. I, Yogyakarta: PT. Dana
Bhakti Prima Yasa, 1997), H. 19.
7 Liaht Sofyan Syafri Harahap, Akutansi Islam ( Cet. I; Jakarta:
Bumi Aksara, 1997), h. 77.
5keamanan sosial setiap anggota masyarakat, sistem
distributif Al-Qur’an membuang unsur-unsur eksploitatif
dari bidang bisnis. Hal itu tidak hanya membantu menjaga
aktivitas bisnis agar tetap pada jalan yang adil dan etis,
tetapi juga pertumbuhan dan peningkatannya.8
Dewasa ini perbincangan mengenai bunga dan riba di
kalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-
upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari
persoalan bungan dan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan
persepsi mengenai bunga dan riba begitu hidupnya di dunia
Islam. Oleh karenanya, terkesan seolah-seolah doktrin riba
adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum
larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang Muslim
Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak
diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara
itu, kebanyakan orang tidak menegtahui bahwa di dunia
Kristenpun, selama satu melenium, riba adalah barang
terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun
menurut undang-undang yang ada.9
Di sisi lain, diperhadapkan pada suatu kenyataan
bahwa praktek riba yang merambah keberbagai negara sulit
diberantas, 10 sehingga berbagai penguasa terpaksa
melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis
pembungaan uang. Perdebatan panjang dikalangan ahli
fiqih tentang riba dan bunga belum menemui titik temu.
8 Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Mudu’I
atas Pelbagai Persoalan umat (Cet. I; Bandung: Mizan, 1996), h. 408.
9 Lihat Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan
lembaga-Lembaga terkait (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), h. 55
10 Liaht Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan
Perasuransian Syariah di Indonesia ( Cet. I; Jakarta: Fajar
Interpratama offset, 2004), h. 33-34.
6Sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat
tentang bunga dan riba.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah
pokok yang dibahas dalam Buku ini adalah; “Bagaimana
Sistem bunga dalam bisnis modern”, selanjutnya pokok
masalah tersebut diurai menjadi beberapa sub masalah
menjadi; 1. Apakah pengertian sistem bunga dan riba?; 2.
Bagaimana dasar hukumnya dalam al-Qur’an dan hadis tentang
bunga dan riba?;3. Bagaimana metode yang digunakan dalam
menentukan rumusan hukum tentang sistem bunga dan riba yang
berlaku dalam bisnis modern?; 4. Adakah Kasus-kasus yang real
tentang sistem bunga atau pembungaan uang yang terjadi dalam
perbankan dan masyarakat?.dan 5. Bagaimana Rumusan Hukum
terhadap Sisten bunga dalam bisnis modern tersebut?.
B. Pengertian
Bunga, dalam bahasa Indonesia berarti: 1)bagian
tumbuhan yang akan menjadi buah, 2)jenis dari berbagai
bunga, 3)gambar hiasan dan 4)tambahan;11 Secara leksikal,
bunga sebagai terjemahan dari kata interest.Secara istilah
sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan,
bahwa “interest is a charge for a financial loan, usually a
precentage of the amount loaned”.12 Bunga adalah tanggungan
pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan
prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain
menyatakan “Interest yaitu sejumlah uang yang dibayar
atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut
11. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi II (Cet. VII, Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.
155.
12 Lihat John M. Echols dan Hassan Shadaily, An English-
Indonesian Dictionary ( Cet. XXIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1996), h.
327.
7misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase
modal yang bersangkut paut dengan itu yang dinamakan
suku bunga modal.”13 Timbul permasalahan, apakah bunga
sama dengan riba? Untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut perlu dikaji apa sebenarnya riba. Dalam
Mu’jam al-Wasith. Kata اﻟﺮʪء , berasal dari akar kata: رʪ–ﻳﺮﺑﻮ–)
ورﺑًﻮا – ورʪء – رﺑﻮا kata رʪ sendiri berarti: 1. tumbuh; 2. bertambah,14
seperti firman Allah dalam Q.S al-Haj[22]:5
َوﺗَـَﺮى اَْﻷْرَض َﻫﺎِﻣَﺪًة َﻓِﺈَذاَأﻧْـَﺰْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠﻴـَْﻬﺎ اْﻟَﻤﺎَء اْﻫﺘَـﺰﱠْت َوَرَﺑْﺖ َوَأﻧْـﺒَـَﺘْﺖ ِﻣْﻦ ُﻛِّﻞ َزْوٍج đَِﻴٍﺞ 
Artinya:
Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila
telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu
dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam
tumbuh-tumbuhan yang indah
Kata رʪ اﳌﺎل artinya: harta itu bertambah; kata رʪ juga berarti;
tinggi dan naik; kata رʪ اﳉﺮح artinya; luka itu membengkak;
kata رʪ اﻟﺴﻮﻳﻖ artinya: air yang diturunkan kepadanya, lalu
membengkak; kata رʪ juga berarti: berkembang; kata رʪ berarti
juga; Atsma, ia menderita atsma. Dalam Mu’jam Maqayis al-
Lugah kata رʪ adalah bentuk fi’il mu’tal dan mahmuz yang
mempunyai arti yang sama yaitu berarti: 1. Penambahan; 2.
Pertumbuhan; 3. Ketinggian atau pendakian. Contoh dalam
kalimat; رʪ اﻟﺴﺊ artinya: sesuatu itu bertambah; رʪ اﻟﺮاﺑﻴﺔﻳﺮﺑﻮﻫﺎ
13 Lihat Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat
Kontemporer (Cet.I; Yogyakarta: UII Yogyakarta Press, 2000), h. 146-
147.
14 Lihat Ibrahim Anis, et al, al-Mu’jam al-Wasit, Juz. I (Cet. II,
Qairo: tp, 1972), h. 326.
8artinya: bukit itu tinggi; dan kata رʪ berarti juga: mengalami
atau menderita asma.15
Ada juga beberapa derivasi dari kata رʪ seperti; kata أرﺑﺊ
berarti: 1. bertambah; 2. mengambil lebih banyak dari yang
ia beri. 3. berdiri di atas bukit; 4. tanah itu banyak
rumputnya. Kata رʪﻩ artinya: menumbuhkan; ia
menumbhkan kekuatan fisik, akal, dan akhlak; kata اﻟﺮاﺑﻴﺔ
artinya: sesuatu yang naik di tanah, maksudnya tanah
tersebut mengalami penambahan yang hebat; kata اﻟﺮʪ
artinya: tambahan, kelebihan; kata اﻟﺮʪ menurut syara:
artinya: penambahan yang bebas dari ganti atau konpensasi
yang diisyaratkan kepada salah satu dari dua orang yang
melakukan perjajian.16
Dari pengertian dan analisis kosa kata tentang اﻟﺮʪ maka
dapat dipahami bahwa untuk memahami riba, maka ada
beberapa unsur yang ada dalam riba tersebut:
1. Terjadi penambahan atau kelebihan;
2. Terjadi pertumbuhan atau berkembang;
3. Terjadi pembayaran yang tinggi;
4. Adanya penderitaan atau kezdhaliman yang dialami
oleh salah satu dari dua orang yang bertransaksi, seperti
apa yang dialami oleh orang yang sakit asma.
5. Terjadi pembengkakan;
6. Mengambil lebih banyak dari yang ia berikan.
15 Lihat Ibrahim Anis, et al, Ibid., h. 326. Lihat juga Abu
Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu’jam Maqayis al-Lughah
(Cet. I, Beirut: Dār Ihya al-Turats al-Arabīy, 2001), h. 419.
16 Lihat Ibrahim Anis, et al, Op.Cit., h. 326. Lihat juga Abu
Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Op.Cit., h. 419.
9Untuk melihat apakah Cara operasionalisasi bank
konvensional dalam sistem pembungaan sama dengan riba
atau tidak ! sebagai salah satu sistem bisnis modern saat
sekarang ini. dapat dipahami sebagai berikut:
a). Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpang
pada lembaga  keuangan atau uang yang dipinjamkan.
b). Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka
tanpa memperdulikan apakah lembaga keuangan
penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam
usahanya atau tidak.
c). Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam
angka presentase atau angka per seratus dalam setahun
yang artinya apabila hutang tidak dibayar atau
disimpanan tidak diambil dalam beberapa tahun bisa
terjadi hutang itu atau simpanan itu menjadi berlipat
ganda.
Dari ketiga hal tersebut di atas nampak jelas bahwa
praktek membungakan uang adalah upaya untuk
memperoleh tambahan uang atas uang semula dengan cara:
1). Pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak
datang dari yang meminjam; 2). Dengan jumlah tambahan
yang besarnya ditetapkan di muka; 3). Peminjam sebenarnya
tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan
berhasil atau tidak dan apakah ia akan sanggup membayar
tambahan dari pinjamannya itu; 4). Pembayaran tambahan
uang itu dihitung dengan prosentase sehingga tidak tertutup
kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang
harus dibayar menjadi berlipat ganda.
Dari uraian di atas, maka lahirlah konsep pembungaan
uang yang disebut sebagai rentenir. Berbicara tentang
persoalan rentenir, mengingatkan pada  tulisan ekonom
Indonesia Mohammad Hatta, dalam suatu tulisannya
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sebelum perang kemerdekaan yang berjudul “Islam dan
rente” (beberapa pasal ekonomi: jalan ke ekonomi dan bank,
1958), telah memperlihatkan pandangannya yang sangat
tajam mengenai makna riba itu. Dia dengan jelas
membedakan antara riba dan rente. Dalam karangan itu
dijelaskan, mengapa riba dilarang, yaitu karena dalam
perbuatan itu telah menyebabkan kesengsaraan orang yang
lagi mengalami kesulitan. Riba adalah tambahan atas hutang
yang dipakai untuk konsumsi. Sedangkan rente atau bunga,
adalah balas jasa atas pinjaman yang telah digunakan untuk
kepentingan produksi.17
Dari dua aspek pengertian di atas, baik bunga maupun
riba dapat dipahami bahwa keduanya mengandung
“tambahan” , namun apakah bunga bank itu secara
keseluruhannya mengandung kezaliman atau tidak, atau
adakah karekteristik riba di dalamnya, ini akan menjadi
pembahasan berikutnya pada bagian wajhu istidlalnya.
C. Jenis-Jenis Riba
Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua.
Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli.
Kelompok pertama terbagi dua: riba qardh dan riba jahiliyyah.
Adapun kelompok kedua: riba fadhl dan riba nasi’ah.
1. Riba Qardh ( رʪ اﻟﻘﺮض )
Suatu mamfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang
disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).
2. Riba Jahiliyyah ( رʪاﳉﺎﻫﻠﻴﺔ )
17 Lihat Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat
kontemporer ( Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 154.
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Utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam
tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang
ditetapkan.18
3. Riba Fadhl ( رʪاﻟﻔﻀﻞ )
Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau
takaran yang berbeda, sedangkan barang yang
dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
4. Riba Nasi’ah ( رʪاﻟﻨﺴﺌﺔ )
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang
ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi
lainnya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya
perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang
diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.
D. Dasar Hukum (Ayat&Hadis)
Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur’an tidak
diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat
tahap.
Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba
yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang
memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau
taqarrub kepada Allah SWT. Dalam Q.S. Ar-Rūm [30]: 39
Allah berfirman:
َوَﻣﺎ َءاﺗَـﻴـُْﺘْﻢ ِﻣْﻦ ِرʪً ِﻟﻴَـْﺮﺑُـَﻮ ِﰲ َأْﻣَﻮاِل اﻟﻨﱠﺎِس َﻓَﻼ ﻳَـْﺮُﺑﻮ ِﻋْﻨَﺪ اɍِﱠ َوَﻣﺎ َءاﺗَـﻴـُْﺘْﻢ ِﻣْﻦ
َزَﻛﺎٍة ُﺗِﺮﻳُﺪوَن َوْﺟَﻪ اɍِﱠ َﻓُﺄوَﻟِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﻟُﻤْﻀِﻌُﻔﻮَن)39(
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar
18 Lihat Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah; Dari Teori
ke Praktik ( Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 41.
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dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
bertambah pada sisi Allah  Dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai
keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya).19
Kata رʪ dari segi bahasa berarti kelebihan. Ulama
berbeda pendapat tentang maksud kata ini, pada ayat di
atas. Sementara ulama seperti pakar tafsir dan hukum, al-
Qurthubi dan Ibn al-Arabi, demikan juga al-Biqāi, Ibn Katsir,
Sayyid Qutub dan masih banyak yang lain – semua itu
berpendapat – bahwa yang dimaksud ayat ini adalah riba
yang halal. Ibn Katsīr menamainya riba mubah. Mereka
antara lain merujuk kepada sahabat nabi saw. Ibn Abbās ra.
Dan beberapa tābi’in yang menafsirkannya dalam arti
hadiah yang diberikan seseorang dengan mengharapkan
imbalan yang lebih.
Ada juga ulama yang memahaminya dalam arti riba
dari segi hukum, yakni yang haram. Thahir Ibn Asyur
berpendapat demikian. Tim penyusun Tafsir al-Munkatab
juga demikian. Mereka menulis bahwa makna ayat di atas
adalah “harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang
memakan riba dengan tujuan menambah harta mereka,
tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedang
sedekah yang kalian berikan dengan tujuan mengharapkan
ridha Allah, tanpa riya’ atau mengharapkan imbalan, maka
itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang berlipat
ganda.” 20
19 Lihat Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya
(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an,
1987), h. 647.
20 Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbhah, Pesan, Kesan dan
13
Kalimat: ﰱ أﻣﻮال اﻟﻨﺎ س secara harfiah berarti pada harta
manusia. Al-Biqā’I dan sekian banyak ulama lain
memahaminya dalam arti harta sipemberi. Penggunaan
redaksi tersebut untuk mengisyaratkan bahwa apa yang
diperoleh oleh si pemberi dari kelebihan itu, terambil dari
harta yang berada di tangan orang lain, sehingga sebenarnya
harta itu bukanlah hartanya.
Sayyid Qutub menulis bahwa ketika itu ada sementara
orang yang berusaha mengembangkan usahanya dengan
memberi hadiah-hadiah kepada orang-orang mampu agar
memperoleh imbalan yang lebih banyak. Maka ayat ini
menjelaskan bahawa hal demikan bukanlah cara
pengembangan usaha yang sebenarnya, walaupun redaksi
ayat ini mencakup semua cara yang bertujuan
mengembangkan harta dengan cara dan bentuk apapun
yang bersifat penambahan (ribawi). Sayyid Qutub
menambahkan bahwa cara ini tidak haram sebagaimana
keharaman riba yang populer, tetapi bukan cara
pengembangan harta yang suci dan terhormat. Allah
menjelaskan cara pengembangan harta yang sebenarnya
pada penggalan ayat selanjutnya yaitu: “Dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai wajah Allah, maka itulah orang-orang yang
melipatgandakan pahalanya, yakni memberinya tanpa
imbalan, tanpa menanti ganti dari manusia, tetapi demi
karena Allah. Bukankah Allah swt yang melapangkan rezki
dan mempersempitnya? Bukankah Dia yang
menganuhgrahkan dan menghalanginya.21
Keserasian al-Qur’an (Cet. II;Lentera Hati: Jakarta: 2002), h. 587.
21 Lihat M. Quraish Shihab, Ibid., h. 74..
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Al-Qur’an sering kali menggunakan kata زﻛﺎة yang secara
harfiah berarti suci dan berkembang, untuk makna ﺻﺪﻗﺔ
yakni pemberian tidak wajib, sebagaimana menggunakan
kata sedekah yang secara harfiah antara lain berarti sesuatu
yang benar, untuk pemberian wajib yaitu zakat, seperti dalam
QS. At-Taubah [9]: 60. ini untuk mengisyaratkan perlunya
kebersihan dan kesucian jiwa ketika bersedekah, agar harta
tersebut dapat berkembang. Di sisi lain, ketika berzakat
diperlukan kebenaran agar ia diterima oleh Allah swt. 22
Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang
buruk, Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang
keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.Allah
berfirman dalam Q.S. An-Nisa [4]: 160-161.
َﻓِﺒُﻈْﻠٍﻢ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻫﺎُدوا َﺣﺮﱠْﻣَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َﻃِّﻴَﺒﺎٍت ُأِﺣﻠﱠْﺖ َُﳍْﻢ َوِﺑَﺼِّﺪِﻫْﻢَﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اɍِﱠ  
َﻛِﺜًﲑا)160(َوَأْﺧِﺬِﻫُﻢ اﻟِّﺮʪَ َوَﻗْﺪ ﻧُـُﻬﻮا َﻋْﻨُﻪ َوَأْﻛِﻠِﻬْﻢ َأْﻣَﻮاَل اﻟﻨﱠﺎِس ʪِْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ َوَأْﻋَﺘْﺪʭَ
ِﻟْﻠَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ ِﻣﻨـُْﻬْﻢ َﻋَﺬاʪً َأِﻟﻴًﻤﺎ)161(
Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami
haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik
(yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena
mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan
disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka
memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara
22 Lihat Ibid., h. 261. Lihat  pada Ibn Kasir, Tafsir al-Qur’an al-
‘Azim (Jil. III; Qahirah: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1952), h.
434..
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mereka itu siksa yang pedih. 23
Pada ayat 160 menginformasikan sekelumit rincian
sanksi yang menimpa mereka, dengan menyebut penyebab
utamanya yaitu bahwa mereka berlaku zalim, tidak
menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar.
Maka disebabkan kezaliman yang amat besar lagi mantap –
sebagaimana dipahami dari kata ظﻠﻢ yang menggunakan
tanwin yang diperbuat oleh orang-orang yang menganut
ajaran Yahudi pada masa lalu, Kami yakini Allah swt.
Melalui para rasul-Nya mengharamkan atas mereka
memakan makanan yang baik-baik yang sebelum
kedurhakaan mereka dari jalan Allah banyak orang, atau
karena mereka banyak melakukan upaya penghalangan dari
jalan Allah.
Pada ayat 161 ini Allah menyebut sebagian ynag lain
dari rincian kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi, yakni
bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya
dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba,
yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi
padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah
dari mengambilnya. Dengan demikian mereka mengabung
dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar
perintah Allah, dan karena mereka memakan harta orang
dengan jalan yang batil seperti melalui penipuan, atau
sogok-menyogok, dan lain-lain. Kami telah menyediakan
untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang
pedih yakni Ahl al-Kitab, di akhirat kelak.24
Di atas terbaca bahwa Allah mengharamkan kepada Ahl
al-Kitab memakan riba. Pengharaman tersebut hingga kini
masih ditemukan dalam Kitab Turat yang ada di tangan
23 Departemen Agama RI, Op.Cit., h.150.
24 Lihat M. Quraish Shihab, Op.Cit., h. 627-628.
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orang-orang Yahudi dan Nasrani dewasa ini. Dalam kitab
perjanjian lama Keluaran 22: 25 ditemukan tuntunan berikut:
“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari
umat-ku orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah
engkau barlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia:
Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya”.
Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada
suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir
berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat
yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak
dipraktikkan pada masa tersebut, Allah berfirman dalam
Q.S Ali Imran [3]: 130
ʮََأﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َءاَﻣُﻨﻮا َﻻ Ϧَُْﻛُﻠﻮا اﻟِّﺮʪَ َأْﺿَﻌﺎًﻓﺎ ُﻣ َﻀﺎَﻋَﻔًﺔ َواﺗـﱠُﻘﻮا اɍﱠ ََﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗُـْﻔِﻠُﺤﻮَن 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.25
Ayat di atas dimulai dengan panggilan kepada orang-
orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan
riba. Dimulainya demikan, memberi isyarat bahwa bukanlah
sifat dan kelakuan orang yang beriman memakan yakni
mencari dan menggunakan uang yang diperbolehkan dari
praktek riba.
Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas,
adalah yang sifatnya أﺿﻌﺎﻓﺎﻣﻀﺎﻋﻔﺔا . Ad’afan adalah berlipat
ganda . Memang demikan itulah kebiasaan yang terjadi
dalam masyarakat jahiliyah.26 Jika seseorang tidak mampu
membayar utangnya, ia ditawari atau menawarkan
penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan
25 Departemen Agama RI, Op.Cit., h.97.
26 Lihat juga Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an (Jil. XXXI; Bairut:
Dar al-Turus al-Arabi, 1967), h 460.
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penangguhannya itu, ia – pada saatnya – ketika membayar
hutangnya, membayarnya dengan berganda atau berlipat
ganda.
Kata أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia
bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu
sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda makna riba
atau penambahan menjadi boleh. Kata ad’afan mudhafan
disini bukanlah syarat , tetapi sekedar mengambarkan
kenyataan yang berlaku ketika itu. Betapun, keputusan akhir
bagi yang melakukan transaksi hutang-piutang  adalah
firman-Nya:”Bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS. Al-Baqarah [2]:
279). Memang boleh jadi sepintas diduga bahwa yang
menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi
dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan
terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta
terbina kerjasama dan tolong-menolong yang pada
gilirannya mengantar kepada kebahagiaan.27
Setelah larangan ini, Allah mengingatkan agar bertaqwa
kepada-Nya yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat
melakukan riba, maupun bukan. Dan untuk diingat bahwa
yang melanggar perintah ini atau yang menghalalkan riba,
maka ia terancam dengan ancaman yang berat, yaitu api
neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.
Dalam tafsir “Al-Kasysyaf” dikemukakan bahwa imam
Abu Hanifah apabila membaca ayat 130 di atas, beliau
berkata, “inilah ayat yang paling menakutkan dalam al-
Qur’an, karena Allah mengancam orang-orang beriman
terjerumus ke dalam neraka yang disediakan Allah untuk
27 Lihat Sayyid Rasyid Rida, Tafsir al-Manar, Jil. III(Cet. II;
Bairut: Dar al-Ma’rifah, tt), h. 113.
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orang-orang kafir.
Memang, riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar.
Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan
dalam bidang ekonomi, dapat lebih besar dari penindasan
dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan
manusia dan kehormatannya secara berkesinambungan.
Tidak heran jika sekian banyak ulama – antara lain Syeh
Muhammad Abduh- yang menilai kafir orang-orang yang
melakukan praktik riba – walaupun mengakuai
keharamannya dan walau ia mengucapkan kalimat syahadat
dan secara formal melaksanakan shalat – adalah serupa
dengan orang kafir yang terancam kekal di neraka.
Ayat ini turun pada tahun ke – 3 Hijriah. Secara umum,
ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda
bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau
bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan
riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik
pembungaan uang pada saat itu.28
Demikian juga ayat ini harus dipahami secara
komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah al-Baqarah
yang turun pada tahun ke-9 Hijriah.
Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas
mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari
pinjaman.
Ayat terakhir turun tentang riba adalah Q.S. 2 : 275-280
(artinya) :
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ϩَُْﻛُﻠﻮَن اﻟِّﺮʪَ َﻻ ﻳَـُﻘﻮُﻣﻮَن ِإﻻﱠ  َﻛَﻤﺎ ﻳَـُﻘﻮُم اﻟﱠِﺬي ﻳَـَﺘَﺨﺒﱠُﻄُﻪ اﻟﺸﱠْﻴَﻄﺎُن ِﻣَﻦ اْﻟَﻤِّﺲ َذِﻟَﻚ
ϥَِﻧـﱠُﻬْﻢ َﻗﺎُﻟﻮا ِإﳕﱠَﺎ اْﻟﺒَـْﻴُﻊ ِﻣْﺜُﻞ اﻟِّﺮʪَ َوَأَﺣﻞﱠ اɍﱠُ اْﻟﺒَـْﻴَﻊ َوَﺣﺮﱠَم اﻟِّﺮʪَ َﻓَﻤْﻦ َﺟﺎَءُﻩ َﻣْﻮِﻋَﻈ ٌﺔ ِﻣْﻦ َرِّﺑِﻪ
28 Lihat M. Quraish Shihab, Op.Cit., h. 203-204.
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َﻓﺎﻧْـﺘَـَﻬﻰ ﻓَـَﻠُﻪ َﻣﺎ َﺳَﻠَﻒ َوَأْﻣُﺮُﻩ ِإَﱃ اɍِﱠ َوَﻣْﻦ َﻋﺎَد َﻓُﺄوَﻟِﺌَﻚ َأْﺻَﺤﺎُب اﻟﻨﱠﺎِر ُﻫْﻢ ِﻓﻴَﻬﺎ
َﺧﺎِﻟُﺪوَن)275(َْﳝَﺤُﻖ اɍﱠُ اﻟِّﺮʪَ َوﻳُـْﺮِﰊ اﻟﺼﱠَﺪَﻗﺎِت َواɍﱠُ َﻻ ُِﳛﺐﱡ ُﻛﻞﱠ َﻛﻔﱠﺎٍر َأِﺛﻴٍﻢ)276(
ِإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َءاَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠﺎَِﳊﺎِت َوَأَﻗﺎُﻣﻮا اﻟﺼﱠَﻼَة َوَء اﺗَـُﻮا اﻟﺰﱠَﻛﺎَة َُﳍْﻢ َأْﺟُﺮُﻫْﻢ ِﻋْﻨَﺪ َرđِِّْﻢ َوَﻻ
َﺧْﻮٌف َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَﻻ ُﻫْﻢ َْﳛَﺰُﻧﻮَن)277(ʮََأﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َءاَﻣُﻨﻮا اﺗـﱠُﻘﻮا اɍﱠَ َوَذُروا َﻣﺎ َﺑِﻘَﻲ ِﻣَﻦ
اﻟِّﺮʪَ ِإْن ُﻛﻨـُْﺘْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨَﲔ)278(َﻓِﺈْن َْﱂ ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮا َﻓْﺄَذُﻧﻮا َِﲝ ْﺮٍب ِﻣَﻦ اɍِﱠ َوَرُﺳﻮِﻟِﻪ َوِإْن ﺗُـﺒـُْﺘْﻢ ﻓَـَﻠُﻜْﻢ
ُرُءوُس َأْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َﻻ َﺗْﻈِﻠُﻤﻮَن َوَﻻ ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن)279(َوِإْن َﻛﺎَن ُذو ُﻋْﺴَﺮٍة ﻓَـَﻨِﻈَﺮٌة ِإَﱃ َﻣْﻴَﺴَﺮٍة
َوَأْن َﺗَﺼﺪﱠُﻗﻮا َﺧﻴـٌْﺮ َﻟُﻜْﻢ ِإْن ُﻛﻨـُْﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮَن)280(
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang
itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya.
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah,
dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam
kekafiran dan selalu berbuat dosa.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi
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Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati.
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika
kamu orang-orang yang beriman.
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan
riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya
dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).
Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui. 29
Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang riba, surah
al-Baqarah (2) : 275-280 khususnya ayat 278 inilah yang
paling lengkap riwayat sebab turunnya. Dalam kelompok
ayat ini al Qur’an berbicara tentang riba dengan tahapan
sebagai berikut :
1. Ia mulai pembicaraan dengan melukiskan pemakan
riba30 yakni yang bertransaksi dengan riba, baik dalam
29 Departemen Agama RI, Op.Cit., h.69-70.
30 Penjelasan dari al-Qur’an dan Terjemahnya milik
Departemen Agama RI oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an
Depag menguraikan riba itu ada 2 macam : riba ada 2 macam : riba
an-nasi-ah dan riba fadhl. Riba an nasi-ah ialah pembayaran lebih
yang disyaratkan oleh orang yang meminjam. Riba fadhl
penukaran lebih dari satu barang sejenis yang diisyaratkan oleh
orang yang menukarkan seperti emas, perak, gandum, beras dan
garam. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba an nasi-ah yang
berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab jaman
jahiliyah. Lihat pada Departemen Agama, Ibid., h. 69.
21
bentuk memberi maupun mengambil, seperti berdirinya
orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga tidak
tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya). Alquran
menegaskan bahwa jual-beli itu halal dan riba itu
haram. Karenanya diingatkan bahwa orang yang
menerima nasehat al Qur’an akan beruntung, dan orang
yang membangkang diancam neraka.31
2. Al- Quran menegaskan bahwa riba melumpuhkan
sendi-sendi ekonomi sehingga Allah melumpuhkan riba
sedikit demi sedikit, sedangkan sadaqah menyuburkan
kekuatan ekonomi.32
3. Al- Quran memuji orang yang beriman, beramal shaleh,
menegakkan shalat dan membayar zakat.33
4. Al- Quran menegaskan ulang larangan riba karena
pernah dilarang dalam surah Ali Imran (3) : 130 dan
sekaligus mengancam pemakan riba.34
5. Al- Quran memuji pemberi pinjaman yang suka
memaafkan hutang orang lain karena peminjam
mengalami kesulitan ekonomi.35
Di dalam Islam, riba secara khusus merujuk kepada
kelebihan yang diminta dengan cara-cara tertentu. Dalam
membicarakan riba, Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa,
inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam
bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai
penukaran satu rupiah. Menurut Allama Mahmud al-Hassan
Taunki, riba berarti kelebihan atau penambahan; dan jika
dalam suatu kontrak penukaran barang yang diminta
31QS al Baqarah (2) :275. lihat pula penjelasan ayat 275 M.
Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, op. cit., h. 288-594.
32 QS al Baqarah (2) :276.
33 QS al Baqarah (2) :277.
34 QS al Baqarah (2) :278 -279.
35 QS al- Baqarah (2) :280.
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sebagai penukaran satu barang yang sama, yang demikian
itu disebut riba.36
Riba, menurut sejumlah ahli fikih Islam, tak sekedar
pengenaan tambahan sejumlah uang di atas atau di bawah
pokok pinjaman. Hampir semua ahli fikih muslim
berpandangan bahwa tiap pinjaman yang melibatkan
keuntungan atau manfaat yang diperoleh peminjam, bisa
diartikan riba.37
Para ulama fikih membagi riba menjadi dua yaitu riba
nasi’ah dan riba fadl.38 Ayat al- Quran yang ditunjuk sebagai
dalil larangannya kedua macam riba itu adalah ayat- ayat
yang terdapat dalam al-Baqarah dan Ali Imran. Tetapi
dalam pengulasan ayat-ayat tersebut diterangkan bahwa
ayat itu berbicara tentang riba nasi’ah, sesuai dengan kasus-
36Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, diterjemahkan
oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul Doktrin Ekonomi Islam,
Buku IV (Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 83.
37 A. A Islahi, op. cit., h. 159.
38Mayoritas mazhab fikih membagi riba menjadi dua, nasi’ah
dan fadl, sedangkan mazhab Syafi’i membaginya menjadi tiga
yaitu riba fadl, riba nasi’ah dan riba yad. Dikalangan jumhur ulama
fikih, riba yad ini termasuk riba nasi’ah. Perbedaan riba yad
dengan riba nasi’ah dalam mazhab syafi’i adalah, pada riba
nasi’ah yaitu ketika terjadi akad, benda yang akan diakadkan
sudah ada dan dapat diserahterimakan, sedangkan pada riba yad,
benda yang akan diakadkan belum ada ketika terjadi akad itu. Hal
ini dapat kita lihat pada tulisan Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-
Islami wa Adillatuh, Jil. IV (Cet. VI; Dar al-Fikr: Damaskus, 1989),
h. 671 dan 674. Lihat Abdul Azis Dahlan (ed.)(et. al.),Abdul Azis
Dahlan (Ed).(et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, (Cet I; Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1996), h. 1478. Lihat pula pada M. Quraish
Shihab, op. cit., h. 592. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-
Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, Jilid III,( t.d, Mathbaah al-Istiqamah,
Cairo, t.th.), h. 245.
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kasus riba jahiliyah yang melatar belakangi turunnya. 39
Muhammad Abduh berpendapat, riba yang diharamkan al-
Quran hanya riba yang berlipat ganda. Riba ini adalah riba
jahiliyah atau riba nasi’ah.
Beberapa rumusan riba nasi’ah telah dikemukakan
dalam mazhab-mazhab fikih. Rumusan riba nasi’ah dalam
mazhab Hanafi berbunyi:
ﻓﻀﻞ اﳊﻠﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ و ﻓﻀﻞ اﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﻜﻴﻠﲔ أو اﳌﻮزوﻧﲔ ﻋﻨﺪ
إﺧﺘﻼف اﳉﻨﺲ أو  ﰲ ﻏﲑ اﳌﻜﻴﻠﲔ أو اﳌﻮزوﻧﲔ  ﻋﻨﺪ إﲢﺎد اﳉﻨﺲ40
Terjemahnya :
“(Tambahan atas benda yang dihutangkan, benda mana
berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang, atau tidak
dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis)”
Mazhab Syafi’i merumuskannya sebagai berikut :
اﻟﺒﻴﻊ ﻹﺟﻞ أو اﻟﺒﻴﻊ  ﺧﺸﻴﻌﺔ إﱃ أﺟﻞ ﰒ اﻟﺰʮدة ﻋﻨﺪﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ وﻋﺪمﻗﻀﺎء اﻟﺜﻤﻦ
ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺟﻞ , أي أن اﻟﺰʮدة ﰱ أﺣﺪ اﻟﺒﺪﻟﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻮض ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ϧﺧﲑ
اﻟﺪﻓﻊ.41
Terjemahnya :
39Ibid., h. 669. lihat pula Abd Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh
‘ala Mazahib al-Arba’ah, Jil. II, ( ), h. 246. Abd al-Rahman al-Jaziri
mengutip keterangan para mufassir, bahwa dulu bila orang Arab
memberi hutang kepada orang lain, sesudah habis tenggang
waktunya, ia menawarkan lagi kepada penerima hutang, “anda
boleh melunasi hutang, boleh juga memperpanjang hutang dengan
tambahan.”
40Wahbah al-Zuhaili, op. cit., h. 672.
41Ibid., h. 674.
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“(Riba adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu
dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada
imbalan)”
Riba nasi’ah yang telah dikemukakan di atas oleh
beberapa fukaha di atas disimpulkan oleh Wahbah Zuhaili
sebagai berikut :
واﳋﻼﺻﺔ : أن رʪ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻫﻮ Ϧﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺰʮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪارﻩ اﻷﺻﻠﻰ
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮʪ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ, أو Ϧﺧﲑ  ﻗﺒﺾ أﺣﺪ اﻟﺒﺪﻟﲔ ﰱ ﺑﻴﻊ اﳌﺎل اﻟﺮﺑﻮي ﲝﻨﺴﻪ
ﻣﻨﺎﺟﺰة42
Terjemahnya :
“(Kesimpulannya, riba nasi’ah ialah mengakhirkan
pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang
pokok (dan ini adalah riba jahiliyah))”
Dalam kurun waktu yang lama, tidak ada masalah yang
muncul menyangkut pemahaman riba nasi’ah di kalangan
para ulama. Oleh karena itu, perhatian mereka tertuju
kepada benda-benda yang boleh/tidak boleh diakadkan
secara riba. Sebuah Hadis yang diambil sebagai dasar para
ulama untuk menerangkan riba:
ﻓَـﺒَـَﻠَﻎ ُﻋَﺒﺎَدَة ْﺑُﻦ اﻟﺼﱠﺎِﻣ ِﺖ ﻓَـَﻘﺎَم ﻓَـَﻘﺎَل ِإِّْﱐ َِﲰْﻌُﺖ َرُﺳْﻮَل اɍﱠ ص. م. ﻳَـﻨـَْﻬﻰ َﻋْﻦ ﺑَـْﻴِﻊ





ْﻠِﺢ ِإﻻﱠ َﺳَﻮا ِﺑَﺴَﻮاٍء َﻋﻴـًْﻨﺎ ِﺑ َﻌٍْﲔ َﻓَﻤْﻦ َزاَد َأْو ِإْزدَاَد ﻗَـَﻘْﺪ َأْرَﰉ .43
Terjemahnya :
42Ibid., h. 675.
43 Muslim, Shahih Muslim, Juz II, Kitab Riba, (Bairut, Libanon :
Darul al-Fikri), h. 13.
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“(Dari ubadah, katanya “saya mendengar Rasulullah saw.
Melarang jual beli (hutang) emas dengan emas, perak dengan
perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam
dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barang siapa
menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan
riba”).
Menurut Ibn Rusyd, hadis tersebut melarang pelebihan
barang sejenis dalam “tukar menukar” barang-barang
tersebut. Kemudian terdapat banyak hadis tentang larangan
penundaan (riba nasi’ah), di antara hadis yang terkenal
adalah hadis riwayat Umar bin khattab:
َﻓِﺈنﱠ َرُﺳْﻮَل اɍﱠ ص. م. َﻗﺎَل : اﻟَﻮاِرُق ʪِﻟﺬﱠَﻫِﺐ  ِرʪَ ِإﻻﱠ َﻫﺎَء َو َﻫﺎَء  َواﻟﺒُـّﺮ ʪُِﻟِّﱪ  ِإﻻﱠ َﻫﺎَء
َو َﻫﺎء َ َواﻟﺸﱠِﻌﻴـُْﺮ ʪِﻟﺸﱠِﻌِْﲑ  ِإﻻﱠ َﻫﺎَء َو َﻫﺎَء  َواﻟﱠﺘْﻤُﺮ ʪِﻟﱠﺘْﻤِﺮ.44
Terjemahnya :
“(Rasulullah saw. bersabda, “Emas dilunani emas itu riba,
kecuali bila seimbang. Gandum dengan gandum, juga riba,
kecuali bila seimbang pula, kurma dengan kurma kecuali
seimbang”.
Hadis pertama menyebut larangan jual-beli (tukar
menukar) barang sejenis di antara enam jenis barang (emas,
perak gandum, sya’ir, korma dan garam) kecuali sama
banyaknya dan kontan. Dari lahiriyah hadis itu dapat
diketahui bahwa terhadap keenam jenis barang yang disebut
di dalamnya tidak boleh diadakan tukar tambah antara
barang yang sejenis, baik kontan maupun berjangka. Dengan
demikian tidak boleh terjadi riba nasi’ah pada keenam jenis
barang tersebut.
Setelah memperhatikan keenam jenis benda yang
disebut dalam hadis itu, kesan para ulama berbeda-beda.
44Ibid., h. 12.
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Golongan Hanafiyah dan Hanabilah mendapat kesan bahwa
emas dan perak merupakan simbol barang tambang, dan
keempat jenis benda yang lain merupakan simbol barang
yang ditakar. 45 Golongan Malikiyah dan Syafiiyah
memperoleh kesan bahwa emas dan perak menjadi simbol
uang, sedangkan keempat benda lainnya menjadi simbol
makanan.46 Artinya, bagi golongan pertama, hutang benda
sejenis yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada
kelebihan ketika pelunasan atau pengangsuran. Bagi
golongan kedua, kelebihan tidak boleh terjadi pada hutang
benda sejenis yang berupa uang atau makanan (termasuk
bahan makanan). Selanjutnya keenam jenis benda tersebut
dinamai benda-benda ribawi.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa riba nasi’ah
mempunyai unsur:
1. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu
tertentu.
2. Pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan
kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau
terjadi tenggang waktu antar pelunasan, sesuai dengan
perjanjian.
3. Obyek peminjaman berupa benda ribawi.
Sedangkan Tengku Hasbi asy Syiddieqi mengemukakan
keburukan riba nasi’ah yaitu47 :
a. karena tambahan yang diambil itu tak ada imbalan,
baik berupa benda maupun usaha dan tambahan itu
tidak diberikan dengan rela.
45Wahbah al-Zuhaili, op.cit., h. 678 dan 689.
46Ibid., h. 684 dan 686.
47 Tengku Hasbi asy Syiddieqi, Islam (Cet. I; Jakarta: PT.
Pelajar, 1994), h. 40.
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b. karena orang yang menjalankan riba itu tidak
membutuhkan usaha produktif. Ia cukup dengan
membungakan hartanya (uangnya)
c. kekayaan para hartawan terus menggelembung dan
memutuskan tali kasih antar manusia, bahkan
melenyapkan syafaqah dan rahmat antara sesama
manusia.
d. memutuskan ma’ruf antara manusia.
E. Metodologi (Wajhu Istidlal)
Adapun metode atau wajhu al-Istidlal yang penulis
gunakan dalam menentukan rumusan hukum tentang
sistem bunga dalam bisnis modern adalah metode bayan
dan metode tahlili; menjelaskan ayat dengan ayat atau
mengemukakan pendapat para mufassir dalam kaitannya
dengan ayat-ayat tentang riba, disamping itu menggunakan
metode tahlili dengan menqiyaskan suatu masalah yang
sudah ada dasar hukumnya dengan masalah yang belum
ada dasar hukumnya, berdasarkan illat hukumnya.
Setelah memahami keterkaitan ayat riba dengan ayat-
ayat sebelum dan sesudahnya, dapat dirumuskan bahwa
karakter riba dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut :
- Riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat
membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti
tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal
dengan riba yang haram.
- Riba merupakan transaksi utang piutang dengan
tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak
zulm, ditandai dengan ‘lipat ganda.’
- Dari ayat-ayat al-Qur’an yang selalu menghadapkan
riba dengan zakat, infaq dan sadaqah, diketahui bahwa
riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan
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bahkan menuju permusuhan. Sebab sadaqah dan
padanannya yang merupakan antitesa riba mempunyai
watak mengakrabkan persaudaraan dan membuat iklim
tolong menolong.
Kalau mengamati dan memperhatikan karakteristik riba
yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur’an, nampak bahwa
sistem bunga yang dikembangkan bank konvensional
selama ini, demikian juga sistem pembungaan uang yang
dilakukan atau yang dipraktekkan selama ini oleh
masyarakat ada indikasi dan kesamaan karakteristik dengan




















































Kesimpulan yang dapat diambil dari poin-poin di atas:
menunjukan kezaliman, kebatilan, garar, tidak ada unsur
menolongnya, tidak ada rasa pertimbangan kemanusiaan
(baik pihak bank maupun masyarakat) yang melakukan
pembungaan uang maupun yang menjalankan riba, mereka
tidak mau tahu keadaan peminjam meskipun itu terzalimi.
Jadi ada kesamaan praktek bunga bank dan riba yang
diharamkan dalam al-Qur’an dan hadits. Kesamaan itu sulit
dibantah, apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada
perbankan lebih banyak dirasakan mudaratnya dari
mamfaatya.
Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa
dengan adanya kesamaan karakteristik yang dimiliki sistem
bunga yang dikembangkan oleh bank konvensional dengan
riba, maka illat hukum bunga bank sama denga riba.
Meskipun demikian, ada sistem bunga yang dikembangkan
oleh bank konvensional yang sifatnya menguntungkan
kedua belah pihak tidak mengandung unsur kezaliman di
dalamnya.
Pemahaman lebih jauh tentang riba yang diharamkan
al-Qur’an dapat dikemukakan dengan menganalisis tiga
kata kunci yaitu 48 : adh’afan mudha’afah, fa lakum ru’usu
amwalikum, la tazhlimuna wa la tuzhlamun.
a. Adh’afan mudha’afah
Kata adh’af adalah bentuk jamak dari dha’if yang berarti
“sesuatu bersama sesuatu yang lain yang sama dengannya
(ganda).” Sehingga adh’afan mudha’afah berarti
48 M. Quraish Shihab, op.cit., h. 261.
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pelipatgandaan yang berkali-kali.49
Dalam tafsirnya, al-Thabari mengemukakan banyak
riwayat berkaitan dengan adh’afan mudha’afah ini, antara lain:
Dari Ibn Zaid bahwa ayahnya mengutarakan bahwa
riba pada masa jahiliyah adalah dalam pelipatgandaan dan
umur (hewan). Seseorang yang berutang bila tiba masa
pembayarannya, ditemui oleh kreditur dan berkata
kepadanya : “bayarlah atau kamu tambah untukku.” Maka
apabila debitur memiliki sesuatu (untuk pembayarannya), ia
melunasi utangnya, dan bila tidak ia menjadikan utangnya
(bila hewan) seekor hewan yang lebih tua usianya (dari yang
dulu dipinjamnya). Apabila yang dipinjamnya berumur
setahun dan telah memasuki tahun kedua (binti makhadh),
maka pembayarannya binti labun (berumur dua tahun
masuk tahun ketiga), demikian seterusnya. Sedangkan bila
yang dipinjam materi (uang), kreditur mendatanginya untuk
menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia
melipatgandakannya sehingga menjadi seratus, di tahun
berikutnya menjadi dua ratus, dan bila belum lagi terbayar
dijadikannya empat ratus. Demikian setiap tahun sehingga
ia mampu membayar.50
Riwayat lain dari Mujahid, bahwa riba yang dilarang
oleh Allah adalah yang dipraktekkan pada masa jahiliyah,
yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang
lain, kemudian peminjam berkata kepadanya : “untukmu
(tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan
pembayaran,” maka ditundalah pembayaran tersebut
untuknya.51
49 I b i d .
50 Al-Thabari, op.cit., Jilid IV, h. 90.
51 I b i d . , Jilid III, h. 101.
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Sementara itu, Qatadah menyatakan bahwa riba pada
masa jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang
lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila
telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak
memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah
(jumlah uangnya) dan ditangguhkan masa
pembayarannya.52
Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, Quraish Shihab
menggaris bawahi dua hal penting : pertama, penambahan
dari jumlah piutang yang digambarkan oleh ketiga riwayat
tidak dilakukan pada saat transaksi, tetapi dikemukakan
oleh kreditur (riwayat ke-1) atau debitur (riwayat ke-2) pada
saat jatuhnya masa pembayaran. Dalam hal ini Qurash
Shihab mengutip pendapat al-Maraghi, bahwa riba pada
masa jahiliyah adalah riba yang dinamai pada masa
sekarang dengan riba fahisy (riba yang keji atau berlebih-
lebihan), yakni keuntungan berganda. Tambahan yang fahisy
(berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan,
dan tidak ada dari penambahan itu (yang bersifat keji atau
berlebihan itu) dalam transaksi pertama, seperti
memberikan kepadanya seratus dengan (pengembalian)
seratus sepuluh ataukah lebih atau kurang (dari jumlah
tersebut). Rupanya mereka itu merasa berkecukupan dengan
keuntungan yang sedikit (sedikit penambahan dari transaksi
pertama). Tetapi apabila tiba masa pelunasan dan belum lagi
dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu telah berada dalam
genggaman mereka, maka mereka memaksa untuk
mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan,
dan inilah yang dinamai riba al-nasi’ah (riba akibat
penundaan).  Ibnu ‘Abbas berpendapat bahwa nash al-
Qur’an menunjuk kepada riba al-nasi’ah yang dikenal
52 I b i d .
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(ketika itu).53
Kedua, pelipatgandaan yang disebutkan pada riwayat
pertama adalah perkalian dua kali, sedangkan pada riwayat
kedua dan ketiga pelipatgandaan tersebut tidak disebutkan,
tetapi sekadar penambahan dari jumlah kredit.. Hal ini
mengantar kepada satu dari dua kemungkinan : 1)
memahami masing-masing riwayat secara berdiri sendiri,
sehingga hasilnya adalah bahwa riba yang terlarang adalah
penambahan dari jumlah utang dalam kondisi tertentu, baik
penambahan tersebut berlipat ganda maupun tidak; 2)
memadukan riwayat-riwayat tersebut, sehingga memahami
bahwa penambahan yang dimaksud oleh riwayat-riwayat
yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah
penambahan berlipat ganda. Pendapat kedua ini secara lahir
didukung oleh redaksi nash.54
Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat
melahirkan dua kelompok pemikiran :
1) Kelompok yang menjadikan adh’afan mudha’afah
(berlipatganda) sebagai syarat keharaman. Kalau tidak
ada unsur lipatganda, maka tidak haram. Diantara
mufassir yang berpendapat demikian adalah al-
Maraghi.55
2) Kelompok kedua menyatakan bahwa kalimat adh’afan
mudha’afah bukan merupakan syarat tetapi berupa
penjelasan tentang bentuk riba yang sering
53 M. Quraish Shihab, op.cit., h. 262-263 ; Ahmad Mushthafa
Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid III, Musstafa al-Halabi, Mesir,
1946, h. 59.
54 M. Quraish Shihab, I b i d .
55 Al-Maraghi, loc.cit. ; Cf. Khaeruddin Nasution, Riba dan
Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 51.
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dipraktekkan pada masa turunnya ayat-ayat al-Qur’an,
dan mereka menyatakan bahwa penambahan walaupun
tanpa pelipat gandaan adalah haram. Yang berpendapat
demikian antara lain adalah al-Syaukani.56
Untuk memahami lebih lanjut kedua pemikiran ini
perlu diperhatikan kata kunci berikutnya, fa lakum ru’usu
amwalikum.
b. Fa lakum ru’usu amwalikum
Kalimat ini menyatakan bahwa yang pantas diperoleh
kembali adalah pokok harta (modal). Setiap penambahan
atau kelebihan dari modal tersebut, yang dipungut dalam
kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa
turunnya ayat-ayat tentang riba, yaitu penindasan dan
penganiayaan, tidak dapat dibenarkan.57 Dengan demikian
kata kunci ini menegaskan bahwa segala bentuk
penambahan atau kelebihan, baik berlipat ganda atau tidak,
telah diharamkan al-Qur’an.
Pada sisi lain, tidak selalu setiap tambahan itu termasuk
riba yang diharamkan seperti memberi tambahan, dengan
ikhlas dan sangat rela,  sebagai tanda terima kasih atas jasa
pemberi pinjaman, ketika debitur  mengembalikan
pinjamannya. Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Nabi
ketika hendak mengembalikan utangnya berupa unta, beliau
mengembalikan unta yang lebih besar dari unta yang
dipinjamnya dulu. 58 Dalam riwayat lain, Jabir (shahabat
Nabi) pernah memberi pinjaman kepada Nabi SAW.  Ketika
Jabir mendatangi beliau (untuk menagih), maka Nabi
56 Khaeruddin Nasution, I b i d ., h. 49.
57 M. Quraish Shihab, op.cit., h. 266.
58 I b i d . , h. 267.
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membayar utangnya, dan dilebihkannya (pembayarannya).59
Riwayat-riwayat ini memberi petunjuk, bahwa orang
yang mampu dan mengembalikan utangnya dengan
tambahan, termasuk orang terpuji dan tidak termasuk
melakukan riba. Oleh sebab itu tidak setiap tambahan atas
jumlah pinjaman dari pihak yang berutang disebut riba,
tetapi tergantung pada latarbelakang dan dampak yang
ditimbulkan oleh transaksi peminjaman itu sendiri. Menurut
Rasyid Ridla, tidak pula termasuk dalam pengertian riba,
jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang)
untuk diinvestasikan sambil menetapkan bagiannya dari
hasil usaha tersebut dengan kadar tertentu, karena transaksi
semacam ini masuk kategori mudharabah, yang
menguntungkan bagi pengelola (debitur) dan pemilik harta
(kreditur).60 Sedangkan riba yang diharamkan, merugikan
salah satu pihak karena harus membayar dengan berlipat
ganda, dalam keadaan tidak ikhlas dan tertindas.
c. La tazhlimuna wa la tuzhlamun
Al-Qur’an menyebutkan kata zulm, dalam berbagai
bentuknya, sebanyak 289 kali.61 Dalam Mufradat Alfazh Al-
Qur’an, 62 zulm mempunyai arti yang bervariasi meliputi
kejahatan, aniaya, dosa, tidak adil, dan lain-lain seperti
gelap, jahl, syirq, dan nifaq.
Menurut Muhammad Abduh, riba yang diharamkan
59 Muhammad bin ‘Ali al-Syawkani, Nayl al-Authar, Jilid V,
Mushtafa al-Halabi, Mesir, 1952, h. 245.
60 M. Quraish Shihab, op.cit., h. 267-268.
61 Muhammad Fu’ad Abdul Baqy, Al-Mu’jam al-Mufahras li
Alfaz al-Qur’an al-Karim, Dar al-Kutub al-Mishriyah, Kairo, 1945, h.
434-439.
62 Al-Raghib al-Ishfahany, Mufradat Alfaz al-Quir’an. Al-Dar al-
Samiyah, Bairut, 1992, h. 537-539.
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oleh al-Qur’an adalah praktek riba pra-Islam yang
mengandung unsur eksploitasi dan karena adanya unsur
menindas (zulm). 63 Praktek riba dengan formula
penambahan atas jumlah pinjaman yang biasanya
diperankan orang kaya dan penerimanya orang miskin,
seperti masyarakat Arab ketika ayat-ayat riba diturunkan,
telah mendatangkan kesengsaraan (zulm). Zulm yang dulu
terjadi menggambarkan sulitnya orang miskin mengangsur
pelunasan hutang berikut bunganmya. Tampaknya
kezaliman yang menimpa orang miskin selaku peminjam,
menjadi keprihatinan penting dalam al-Qur’an. Sekiranya
penambahan itu tidak mendatangkan kesengsaraan (zulm),
tentu al-Qur’an tidak menekankannya. Bahkan pada  ayat
terakhir (Q.S. 2 : 280), dari rangkaian ayat-ayat riba dalam
surah al-Baqarah tersebut:, Tuhan meminta kepada kreditur
untuk memberikan kelonggaran waktu kepada debitur,
sekiranya debitur tersebut kesulitan melunasi utangnya
pada waktunya.  Lebih utama lagi bila  kreditur mau
memaafkan debitur, dengan menyedekahkan sebagian atau
seluruh harta yang seharusnya dikembalikan oleh debitur.
F. Kasus yang diangkat
Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat
Islam, tetapi berbagai kalangan diluar Islam pun
memandang serius persoalan ini. Karenanya terhadap
masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari dua
ribu tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan
kalangan yahudi, yunani, demikian juga Romawi, Kalangan
Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pendangan
tersendiri menegenai riba.
1. Konsep Bunga di kalangan Yunani dan Romawi.
63 Muh. Zuhri, op.cit., h. 86.; Cf. Khaeruddin Nasution, op.cit.,
h. 60.
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Pada masa Yunani, sekitar abad VI sebelum Masehi
hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. 64
Besarnya bunga tessebut bervariasi bergantung kepada





Pinjaman perdangangan dan industry
6 % - 18 %
6 % - 12 %
7 % - 12 %
12 % - 18 %
Pada masa romawi, sekitar abad V Sebelum Masehi
hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang
membenarkan penduduknya mengambil bunga selama
tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal
yang dibenarkan hikum” (maksimun legal rate). Nilai suku
bunga ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu.
Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan
bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara
bunga-berbunga (double countable).
Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM), kegiatan
pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pada
masa Unciaria (88 SM), praktik tersebut diperbolehkan
kembali seperti semula. Terdapat empat jenis tingkat bunga
pada zaman Romawi, yaitu sebagai berikut:
Bunga maksimal yang dibenarkan
Bunga pinjaman biasa di roma
Bunga untuk wilayah (daerah taklukan
roma)
Bunga khusus Byzantium
8 % - 12 %
4 % - 12 %
6 % - 100 %
4 % - 12 %
64 Lihat Muhammad Syafi’I antonio, Op.Cit., h. 43
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Meskipun demikan, praktik pengambilan bunga dicela
oleh para ahli filsafat. Dua ahli filsafat Yunani terkemuka,
Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), mengecam
paraktik bunga. Begitu juga dengan Cato(234-149 SM) dan
Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk
orang-orang romawi yang mempraktikkan pengambilan
bunga.
Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan;
pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan
tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat
golongan kaya untuk mengeskploitasi golongan miskin.
Adapu Aristoteles dalam menyatakan keberatannya
mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat
tukar atau medium of exchange. Ditegaskannya bahwa uang
bukan sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya
dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi.65
Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik
pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih
sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat yunani. Cicero
memberi nasehat kepada anaknya agar menjauhi dua
pekerjaan, yakni, memungut cukai dan memberi pinjaman
dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk
melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi
pinjaman.
a. Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai
resiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga
adalah sesuatu yang tidak pantas.
b. Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara
seorang pencuri dan seorang pemakan bunga.
Pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan
pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.
65 Ibid., h. 44-45
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2. Konsep Bunga di kalangan Yahudi.
Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikan
pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam
kitab suci mereka, baik dalam old Testament (perjanjian
lama) maupun undang-undang Talmud.
Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan,
“Jika engkau meminjamkan uang keada salah satu dari umat-
Ku orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau
berlaku sebagai penagih utang terhadap dia; janganlah engkau
bebankan bunga uang terhadapnya.”
Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan,
“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya,
melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya
saudaramu bisa hidup di antara-mu. Janganlah engkau
memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga
makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba.”
Kitab Deuteronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan,
“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik
uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat
dibungakan. 66
3. Konsep Bunga di kalangan Kristen
Kitab perjanjian Baru tidak menyebutkan
permasyalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian
kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yangterdapat





“Dan, Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang
karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah
jasamu? Orang-orang berdosapun meminjamkan kepada orang
berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi
kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka
dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka
upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan
Yang maha tinggi sebab Ia baik terhadap orang-orang yang
jahad.”
Ketidaktegasan ayat tesebut mengakibatkan munculnya
berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama
kristen tentang boleh tidaknya orang kristen mempraktikan
pengambilan bunga. Berbagai pandangan dikalangan
pemuka gama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga
periode utama, yaitu pandangana para pendeta awal kriten
(abad I-XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para
sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar
bunga diperbolehkan, dan pandanngan para reformis
Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang menyatakan agama
Kriten menghalalkan bunga.67
4. Konsep Bunga pada masa Rasulullah
Kaum Ttsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat
suatu kesepakatan dengan Rasulullah saw. Bahwa semua
utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka,
yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan
hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah
menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gebernur Mekah yang juga
meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya.
Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa
67 Ibid., h. 45-46
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meminjamkan uang secara riba kepada bani Mughirah dan
sejak zaman jahiliah Bani Mughirah senantiasa
membayaranya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan
Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang
banyak. Karenaya, datanglah Bani Amr untuk menagih
utang dengan tambahan (riba) dari bani Mughirah seperti
sediakala – tetapi Bani Mughirah setelah masuk Islam
menolak untuk memberikan tambhan (riba) tersebut.
Dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gebernur Itab bin
Usaid. Menanggapi masalah ini, Gebernur Itab langsung
menulis surat kepada Rasulullah saw. Dan turunlah ayat di
atas. Rasulullah saw. Lantas menulis surat balasan kepada
gebernur Itab, ‘jika mereka ridha atas ketentuan Allah di
atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka
kumandangkanlah ultimatun perang kapada meraka.
Pakar Tafsir Ibn Jabir at-Thabari meriwayatkan melalui
Ibn Zaid yang menerima  informasi dari ayahnya, bahwa
riba pada masa Jahiliyah adalah pelipatgandaan dan umur
hewan. Seorang yang berhutang, bila tiba masa
pembayarannya, akan ditemui oleh debitor dan berkata
kepadanya, ‘Bayarlah hutangmu atau engkau tambah
untukku jumlah hutangmu.” Maka apabila kreditor
memiliki sesuatu untuk pembayarannya, maka ia
melunasinya, dan bila tidak, dan hutangnya adalah seekor
hewan yang lebih tua usianya dari yang pernah
dipinjamnya. Apabila yang dipinjamnya berumur setahun
dan telah memasuki tahun kedua (binti makhādh),
dijanjikannya membayar dengan binti labun, yang berusia
dua tahun dan memasuki tahun ketiga, demikan selanjutnya
meningkat dan meningkat. Bila yang dipinjamnya uang,
maka jika tidak mampu membayar, ia melipatgandakannya
hingga 1 kali lipat, kemudian menjadi 2 kali lipat,
selanjutnya empat kali lipat, dan demikian terus berlipat
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ganda. Alhasil, riba pada masa jahiliyah yang dibicarakan
oleh ayat-ayat al-Qur’an tergambar pada seorang debitor
yang memiliki harta kekayaan, kemudian dikunjungi oleh
seorang teman yang butuh, menawarkan atau ditawari
tambahan jumlah kewajiban pembayaran hutang sebagai
imbalan penundaan waktu pembayaran.
5. Konsep Bunga pada masa sekarang.
Secara reel di lapangan apa yang telah diperaktekkan
oleh bank konvensional dan lebih-lebih bank swasta dalam
sistem bunga dalam hal utang-piutang itu memang sangat
meresahkan sebahagian pengusaha dan masyarakat akan
tinggi suku bunga yang ditetukan oleh pihak bank, bagi
sipeminjam dalam kaitannya dengan utang piutang
dikenakan bunga antara 15% hingga 30% apakah itu
digunakan untuk konsumtif atau produktip, bank tidak mau
tahu dan mengambil resiko, yang pasti pihak peminjam
harus memenuhi kewajibannya dengan membayar pokok
dan bunga setiap bulannya sesuai dengan trasanksi yang
disepakati. Dan yang lebih parah lagi terjadi sistem
pembungaan uang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
sekarang ini, dari 15% hingga 50% yang sangat
memberatkan pihak peminjam, dari data yang diketahui
oleh penulis hampir sebahagian besar dari peminjam itu
adalah orang-orang terjepit dan terdesak oleh beban, baik
berupa utang untuk membayar utangnya ataukah
mempunyai hajat untuk diwujudkan. Dan pola seperti ini
telah banyak dipraktekkan pada masa jahiliyah.
G. Rumusan Hukum
Berdasarkan Ijtihad penulis, melalui penulusuran ayat-
ayat al-Qur’an dan hadits tentang riba, dan gejala
pembungaan uang yang terjadi dimasyarakat dan sisten
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bunga yang dikembangkan oleh bank konvensional dan
swasta, maka penulis secara tegas menyatakan:
1. Bunga dan riba, memiliki karakteristik yang sama,
Sehingga bunga dan riba adalah haram hukumnya,
berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, karena
mengandung unsur kezaliman, garar, batil dan
penipuan. Ulama sepakat tentang keharaman riba dan
bunga seperti yang demikian.
2. Dalam kasus-kasus tertentu yang dialami oleh
masyarakat, yang tidak dapat melepaskan diri dari
transaksi perbankkan, dalam kaitannya dengan segala
aktifitasnya, maka kasus seperti tersebut perlu
mendapatkan kajian yang lebih intens dalam
menetapkan rumusan hukumnya karena ini terkait
dengan kemaslahatan umat dan melahirkan sebuah
konsekwensi hukum. Meskipun bank-bank pemerintah
telah menetapkan suku bunga yang dapat ditolirir dan
menjadi sebuah kesepakatan dalam perbankkan
nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,
dengan pemberlakuan suku bunga tersebut, maka
adapun bunga yang diperlakukan kepada semua
nasabah di tanah air ini dan sifat bunga tersebut tidak
memberatkan para nasabah dan tidak ada unsur
kezaliman di dalamnya, maka bunga yang demikian
menurut sebahagian para ulama adalah subhat,
dibolehkan, dengan alasan belum ada solusi atau
alternatif bagi para nasabah untuk menhindarkan diri
dari praktek bunga dan riba tersebut, selama bunga itu
menguntungkan dan tidak mengandung kezaliman di
dalamnya tetapi saling menguntungkan. Contoh:
seorang pengusaha pinjam uang dari bank, lalu
usahanya maju, berkembang dan menguntungkan, baik
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pengelola dan dari pihak pemodal (bank) saling
diuntungkan, maka kasus seperti ini adalah subhat.
3. Dari segi pengertian bahasa, bunga dan riba
mempunyai arti yang sama; tambahan, berkembang,
dan meningkat.
4. Menelusuri dasar hukum, baik dari ayat-ayat al-Qur’an
maupun hadis, sistem bunga yang dikembangkan oleh
bank konvensional pemerintah dan swasta, sebahagian
besar atau lebih banyak mendatangkan kemudaratan
dari pada mamfaatnya, yang diuntungkan hanya
sebahagian kecil masyarakat yang punya dasar ekonomi
yang baik dan mapan. Adapun masyarakat golongan
menengah ke bawah sangat dirugikan oleh pihak bank,
oleh karena bank hanya memberikan pinjaman bagi
orang yang layak diberi atau mampu mengembalikan
modal dan bunga sementara masyarakat kecil
dikesampingkan dan dibebani persyaratan yang begitu
ketat dan jaminan.
5. Implemenasi penggunaan riba berdampak buruk bagi
perekonomian: Keadilan dan distribusi pendapatan dan
kekayaan. Prinsip riba (bunga), yang memberikan hasil
tetap pada satu pihak (pemodal) dan hasil tak tetap
pada pihak lawan (pengusaha) jelaslah tidak adil dan
mematikan motivasi pengusaha. Disribusi pendapatan
dalam sistem riba tidak didasarkan atas besar kecilnya
kontribusi yang disumbangkan ataupun berbagai
resiko, melainkan didasarkan atas pergeseran resiko
dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.
6. Potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan
keuntungan lebih berpihak pada orang-orang kaya.
Sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya
akumulasi modal pada pihak bermodal tinggi.
Meskipun jumlah penabung kecil pada sistem
perbankan konvensional jauh lebih besar dari pada
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jumlah depositor besar, namun nilai total tabungan
sangat kecil dibandingkan dengan nilai total deposito
yang dihimpun sektor perbankan, dan hal ini berarti
para deposan besarlah yang menikmati keuntungan dari
sistem riba.
7. Alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan
sistem bunga membawa kecenderungan alokasi dana
tidak didasarkan atas prospek propitabilitas usaha
melainkan lebih pada dasar kemampuan pengembalian
pinjaman (kolektibilitas) dan nilai jaminan (kolateral)
Demikian pula judi, tidak akan mentransfer sumber
daya (dana) kepada pihak-pihak yang efisien namun
lebih pada sifat untung-untungan. Dengan demikian
bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika
sumberdaya ekonomi dikuasai oleh masyarakat yang
tidak produktif, maka pertumbuhan ekonomi pun akan
lebih lambat dengan diikuti distribusi yang tidak
merata.
8. Terhambatnya Investasi. Sebenarnya riba atau bunga
merupakan biaya sosial investasi. Semakin tinggi
tingkat bunga yang berlaku, maka semakin besar pula
biaya yang ditanggung dalam investasi. Para investor
hanya akan mampu melakukan investasi jika tingkat
keuntungan yang diharapkan mampu menutup tingkat
bunga pasar. Dengan demikian, bunga berperang
seperti tembok penghalang investasi dilakukan, dan




PERBANKAN ISLAM DAN SEJARAHNYA
A. Pendahuluan
Pada bab ini digambarkan mengenai Sejarah Perbankan
Islam dari zaman Rasullah Saw, Sahabat, masa bani
Umayyah, masa Abbasiyah,  Erofa, era modern dan sejarah
perbankan di Indonesia. walaupun di zaman Rasulullah
Saw, belum terdapat institusi bank, ajaran Islam sudah
memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus
dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan
perekonomian. Oleh karena itu, dalam menghadapi
permasalahan muamalah kontemporer yang harus
dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan
filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, dan
kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang dalam
syariah Islam. Setelah kedua hal ini dilakukan, dapatlah
dilakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya
untuk memecahkan segala persoalan muamalah
kontemporer, termasuk persoalan perbankan.1
Namun, sebelum proses ijtihad dilakukan, sebaiknya
meneliti terlebih dahulu apakah persoalan perbankan ini
benar-benar merupakan suatu persoalan yang baru bagi
umat Islam atau bukan. Apakah konsep “bank” merupakan
konsep yang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam?
1 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan
Keuangan (Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 17
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Pertanyaan ini amat penting untuk dijawab karena akan
menentukan langkah selanjutnya. Bila konsep bank adalah
konsep yang baru bagi umat Islam, maka harus dimulai
langkah ijtihad dari nol. Namun, bila konsep bank bukan
konsep yang baru, artinya umat Islam sudah mengenal
bahkan mempraktekkan fungsi-fungsi perbankan dalam
perekonomiannya, proses ijtihad yang harus dilakukan
tentunya akan menjadi lebih mudah. Bab ini akan
memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, dengan
menelusuri secara singkat praktek-praktek perbankan yang
dilakukan oleh umat Muslim sepanjang sejarah.2
B. Praktek Perbankan di zaman Rasulullah saw. dan
Sahabat r.a.
Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan
tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang,
meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.
Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan
yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah
menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman
Rasulullah Saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan
harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan
untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang,
telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan
demikian, fungsi-fungsi perbankan modern, yaitu menerima
deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana
telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.
Rasulullah Saw yang dikenal dengan julukan al-Amin,
dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan
harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke
2 Adiwarman A. Karim, Ibid, h. 17
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Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a. untuk
mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya. 3
Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat
memanfaatkan harta titipan.
Seorang sahabat Rasulullah Saw, Zubair bin al-Awwam
r.a. memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka
menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini
menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama,
dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia
mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena
bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk
mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat yang lain
disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan
pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a.
melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya
Mis’ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.4
Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan
meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan
Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam
setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah
Umar bin al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar
tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan
menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul
Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Disamping itu,
pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil,
3 Sami Hamound, Islamic Banking (t.C, Londong: Arabian
Information Ltd, 1985) h. 35
4 Muhammad Djahfar, Hukum Bisnis; Membangun Wacana
integrasi Perundangan nasional dengan Syari’ah (Cet. I, Malang: UIN
Malang Press, 2009), h. 157
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seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal sejak
awal di antara kaum Muhajirin dan Kaum Anshar.5
Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-
individu yang telah menjalankan fungsi perbankan di zaman
Rasulullah Saw, meskipun individu tersebut tidak
melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang
melaksanakan fungsi menerima titipan harta ada sahabat
yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada
yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula
yang memberikan modal kerja.
Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari
khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: credit;
Romawi: credo) yang diambil dari istilah qard. Credit dalam
bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti
kepercayaan; sedangkan qard dalam fiqih berarti
meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula
istilah cek (Inggris: check; Prancis: cheque) yang diambil dari
istilah suq. Suq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan
cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.
C. Praktek Perbankan di zaman Bani Umayyah dan
Bani Abbasiayah.
Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata
fiqih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh
masyarakat Islam, baik di masa Rasulullah Saw, al-Khulafa
al-Rasyidun, Dinasti Ummayah, maupun Dinasti Abbasiyah.
Namun demikan, fungsi-fungsi perbankan, yaitu meneriman
deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana
5 Sudin Haron, Prinsip dan operasi perbankan Islam (t. C, Kuala
Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), h. 5
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telah lazim dilakukan tentunya dengan akad yang sesuai
syariah.6
Di zaman Rasulullah Saw, fungsi-fungsi tersebut
dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya
melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani
Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu
individu, dalam sejarah Isl;am telah dikenal sejak zaman
Abbasiyah. 7 Perbankan mulai berkembang pesat ketika
beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga
perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata
uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena
setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang
berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula.
Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid,
sarraf, dan jihbiz. Aktifitas ekonomi ini merupakan cikal-
bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai praktek
penukaran mata uang (money changer).
Istilah jihbiz itu sendiri mulai dikenal sejak zaman
Khalifah Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam
dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa
pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang
yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.
Peranan bankir pada zaman  Abbasiyah mulai populer
pada pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada
saat itu, hampir setiap wazir (menteri) mempunyai bankir
sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran
dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa
menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk
6 Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar
IBN al-Khattab (Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 53
7 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu kajian
Kontemporer (t. C, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), H. 63
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Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai
tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.8
Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai
dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media
pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga
aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan
mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat
di transfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu
memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang
telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah
memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan
kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan
Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat
sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk
keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo
(Spanyol).
D. Praktek Perbankan di Erofa
Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang
dilakukan oleh perorangan (jihbiz) kemudian dilakukan oleh
institusi yang saat ini dikenal sebagai bank. Ketika bangsa
Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan
mulai timbul karena transaksi yang dilakukan
menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan
fiqih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi
bebasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII
pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun
tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya
tidak boleh berlipat ganda (excessive). Setelah wafat, Raja
Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang
8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah; Sistem
Transaksi dalam fiqh Islam (Cet. I, Jakarta: Amsah, 2010), h. 89
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membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak
berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu
Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktek
pembungaan uang.9
Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan
mengalami renaissance, bangsa Eropa melakukan
penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia,
sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh
bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban
Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara Muslim
satu per satu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-
bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian
umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi
bangsa Eropa.
Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern
kini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang
di mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari
bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.
E. Perbankan Syariah Modern
Oleh karena bunga uang secara fiqih dikategorikan
sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam
dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-
usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-
ribawi. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa
Muslim memperoleh kemerdekaannya dari para penjajah
bangsa Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan
bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada
9 Robert T. Kiyosaki dan Sharon L. Lechter, Guide To Investing
(Cet. VI: Jakarta: PT. Garamedia, 2003), 23; Lihat juga Frederic S.
Mishkin, The Ekonomics of Money, Banking, and Finansial Markets,
(Cet. III, New York: Pearson Addison Wesley, 2009), h. 110
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pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses.
Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun
1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga
didirikan di pedesaan negara itu.10
Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah
yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini
dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit
Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang
cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan
masyarakat pedesaan. Jumlah deposan bank ini meningkat
luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi
251,152 pada tahun 1966/1967. Jumlah tabungan pun
meningkat drastis dari LE 40,944 di akhir tahun pertama
(1963/1964) menjadi LE 1,828,375 di akhir periode
1966/1967. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik
di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran,
sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of
Egypt dan bank sentral Mesir pada tahun 1967.
Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada
Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali
beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep
nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat
melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah
untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep
yang telah dipraktekkan oleh Mit Ghamr.11
Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi
umat Muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah
10 Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga
Nasional (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h. 181
11 Thomas Mayer, James S. Duesenberry dan Robert Z. Aliber,
Money Bangking, and the Economy (Cet. I, New York: W.W. Norton
& Company, 1981), h. 307
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kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat
diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya
terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai
dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya
adalah pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic
Development Bank (IDB) pada Oktober 1975 yang
beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini
menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan
negara-negara anggotanya, membantu mereka mendirikan
bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan
peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan,
dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-
Arab saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.12
Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-
usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke
banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan
Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di
negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua
lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa
menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti
Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi
berdampingan dengan bank-bank konvensional.
Kini, perbankan syariah telah mengalami
perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak
negara, bahkan ke negara-negara Barat. The Islamic Bank
International of Denmark tercatat sebagai bank syariah
pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di
Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat,
seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardin
12 Peter Howells dan Keith Bain, The Economics of Money
Banking And Finance; A European Text (Cet. IV, England: Asford
Press L.td, 2008), h. 30:
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Fleming telah pula membuka Islamic window agar dapat
memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat
Islam.13
Gambar berikut ini memberikan peta singkat evolusi
kegiatan perbankan yang dipraktekkan oleh masyarakat
Muslim sepanjang sejarah. Jadi, dari segi proses evolusi,
embrio kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam
dilakukan oleh seorang individu untuk satu fungsi
perbankan. Kemudian berkembang profesi jihbiz, yaitu
seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu
kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa abad
pertengahan, dan pengelolaannya dilakukan oleh institusi,
tetapi kegiatannya mulai dilakukan dengan berbasis bunga.
Oleh karena kemunduran peradaban umat Muslim serta
penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara
Muslim, evolusi praktek perbankan yang sesuai syariah
sempat terhenti beberapa abad. Baru pada abad ke-20, ketika
bangsa Muslim mulai merdeka, terbentuklah bank syariah
modern di sejumlah negara dan insya Allah akan terus
mengalami perkembangan.14
F. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada
tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Walaupun perkembangannya agak terlambat bila
dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya,
perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila
pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank
13 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam (Cet. II,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 247
14 H. W. Arndt, Pembangunan Ekonomi Indonesia (Cet. VII,
Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2009), h. 94
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Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di
Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank
umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu,
jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga
akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.
Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan
syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri
perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang
dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada
posisi November 2004, volume usaha perbankan syariah
telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat
pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%,
volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005
diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah.
Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan
syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri
perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir
tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah
tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha
syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang
lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan
mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah
pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.15
Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Karim Business
Consulting pada tahun 2005 menunjukkan bahwa total aset
bank syariah di Indonesia diperkirakan akan lebih besar
daripada apa yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia.
Dengan menggunakan KARIM Growth Model, total aset bank
syariah di Indonesia diproyeksikan akan mencapai antara
1,92% sampai 2,31% dari industri perbankan nasional. Model
15 Hendra Esmara, Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan
(Cet. I, Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 229
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ini dikembangkan dengan pendekatan rational expectation
atau dengan memanfaatkan all relevant information available
dan mensimulasikan proyeksi pertumbuhan aset masing-
masing BUS/UUS (organik) dan proyeksi BUS/UUS baru
(non-organik) yang kemudian dilahirkan agregasi
pertumbuhan.
Terlepas dari perbedaan hasil proyeksi di atas, kedua
data tersebut mengindikasikan hal yang sama, yakni,
pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia akan sangat
mengesankan. Tumbuh-kembangnya aset bank syariah ini
dikarenakan semakin baiknya kepastian di sisi regulasi serta
berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan
bank syariah.
Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga
harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai,
baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun,
realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak
sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi
syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun
praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup
signifikan memengaruhi produktivitas dan profesionalisme
perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus
mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak
sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi
syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin
dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani
yang baik pula.16
Setelah kita menelusuri secara singkat sejarah praktek
perbankan yang dilakukan oleh umat Muslim, maka kita
dapat mengambil kesimpulan bahwa meskipun kosa kata
16 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Ekonomi Perkotaan (Cet.
I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 191
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fiqih Islam tidak mengenal kata “bank”,  tetapi
sesungguhnya bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa
fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktekkan oleh
umat Muslim, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw.
Praktek-praktek fungsi perbankan ini tentunya berkembang
secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan dan
kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik-
turunnya peradaban umat Muslim. 17 Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa konsep bank bukanlah suatu konsep
yang asing bagi umat Muslim, sehingga proses ijtihad untuk
merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan
syariah tidak perlu dimulai dari nol. Jadi, upaya ijtihad yang
dilakukan insya Allah akan menjadi lebih mudah.
1717 Sudono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi (Cet. III, Jakarta:
PT. Raja Grafindo, 2007), h. 4
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BAB III
BANK SYARIAH VS BANK
KONVENSIONAL
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank
syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis
penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer
yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh
pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan
keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak
perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu
menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang
dibiayai, dan lingkungan kerja.
A. Akad dan Aspek Legalitas
Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah
berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah
dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif
belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki
pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.1
Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal
barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus
memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.
1 H. Malayu S.P.Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan (Cet. I,











- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas
barang dan jasa yang haram menjadi batal demi
hukum syariah.
- Harga barang dan jasa harus jelas
- Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena
akan berdampak pada biaya operasional
- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya
dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu
yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang
terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.2
B. Lembaga Penyelesai Sengketa
Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada
perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan
antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak
menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi
menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi
syariah.
2 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalah (Cet. I; Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 215
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Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau
berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan
nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI
yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung
Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.3
C. Struktur Organisasi
Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama
dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris
dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara
bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan
adanya Dewan Pengawas syariah yang bertugas mengawasi
operasional bank dan produk-produknya agar sesuai
dengan garis-garis syariah.
Dewan Pengawas syariah biasanya diletakkan pada
posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini
untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan
oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya
penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota
Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari
Dewan Syariah Nasional.
1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas
Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-
hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank
syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional.
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat; Sistem
Transaksi dalam Fiqh Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2010), h. 227
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Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang
mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan
oleh Dewan Syariah Nasional.
Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan
secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang
diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report)
bank bersangkutan.4
Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti
dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang
diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah
bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk
diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah
Nasional. Mekanisme kerja DPS dapat digambarkan sebagai
berikut.
2. Dewan Syariah Nasional (DSN)
Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan
syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS yang
berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut.
Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga
keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri,
tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan
adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari
masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan
membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI
sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di
Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan
syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh
lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank
4 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah (Cet. I; Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 86
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syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan
Dewan Syariah Nasional atau DSN.
Dewan syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan
merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana
Syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini
merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama
Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia dan Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari
Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana
Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa
anggota.5
Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah
mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar
sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya
mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain
seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.
Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah
Nasional membuat garis panduan produk syariah yang
diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan
ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas
Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan
menjadi dasar pengembangan produk-produknya.
Fungsi lain dari Dewan syariah Nasional adalah
meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang
dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.  Produk-
produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen
setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawasan Syariah
pada lembaga yang bersangkutan.
5 H. Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Cet. I; Bandung: CV
Pustaka Setia, 2008), h. 276
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Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas
memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan
sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga
keuangan syariah.
Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran
kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang
bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah
ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional
telah menerima laporan dari dewan Pengawas Syariah pada
lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.6
Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak
mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah
Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang
berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen
Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan
tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-
tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah. Secara garis
besar, tugas dan mekanisme kerja DSN dapat digambarkan
sebagai berikut.
D. Bisnis dan Usaha yang dibiayai
Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang
dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena
itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha
yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.
6 Muhammad Syafi’I Antonio, Islamic Banking; Bank Syariah dari Teori ke
Praktek (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 32 Lihat juga M.
Ali Hasan, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Cet. III;
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 40
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Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan
disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di
antaranya sebagai berikut.
1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk
masyarakat?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan
mesum/asusila?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata
yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan
senjata pembunuh massal?
6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik
secara langsung maupun tidak langsung ?
E. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture
Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan
kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya
sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setia karyawan
sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di
samping itu, karyawan bank syariah harus skillfull dan
profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara
team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional
organisasi (tabligh). Demikian pula dalam hal reward dan
punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan
syariah.7
Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para
karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja
7 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Cet. I;
Jakarta: Gema Insana Press, 2007), h. 55
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dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama
besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan
tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi
nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw,
mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.8
F. Perbandingan antara Bank Syariah dan
Konvensional
Perbandingan antara bank syariah dan bank
konvensional9 disajikan dalam tabel berikut.
BANK ISLAM BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-
investasi yang halal saja.
2. Berdasarkan prinsip bagi


















8 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis
(Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 234





Kegiatan simpan pinjam dan investasi dirangkai satu
badan lainnya dalam sistem finansial. Tingkat bunga
merupakan kekuatan utama yang merangkaikan dan
mengikat semua hal.
Tingkat bunga merupakan harga yang harus dibayar
oleh peminjam untuk memperoleh dana dari pemberi
pinjaman untuk jangka waktu yang disepakati. Dengan kata
lain, tingkat bunga dalam hal ini merupakan harga dari
kredit, namun harga itu tidak sama dengan harga barang di
pasar komoditi, karena tingkat bunga sesungguhnya
merupakan suatu angka perbandingan, yaitu jumlah biaya
pinjaman dibagi dengan jumlah uang yang sesungguhnya
dipinjam, biasanya dinyatakan dalam persentase per tahun.1
Tingka bunga mengirim isyarat  harga kepada
pinjaman, pemberi pinjaman, penabung, dan investor. Jiak
tingkat bunga naik maka lebih bessar volume tabungan dan
meransang peminjam dana. Sebaliknya, jika tingkat bungan
menurun, cenderung menurunkan aliran tabungan dan
akbatnya mengurangi kegiatan pemberian pinjaman.
Tingkat bunga ya g tinggi cenderung mengurangi volume
peminjam dan investasi modal. Tingkat bunga yang rendah
merangsang peminjam dan pengeluaran investasi.
1 Muhammad Syafi’I Antonio, Islamic Banking; Bank Syariah dari
Teori Ke Praktek (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 106
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A. Fungsi Tingkat Bunga dalam Perekonomian
Tingkat bunga melaksanakan beberapa peran penting
atau fungsi dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut.
1. Menjamin tabungan akan mengalir ke dalam investasi
untukn meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Menjatkan pnawaran kredit kepada proyek investasi
dengan harapan penghasilan paling tinggi.
3. Membawa penawaran uang ke dalam keseimbangan
danga kebutuhan uang masyarakat.
4. Merupkan alat kebijakasanaan pemerintahyang penting
untuk mempengaruhi volume tanungan dan imvestasi.
Jiak pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dan
pengangguran meningkat, pemerintah biasa
menggunakan kebijakansanaan moneter untuk
menurunkan tingkat bunga, serta merangsang
peminjaman dan investasi.2
B. Teori Tingkat Bunga
Ada beberapa teori ynag mencoba menjelaskan tengtang
faktor-faktor apa yang menentukan tingkat bunga di dalam
system finansial, diantaranya adalah
1. Teori klasik tentang tingkat bunga (the classical theory of
interest rate).
2. Teori prefensi likuiditas (the liquidity preference theory).
3. The loanable fund theory of interest rate, dan
4. The rational expectation theory.
2 Adiwarman A Karim, Bank Islam; Aanalisis Fiqh dan Keuangan (Cet. IV;
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89
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Masing-masing teori tentang pengetahuan tingakt
bunga melihat lebih dalam berfungsinya system finansial.
Teori klasik mengaskan kebutuhan saving dan kebutuhan
invesment sebagai penentu tingakat bunga. Toeri preferensi
likuiditas menunjuk pada kebutuhan (demand) dan total
supply kredit, the rational expectation theory menekankan
dengan tingakt bunga  dan perekonomian serta oleh dampak
iunformasi terbaru dalam menggerakkan  tingkat bunga ke
suatu ekuyilibrium.
Berbagai teori penetapan tingkat bunga untuk
memahami kekuatan (dorongan) dalam perekonomian
(khususnya dalam sistem finansial), yang menyababkan
tingkat bungan berubah. Hal ini perlu dipelajari dengan
cermat jka hendak memahami kecendrungan terkini dalam
tingkat bunga dan untuk mengantisipasi kecenderunga-
kecenderunga mendatang.
Harus dipertimbangkan pula berbagai faktor yang
mempengaruhi tingkat bunga atas suatu sekuritas atau
pinjaman yang mneybabkan tingkat bunga sekuritas
berbeda-beda satu sama lainnya.
Faktor-faktor tersebut,3 antara lain:
1. Harapan akan inflansi
2. Jatuh tempo skuritas atau kredit,
3. Keberadaan resiko pada peminjam,





3 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam (Cet. I; Jakarta: Gema
Insani Press, 2000), h. 140
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C. Mengukur Tingkat Bunga
Teori-teori tentang tingkat bunga menolong kita
memahami kekuatan-kekuatan yang menyebabkan tingkat
bunga dan harga skuritas berubah, tetapi tidka member
informasi tentang bagaiman tingkat bunga diukur dalam
prektiknya.
Dalam pasar finansial telah dikembangkan berbagai
metode yang sering digunakan untuk mengukur tingkat
bunga dan harga sekuritas, di antaranya adalah
1. The yield to maturity method,
2. Holding-period-field method,
3. Simple interest method, dan
4. Discount method .
a. Yield to maturity method
Ukuran yang diterim paling luas untuk
menunjukkan tingkat bunga (tingkat penghasilan) atas
kredit dan sekuritas karena menggunakan konsep present
value of money,4 rumusnya sebagai berikut.
Keterangan:
P = Harga pembelian/harga pasar
I = Penghasilan + pembayaran pokok pinjaman
Y = Yield to maturity
Contoh:
Harga pasar obligasi yang hendak dibeli Rp850.000,00
dengan jatuh tempo 20 tahun.




4 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Cet. II; Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 111
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Harga pasaran sekuritas utang bergantung atas besarnya
yield yang diharpkan oleh pihak pembeli dalam pasar.
Dari contoh di atas diperoleh y = 12 %, berarti
penerimaan bunga sampai samapai obligasi itu jatuh tempo
(yield to maturity) setiap tahun, lebih besar dari nilai kupon.
Hal ini disebabkan obligai tersebut dijual dengan harga di
bawa nominal. Jika obligasi itu dijual di natas harga
nominal, misalnya Rp1.200.000,00 maka denga perhitungan
seperti di atas akan diperoleh y = 8%. Dikarenmakan
investor harus membayar dengan harga yang berlaku, yang
ternyat lebih tinggi dari nominal, yield to maturity tentu lebih
rendah dari persentase kupon.
Dari kedua contoh di atas jelas bahwa nilai sekuritas
utang (obligasi dan bond), tergantung atas besarnya
penghasilan dari kupon dibandingkan dengan bunga
sekuritas-sekuritas yang kual;itas dan persyaratan lainnya
sepadan. Jika bunga kupon sama dengan tingkat bunga yang
berlaku di pasaran atas sekuritas yang sepadan maka
sekuritas itu akan diperdagangkan pada harga nominal. Jika
bunga kupon lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku,
obligasi itu di jual dengan diskon (di bawah harga nominal).
Akhirnya, jika kupon di atas tingkat bunga yang berlaku
maka obligasi itu akan dijual dengan harga (di atas harga
nominal).5
Yield to maturity mengandung sejumlah manfaat yang
signifikan sebagai ukuran tingkat penghasilan atau Yield to
maturity dalam menetapkan tingkat keberhasilan bagi
investor. Ukuran penghasilan mempertimbangkan distribusi
waktu dari aliran kas yang diharapkan dari asset financial.
Tentu saj, ukuran Yield to maturity tidak memperkirakan
5 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Ekonomi Islam (Cet.
II; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 265
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bahwa pemegan obligasi tidak menunggu sampai hari jatu
tempohnya. Dalam hal ini, Yield to maturity tidak merupakan
ukuran yang cocok untuk kebanyakan saham, sebab
mayoritasnya merupakan instrument perpetual, dan
investor mungkin menjualnya sebelum hari jatuh temponya.
Holding Period Yield
Holding Period Yield merupakan ukuran tingkat
penghasilan di mana investor menahan suatu aset financial
selama beberapa waktu, lalu menjualnya kepada investor
lainnya senelum masa jatuh tmpo.
Di mana :
h = merupakan holding period yield
m = menunjukkan waktu investor menahan obligasi
tersebut
P = merupakan harga pasaran obligasi
I = pendapatan
Pm = harga jual6
Contoh:
Seorang investor mempertimbankan untuk membeli
saham PT yang dijual dengan harga Rp400.000,00 perlembar.
Dia merencanakan untuk menahannya selama dua tahun,
dan menjualnya dengan harga Rp50.000,00. Jika dividen




Metode ini diterapkan atas bunga suatu pinjaman di
mana dana dikenakan bunga adalah dana yang
sesungguhnya dipakai. Tingkat bunga akan terus berkurang
6 Mustafa Edwin Nasution dkk, Ibid
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apabila se peminjam sering mencicilnya. Misalnya seseorang
meminjam Rp 1.000.000,00 dengan tingkat bunga 10%
selama 1 tahun. Pada akhir tahun seharusnya dia membayar
bunga sebesar Rp100.000,00. Akan tetapi sesudah 6 bulang
dia mencicil Rp500.000. Sisanya dia lunasi 6 bulan
kemudian. Jadi, dana selama 6 bulan, perthitungan
bunganya adalah
Untuk 6 bulan pertama:   6/12xRp1.000.000 = Rp50.000
Untuk 6 bulan terakhir:   6/12x0,10xRp500.000=      25.000
=      72.000
Discount Method
Dengan metode ini bunga harus dibayar sebelum dana
dipakai. Ini berarti bunga langsung di potong dari pokok
pinjaman. Jika pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 dengan
tingkat bunga 10% selam 1 tahun, maka uang yang efektif
dibawa pulang adalah Rp900.000,00. Oleh karena itu, jika
dihitung tingkat bunga yang nyata adalah (100.000 : 900.000)
x 100% = 11,11%.
D. Beberapa Pengertian Tingkat Bunga
Tingkat bunga merupakan variable yang paling
dicermati dalam perekonomian. Pergerakan bunga
dilaporkan setiap hari oleh media massa sebab tingkat
bunga langsung memengaruhi kehidupan masyarakat
sehari-hari dan berakibat penting  terhadap kesehatan
perekonomian. Misalnya, pengaruh terhadap keputusan
tentang apakah akan membeli obligasi atau ditanam dalam
bisnis, atau membeli rumah, dan sebagainya.7
Berbagai konsep lain yang berkaitang dengan tingkat
bunga telah dipakai dalam bisnis, yaitu sebagai berikut.
7 Mustafa Edwin Nasution dkk, Ibid
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1. Yield to maturity merupakan ukuran yang paling tepat
mencerminkan tingkat bunga karena digabunkan
dengan nilai waktu bagi uang. Yield to maturity adalah
present value dari bunga yang pembayarannya akan
dilaksanakan di masa mendatang. Aplikasi prinsip ini
adalah terhadap harga obligasi, di mana harga obligasi
akan turun apabila tingkat bunga naik, sebaliknya jika
tingkat bunga turun harga obligasi akan naik.
2. Real interest rate adalah nominal interest rate dikurangi
tingkat inflansi. Ini merupakan ukuran yang lebih baik
bagi insentif untuk meminjam dan member pinjaman
jika dibandingkan dengan nominal interest rate saja.
3. Penghasilan (return) atas sekuritas menunjukkan
seberapa baiknya orang memiliki sekurintas dalam
jangka waktu tertentu bias berbeda dari tingkat bunga
yang diukur denga yield to maturity. Obligasi berflukuasi
harganya apabila terjadi perubahan bunga, jadi
mengandung resiko. Capital Gain dan Capital Losse bias
menjadi besar. Itulah sebabnya mengapa obligasi
berjangka lebih panjang tidak dipandang asset yang
aman dengan suatu penghasilan (return) yang pasti.
Obligasi yang jatuh temponya lebih pendek dari priode
kepemilikannya juga mengandung risiko investasi
kembali (reinsvesment) karena tingkat mendatang tidak
pasti.
4. Duration adalah istilah yang menunjukkan rata-rata
umur pembayaran sekuritas utang. Oleh karena itu,
duration merupakan ukuran jatuh tempoyang efektif
mengukur dengfan akurat risiko tiungkat buinga.
Duration bersifat additive. duration suatu portofolio
dinvestasikan dalam masing-masingnya. Mekin besar
duration suatu sekurintas, makin besar pula perubahan
peresentase nilai pasaran sekuritas yang bersangkutang
bagi perubahan tertentu tingkat bunga. Oleh karena itu,
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makin besar duration suatu sekuritas makin besar risiko
tingkat bunga.8
8 H. Maulana Hasanuddin dan H. Jaih Mubarok, Perkembangan Aqad






Semenjak tahun 1968 sampai dengan menjelang akhir
pertengahan tahu 1983, dunia perbanhkan di Indonesia
belum banyak disibukkan dengan masalah perhitungan
tingkat bunga deposito dan masalah yang berkaitan
dengannya, karena sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor
28 tahun 1968 bahwa besarnya tingkat bunga deposito
ditetapkan oleh bank Indonesia. Dengan Instruksi presiden
tersebut, bank-bank penyelenggara di Indonesia hanya akan
mengikuti besarnya bunga deposito yang telah ditetapkan
oleh bank sentral. Akan tetapi, dengan adanya
kebijaksanaan pemerintah tanggal 1 Juni 1983, besarnya
tingkat bunga deposito telah sepenuhnya diserahkan kepada
masing-masing bank dalam mempengaruhi kekuatan pasar.
Terlebih lagi setelah Oktober 1988, saat otoritas moneter
lebih memperkuat sendi-sendi perbankan Indonesia yang
beriorentasi pada pasar bebas. Hal ini yang sangat
mendukun kondisi pasar bebas di sektor perbankan adalah
rezim devisa bebas yang dianut Indonesia. Jadi, tidak ada
pengadilan lalu lintas devisa, baik keluar maupun masuk ke
Indenesia.1
1 Muhammad Syafi’I antonio, Islamic Banking; Bank Syariah dari
teori ke Praktek (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 77
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A. Pemerintah dalam Pengendalian Tingkat Bunga
Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa semenjak
bulan Juni tahun 1983, pemerintah tidak lagi ikut campur
secara langsung dalam penetapan tingkat bunga. Namun,
mengingat pentingnya pengaruh tingkat bunga uang dalam
perekonomian nasional, secara tidak langsung, otoritas
moneter tetap mengendalikannya. Otoritas monoter
menciptakan berbagai instrument moneter dan
kebijaksanaan moneter untuk menggerakkan tingkat bunga
agar dapat mendukun perekonomian nasional yang
diinginkan.
Terdapat 3 kebijaksanaan moneter yang dapat dipakai
yaitu:
1. Kebijaksanaan besarnya cadangan wajib bank (reserve
requirement policy).
2. Kebijaksanaan diskonto (discount window policy)
3. Kebijaksanaan operasi pasar terbuka (open market
operation policy)
Selain dari ketiga instrument di atas, pemerintah juga
dapat melaksanakan imbauan (moral suasion policy)
Besarnya cadangan wajib bank bisa diturunkan atau
dinaikkan oleh bank sentral. Penusuran cadangan wajib berarti
mengurangi kewajiban bank untuk menyimpang dana dalam
bentuk kas sehingga menambah dana yang dapat
dipoperasikan. Dampaknya adalah turungnya biaya dana
sehingga memperoleh kesempatan menurunkan tingkat
bunga kredit tampa mempengaruhi spreed. Apabila
75
cadangan wajib dinaikkan, jumlah dana yang dapat
dipinjamkan bank akan berkurang.2
Penurunan bunga diskonto tentu saja akan menurunkan
biaya dana bagi bank yang memanfaatkan discount windaw.
Di samping itu, tujuan utama bank sentral adalah
menurunkan tingkat bunga bank. Oleh karena itu,
penurunan diskonto merupakan sinyal bagi perbankan
untuk menurunkan tingkat bunga.
Operasi pasar terbuka dilaksanakan melalui instrument
SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SBPU (Surat Berharga
Pasar Uang). Penurunan bunga SBI oleh bank sentral
merupakan sinyal bagi bank agar mengikuti penurunan
tersebut. Demikian pula sebaliknya apabila bank sentral
menaikkan bunga SBI, berarti perbankan diharapkan dapat
mengikuti kenaikan tersebut.
B. Peranan Tingkat Suku Bunga Bank dalam
Perekonomian Sosial
Tingkat suku bunga bank merupakan salah satu
indicator moneter yang mempunyai dampak dalam berbagai
kegiatan perekonomian sebagai berikut.
1. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan
melakukan investasi yang pada akhirnya akan
mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi
pengambilan keputusan pemilik modal, apakah ia akan
berinvestasi pada real asset ataukah pada financial asset.
3. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan
usaha pihak bank dalam lembanga keuangan lainnya.
4. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi.3
2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan
(Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 297
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Masing-masing dampak penetapan suku bunga  saling
terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pihak-
pihak yang telibat dalam hal ini adalah pihak investor,
deposan/pemilik dana, perbankan dan otoritas moneter
yang diwakili oleh bank sentral.
Saling keterkaitan dari dampak penetapan suku bunga
tersebut dapat dijelaskan dengan contoh berikut. Jumlah
dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank
mempengaruhi kemampuan bank yang bersangkutan dalam
menyediakan kredit. Kredit yang diberikan bank akan
mempengaruhi jumlah investasi dalam memperluas
kegiatan suatu bisnis. Selisi tingkat bunga yang dibebankan
kepada peminjam dengan bunga yang dibayarkan kepada
deposan akan mempengaruhi kelangsungan hidup bank
tersebut.
Pemerintah sebagai pengelolah ekonomi nasional
menaruh perhatian besar terhadap perkembang tingkat
bunga uang bersama dengan objek pengelolaan yang lain,
seperti tingkat inflansi, tingkat pengangguran, tingkat
perekonomian dan jumlah uang beredar.4
C. Hubungan Tingkat Bunga Bank dan ICOR
(Incremental Output Ratio)
Memeprtahankan pertumbuhan ekonomi nasional
merupakan usaha memperbesar  PDB (produk domestic
bruto/groes national product). Untuk menghasilakn PDB
dalam jumlah tetentu, perlu diperkirakan jumlah modal
yang diperlukan. Dalam istilah makro ekonomi disebut
3 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi
Islam (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 261
4 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi
Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 485
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capital output ratio (COR), yaitu perbandingan antara
kapital (modal) dengan keluaran (output).
Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, dikenal pula
konsep marginal. Konsep ini menjelaskan beberapa
tambahan modal yang diperlukan untuk menghasilkan
tambahan output tetentu. Dalam istilah makro ekonomi,
konsep ini  disebut Incremental  Output  Ratio (ICOR).
Jika COR = ½ maka untuk menghasilakan output 1.000
diperlukan modal 500 dan untuk menghasilkan output 2.000
diperlukan modal 1.000.
Salah satu pertimbangan untuk investsi adalah biaya
dana atau tingkat bunga tarif modal. Semakin tinggi bunga
akan semakin kecil jumlah investasi, sebaliknya apabila
tingkat bunga turun, jumlah investasi akan bertambah.
Berapa penurunan bunga yang diperlukan untuk
mendorong investiasi ke tingkat tertentu dijelaskan dengan
konsep marginar rate to invest (MRI).
Dengan menggabunkan konsep ICOR dan MRI secara
makro dapat diperkirakan tingkat bunga yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tertentu.5
D. Metode Analisis Tingkat Bunga
Memperkiran besarnya tingkat bunga yang akan terjadi
di masa yang akan datang merupakan suatu proses yang
rumit. Hal itu disebabkan oleh banyaknya faktor yang
mempengaruhi besarnya tingkat bunga , seperti:
5 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam; Pendekatan dan
Teoritis (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2008),h. 108
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1. Perkembangan ekonomi
2. Kebijaksanan pemerintah, baik dari segi kebijaksanaan
fiscal maupun dari segi kebijaksanaan moneter.
Secara umum seperti halnya barang-barang yang
harganya berdasarkan atas penawaran dengan pemerintah
dari barang tersebut, tingkat bunga tidak lain adalah harga
uang. Harga uang secara garis besar ditetapkan oleh intraksi
antara dua hal berikut:
1. Penawaran dan permintaan uang
2. Besarnya arus uang  yang beredar secara nyata
dalam kegiatan ekonomi.
Dari pembahasan secara umum tersebut, maka untuk
menganalisis secara terperinci harus mengetahui apakah
yang menyebabkan besar atau kecilnya interaksi antara
penawaran  dan permintaan uang. Pendapat dari beberapa
pakar perbankan dan pakar ekonomi yang mencari jawaban
atas penyebab besar kecilnya suku bunga dibahas dalam:
1. Analisis fundamental
2. Analisis secara tekhnik serta
3. Analisis marginal dan elastisitas6
a. Analisis fundamental
Ditinjau dari sudut makro, ada beberapa faktor




3) Faktor lain seperti posisi neraca pembayaran,
likuiditas perbankan dan indicator-indikator
perekonomian.
6 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam; Pendekatan dan
Teoritis, Ibid.,
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Masing-masing faktor tersebut akan dibahas satu
persatu seabagai berikut.
a) Perkembangan ekonomi
Perkembangan ekonomi dalam jangka panjang  pada
perinsipnya dapat dibagi atas 4 tahap, yaitu: (1) ekspansi (2)
inflansi (3) kontraksi dan (4) resensi. Pada tahap ekspansi,
tingkat bunga mempunyai kecenderungan untuk meningkat
dan sebaliknya dalam masa inflansi, tingkat bunga
cenderung untuk turun. Dalam perkembangan ekonomi
yang meningkat, permintaan uang semakin meningkat
karena para produsen berusaha untuk meningkatkan tingkat
produktivitasnya. Meningkatnya permintaan uang
memberikan tekanan pada suku bunga. Akibatnya, bunga
cenderung naik. Sebaliknya, dalam kondisi kontraksi,
tingkat bunga cenderung turun karena adanya penurunan
tingkat ekonomi sehingga intraksi penawaran dan
permintaan terhadap uang pun akan menrurun. Akibatnya,
tingkat bunga juga menurun.7
Pada tahap ekonomi berada dalam inflansi, ada
kecenderungan tingkat bunga akan mencapai puncaknya.
Hal itu terjadi karena pada masa inflansi, pemerintah
umumnya berusaha menurunkan tingkat inflansi tersebut.
Salah satu cara menurungkan tingkat inflasi adalah dengan
menaikkan tingkat suku bunga agar dapat menurungkan
pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang beredar turun karena
tertarik ke dalam perbangkan, pengusaha mengurangi
pertumbuhan investasi.
Sebaliknya pada masa resesi, tingkat bunga akan
mencapai tingkat serendah-rendahnya. Hal ini karena
setelah masa kontraksi perekonomian mencapai puncaknya
7Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam., Op. Cit.,
h. 155
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maka terjadilah resesi. Dengan demikian, pemerintah
berusaha kembali untuk meningkatkan perkembangan
ekonomi dengan mendorong kenaikan tingkat bunga.
Dengan demikian, tahap ekspensi pun dimulai lagi.
b) Kebijaksanaan pemerintah
Ada beberapakebijaksanaan pemerintah yang sangat
berpengaruh pada besarnya suku bunga bank.
Kebijaksanaan tersebut berkaitan dengan uang ketat (tight),
uang longgar dan mengarahkan besarnya tingkat uang.
Dengan adanya kebijaksanaan uang ketat (tight
money policy), pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan turunnya
jumlah uang yang beredar, penawaran atas uang, (supply of
maoney) akan menurun sehingga tingkat bunga akan naik.
Sebaliknya dalam kebijaksanaan uang longgar (expansionary
monetary policy), jumlah uang yang beredar akan meningkat
dan tingkat uang pun menurun. Disamping kebijaksanaan
moneter (monetary policy) yang telah diuraikan di atas, bank
sentral dapat menaikkan atau menurunkan tingkat bunga
SBPU (surat berharga pasar uang)  dan SBI (sertifikat bank
Indonesia). Dalam keadaan tertentu bank setral dapat
menggunakan kebijaksanaan tersebut melalui mekanisme
operasi pasar terbuka (open market opration).8
Sebagai contoh, tahun 1985. Bank Indonesia berturut-
turut menurunkan bunga SBPU pada bulan Mei dari20,5%
menjadi 19,5% dan diturunkan lagi menjadi 18,5% pada
bulan Juli dan menjadi 17,5% pada bulan Agustus. Turunnya
suku bungan SBPU yang dikeluarkan pada bulan Februari
itu, selanjutnya diikuti oleh penurunan pada suku bunga
deposito rupiah pada bank-bank nasional. Pada bulan juni-
Juli, suku bunga deposito rupiah perbankan sudah turun
8 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Cet. II; Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27-29
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sekitar 1,5% - 2,5%, bulan Juli-Agustus turun lagi sekitar
o,75% - 3% bulan September-Okteber turun sekitar 0,25 – 2%,
bulan November-turun lagi sekitar 0,5% - 1%.
Contoh berikutnya terjadi pada tahun1989. Bank
Indonesia menurunkan bunga SBI. Siyal bank Indonesia
ditanggapi bank-bank BUMN dengan menurunkan tingkat
bunga. Menurutnya harga SPBU dan SBI (discaunt rate) akan
berdampak besar terhadap besarnya tingkat bunga lainnya,
seperti prime rate dan yield dari obligasi.
Khusus untuk kondisi di Indonesia perlu pula dilihat
peranan dari penawaran masyarakat. Adanya kesenjangan
yang semakin menyempit antara tingkat bunga valuta asing
dan rupiah mengakibatkan penawaran dana rupiah
berkurang. Ini akan menimbulkan suatu tekanan untuk
meningkatkan suku bunga rupiah sedemikian rupa sehingga
mampu menahan dana rupiah lari ke valuta asing. Keadaan
inilah yang terjadi di Indonesia di mana bank-bank menjaga
kesenjangan suku bunga rupiah dan valuta asing yang
cukup besar untuk menahan dana rupiah.9
Hal dapat di lihat, umpamanya pada kasus kejadian
tingkat suku bunga yang melonjat drastis pada bulan
februari 1991 karena dana deposito 12 BUMN di bank-bank
pemerintah dan swasta ditarik atau dikonversikan kedalam
SBI melaui suatu kebijaksanaan yang dikenal dengan
sebutan Gebrakan sumarlin. Tujuannya ialah mematahkan
spekulasi pembelian valuta asing (dengan uang yang
dipinjam dari bank) secara besar-besaran dari bank
Indonesia. Sebelumnya bank Indenesia telah melakukan
upaya mempengaruhi kenaikan suku bunga dengan
istrumen SBI dan SBPU, namun tidak berhasil mencegah
pemborongan pembelian valas. Dengan gebrakan itu,
jumlah dana bank menciut drastis. Akibatnya bank
9Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Ibid
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mengalami krisis likuiliditas, karena itu bank berusaha
Menarik dana lebih banyak dari masyarakat dengan
penawaran bunga yang cukup tinggi.
Contohnya BNI, pada awal tahun1991 misalnya,
membuka deposito dengan tingkat bunga 27% pertahun,
bank swasta ada yang menawarkan tingkat hunga deposito
di atas 30% pertahun.
c) Faktor-faktor lain dalam perekonomian yang
mempengaruhi tingkat bunga
Disamping faktor fundamental yang sifatnya makro,
banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat
bunga, faktor lain tersebut adalah
(1) Perkembangan besarnya neraca perdagangan
(trade account)
(2) Neraca pembayaran (current account
(3) Faktor internal masing-masing bank dan
(4) Tingkat persaingan antara bank.
Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap
besarnya suku bunga pada suatu nehar. Umpamanya jika
current account negative, tingkat bunga mempunyai
kecenderungan untuk meningkat, begitu pula sebaliknya.
Hal ini dapat kita lihat atas current account dari Inggris dan
Amerika. Dengan semakin besarnya negative current account
Negara tersebut senakin meningkat pula tingkat bunga  di
Negara yang bersangkutan.10
Dari segi bisnis, besarnya tingkat bunga sekarang
boleh dianggap merefleksikan secara tidak langsung return
atau perolehan laba yang wajar untuk investasi keuangan
setelah mengurangkannya dengan semua unsur biaya, baik
10 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis
(Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 75
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biaya nyata maupun biaya berbentuk premium
risiko. Unsur itu adalah tingkat inflasi dan premium  risiko
kurs (currecy risk premiun ) yang ditentukan oleh besarnya
depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika. Premi kurs ini
penting buat investor asing karena saat mereka menarik
kembali deposito beserta bunganya, mereka harus
menukarkan kembali uangnya ke mata uang asing.
Jika tingkat tabungan di Indonesia adalah 12%,
depresiasi rupiah pertahun 5%, dan tingkat inflasi 7%,
tingkat bunga yang riil adalah 12% (5% + 7%) = 0%
pertahun. Walaupun dalam presentase tingkat bunga itu
tinggi (asset dari para penabung dalam perhitungannya
meman bertambah), tetapi dalam kenyataan daya belinya
tidak bertambah. Apa lagi jika depresiasi rupiah meningkat
menjadi 10% daya beli dana yang ditabung menjadi
berkurang. Dengan kata lain, dalam hal ini investasi dalam
bentul financial mendatangkan kerugian. Oleh karena itu,
besar kemungkinan deposan akan menarik dananya dan
membeli aset riil atau valuta asing.
Faktor-faktor internal meliputi komposisi dana bank,
kebutuhan dana, kebijaksanaan internal bank dan tingkat
efisiensi bank.11
(1) Kompensasi dana bank
Pada dasarnya sumber dana bank berasal dari pihak
ketiga yang dihimpun melalui bermacam produk seperti
giro,  tabungan dan deposito. Berdasarkan hal itu, bank juga
harus memperhatikan tingkat harga (suku bunga) pada
masing-masing produk agar komposisi neraca bank dalam
sisi pendanaan bisa harmonis, yakni untuk menentukan
berapa persen pada tabungan dan sebagainya.
11Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoriti,
Ibid.,
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(2) Kebutuhan dana bank
Pengertian kebutuhan dana  di sini adalah kondisi
likuiditas bank yang bersangkutan, misalnya bank
kekurangan dana dalam jangka pendek. Oleh karena itu,
untuk menarik masyarakat, bank dapat memasan suku
bunga yang lebih tinggi untuk deposito yang berjangka
waktunya singkat.
(3) Kebijaksanaan internal bank
Dalam hal ini yang dimaksud adalah kebijaksanaan
yang diterapkan oleh suatu bank yang berhubungan dengan
penentuan tingkat suku bunga = deposito berjangka.
Mislanya, bank tersebut adalah bank yang baru berdiri maka
tingkat bunga deposito ditawarkan bisa lebih tinggi
ketimbang pesaing dalam rangka penetrasi pasar, yakni
merebut simpati masyarakat agar mau mendepositokan
uangnya di bank yang baru berdiri itu
(4) Tingkat efisiansi bank
Efisiansi yang dimaksud di sini adalah bagaimana
bank mengelolah dananya sedemikian rupa sehingga biaya-
biaya dapat diperkecil. Dengan cara ini bunga kredit dapat
ditekan.
Analisis teknis
Analisis teknis (technical analysis) mempredesi
gerakan suku bunga di masa datang mempelajari gerakan
(rend) suku bunga dalam kurun waktu tertentu di masa lalu
dengan memanfaatkan grafik.
Perkembangan treng-nya tingkat bunga pada
pokoknya terbagi menjadi empat macam, yaitu seculer,
syclica, seasonal, dan rondom.12
12 H. Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
(Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 414
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Cyclica trend merupakan salah satu bagian  dari
seculer ternd, yaitu merupakan trend yang terjadi dalam suatu
bussines cycle dengan jangka waktu antara 3 sampai 5 tahun.
Analisis cyclical trend bermanfaat untuk memperkirakan
perkembangan tingkat bunga dalam jangka menengah.
Seasonal dan random trend merupakan faktor yang
mempengaruhi perkembangan tingkat bunga karena adanya
suatu kejadian. Di Indonesia, umpamanya menjelang hari
lebaran permintaan uang akan meningkat karena
meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat sehingga
tingkat bunga akan meningkat. Kejadian itu merupakan
faktor yang bersifat musiman (seasonal). Secara random,
tingkat bunga dapat dipengaruhi oleh  suatu kejadian yang
luar biasa misalnya peperangan akan sangat berpengaruh
pada tingkat bunga.
Di samping secara ternd line di atas, secara technical
analysis perkembangan  tingkat bunga dapat dilihat dari
grafik histori perkembangan tingkat bunga dan kemudian
dapat dijadikan dasar untuk melihat prospek tingkat bunga
di masa yang akan datang.
Cara memproyeksi tingkat bunga.
Banyak cara untuk memproyeksi tingkat bunga
secara technical analysis. Adapun tekhnik yang banyak
digunakan adalah trend line, moving average, dan momentum.
Trend line
Grafik perkembangan suku bunga dianalisis
berdasarkan gerakan dari suatu grafik. Hal ini dapat
dilakukan dengan menarik beberpa garis dari tren tertinggi
sampai tren terendah atau sebaliknya.13




Secara moving (rata-rata bergerak), perkembangan
suku bunga dengan membuat suatu garis moving average-nya
antara tren nilai tingkat bunga riil. Rata-rata bergerak ini
dapat diambil harian, mingguan atau bulanan. Semakin
pendek prospek tingkat bunga yang akan kita perkirakan,
semakin pendek pula rata-rata bergerak yang akan kita
ambil. Beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam
memperkirakan tingkat bunga dengan menggunakan
metode ini adalah posisi tren  nilai riil tingkat bunga dan
tren nilai rata-rata akan menurun, jika kedua garis tren
tersebut bertemu maka tingkat bunga cenderung akan naik
Momentum
Secara momentum, perkembangan suku bunga dapat
dianalisis dengan membuat suatu garis momentumnya atas
nilai tingkat bunga riil. Momentum itu dapat di ambil
secara harian, mingguan atau bulanan. Semakin pendek
prospek tingkat bunga yang akan kita pikirkan, semakin
pendek pula momentum yang akan kita ambil. Umpamanya,
momentum harian, bunga tanggal 2-1-2005 sebesar 18,5%
dan pada tanggal 7-1-2—5 sebesar 18,3%. Momentum bisa
bersifat positif ataupun negatif. Jika dalam satu tren nilai
positif momentum menunjukkan tren yang menurun Karena
begitu banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam
memperkirakan besarnya suku bunga untuk suatu priode
yang diharapkan, sangat sulit untuk dapat memperkirakan
besarnya tingkat bunga tersebut secara tepat. Namun,
dengan hanya dapat memperkirakan trend tingkat bunga
akan naik dan turun, sudah sangat membantu dalam
kebijksanaan keuangan yang akan dijalankan.
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E. Tinjauan Tingkat Bunga di  Indonesia (1988-1997)
Dalam Negara yang menganut mekanisme pasar,
tingkat bunga uang merupakan salah satu alat kendali
terpenting guna mempengaruhi jalannya proses
perekonomian. Sejak tahun 1983, otoritas moneter
menetapkan bahwa besarnya suku bunga diserahkan
kepada mekanisme pasar dan menetapkan pengendalian
tingkat bunga dilaksanakan secara tidak langsung  melalui
suatu sistem berdasarkan mekanisme pasar. Namun hasil
mekanisme sistem tersebut tidak dapat berjalan
sebagaimana yang diharapkan karena adanya karaksteristik
khusus. Di bawah ini diberikan analisis tingkat bunga di
Indonesia anatara 1988-1997.14
Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat bunga di
Indonesia
Tingkat bunga pinjaman ditentukan 2 variabel, tingkat
bunga deposito sebagai sumber penting dari dana
perbangkan dan biaya penyaluran. Peta tingkat bunga
deposito pun diantara Negara-negara ASEAN tidak banyak
berubah. Tingkat bunga deposito di Indonesia masih relative
tinggi dibandingkan dengan Negara pesaing. Keadaan yang
sama juga terjadi dalam biaya penyaluran yang menjadi
tolak ukur efisiensi penyaluran dana. Besarnya perbedaan di
antara sebagaian Negara di atas dengan Indonesia relative
mencolok. Misalnya, di Singapura sebagai tolak ukur
perbankan yang paling efisien biaya hanya 1,5%, sementara
di Malaisya dan Thailand 2-3% sedangkan Indonesia
mencapai 4-6%.
14 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam ( Cet. I;
Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 51
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Perbedaan tingkat bunga deposito antara tingkat bunga
internasional, dalam hal ini tingkat bunga dollar Amerika di
Sungapura (SIBOR), dan tingkat bunga domestic disebabkan
dua faktor, yaitu premi resiko atau coutry risk dan premi
devaluasi.
Premi resiko bisa diamati dengan membandingkan
tingkat bunga dollar perbankan domestic dengan SIBOR
(On-shore US $ VS off-shore US $).
Perbedaan dua tingkat bunga ini dikaitkan dengan
resiko pemengan asset finasial dalam negeri ditambah
margin biaya transaksi atau biaya ketidaksempurnaan pasar.
Biaya transaksi relative kecil di Indonesia karena makin
terintegrasinya pasar financial domestic dan internasional,
walaupun pembatasan terhadap pinjaman off-shore oleh
perbankan masih berlaku. Jadi perbedaan ini lebih
didasarkan country risk dan financial system risk. Pengamatan
data dari tahun 1988 setelah deregulasi perbankan dilakukan
menunjukkan perbedaan tingkat bunga 0% hingga 3,5%.
Krisis dalam perbankan, seperti kasus bank duta,  bank
summa dan bapindo, ikut meningkatkan spread tingkat
bunga ini.15 Penerapan regulasi prudensi oleh bank Indonesia
(BI) memperkecil perbedaan tingkat bunga ini hingga 0,1%
pada triwulan terkhir 1994. Akan tetapi, krisis Meksiko pada
desember1994 meningkatkan spread tingkat bunga menjadi
sekitar 1,5%. Jadi, kenaikan dalam dua tahu terkhir lebih
disebabkan coutry risk ketimbang financial system risk. Hal
itu mengisyaratkan menjaga keseimbangan eksternal (deficit
transaksi berjalan) menjadi factor penting untuk
menurunkan perbedaan tingkat bunga (tingkatb bunga
domestik).
15 H. Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,
Loc.Cot.,
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Akan tetapi defisit transaksi berjalan tidak sepenuhnya
ditentukan kebijaksanaan moneter dan menejemen nilai
tukar, kebijaksanaan dalam sektor riil cenderung lebih
berperan. Karena hambatan yang terjadi, seperti biaya
ekonomi tinggi lebih disebabkan hambatan kelembagaan
dalam sector riil antara lain pungli, korupsi atau kredibilitas
kebijakasanaan pemerintah, termasuk disiplin fiscal.
Kredibilitas kebijakasanaan pemerintah menjadi factor
utama untuk menjelaskan resiko devalusi, yang tercermin
dari perbedaan tingkat bunga dalam rupiah dengan tingkat
bunga dalam dollar di bank domestic (on- shore US$). Terjadi
kenaikan  kembali spread dua tingkat bunga rupiah dan
dollar setelah menurun pada akhir 1994. Pada tahun 1996,
spread tingkat bunga rupiah dan US$ menjadi sekitar 8% di
atas perkiraan depresiasi nilai tukar 4-5% pertahun.
Persoalannya bagaimana meningkatkan kredibilitas
kebijaksanaan pemerintah di tengah disiplin fiskal yang
makinn longgar. Maki banyak penerimaan di luar anggaran,
seperti  sumbangan wajib pajak, pungutan untuk
mengembangkan  pesawat jet IPTN, dan sumbangan untuk
PT SDPT. Kredibilitas pemerintah ini makin menurun
setelah kasus kontroversi. seperti mobil timor, Chandra Asri
atau usaha-usaha untuk memberikan insentif pajak yang
makin simpan siur karena penjelasan yang berbeda antara
satu materi dan materi lainnya.16
Akibatnya, usaha mendinginkan perekonomian menjadi
sia-sia karena di satu pihak pemerintah memperketat
pengeluaran melalui kebijaksanaan moneter, sementara di
sisi lain pengeluaran fiskal terutama pengeluaran moff-
budget makin longgar.
16 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Op.Cit., h. 203
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Lebih jauh lagi dengan sistem devisa bebas dan nilai
tukar mengambang otonomi kebijaksanaan moneter dalam
mempengaruhi tingkat bunga semakin terbatas. Kenaikan
tingkat bunga dengan operasi pasar terkuak akan
mendorong arus modal  luar negeri jangkauan pendek
menikmanti interest gain yang akan menambah uang beredar
dan mempengaruhi efektivitas kebijaksanaan moneter ketat.
Tambahan lagi, karena investor asing memandang SBI
adalah aset financial domestik yang paling aman, kenaikan
tingkat bunga harus dibayar mahal oleh bank Indonesia.17






Sebagaimana yang telah dibahas pada Bab 1, kita telah
mengetahui 2 kaedah hukum asal dalam syariah. Dalam
ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua
hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan
Alquran dan Alhadis. Sedangkan dalam urusan muamalah,
semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang
melarangnya.
Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan
belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka
transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat
implikasi dari dalil Alquran dan Alhadis yang melarangnya,
baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian,
dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan
kecuali yang diharamkan.
Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah
disebabkan faktor-faktor sebagai berikut.
1. Haram zatnya (haram li-dzatihi)
2. Haram selain zatnya (haram li ghairihi)
3. Tidak sah (lengkap) akadnya1
1 H. A. Djazuli, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum
Islam (Cet. 7, Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 47
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B. Haram Zat-Nya
Transaksi dilarang karena objek (barang/dan atau
jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman
keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi
jual-beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual-
belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang
mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada
bank dengan menggunakan akad murabahah, maka
walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena
objek transaksinya haram.2
C. Haram Selain Zat-Nya
I. Melanggar Prinsip “An Taradin Minkum”
Tadlis (Penipuan)
Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada
prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama
ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama
(complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa
dicurangi (ditipu) karena ada suatu unknown to one party
(keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui
informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga
assymetric information). Unknown to one party dalam bahasa




2 Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh ( Cet I, Semarang: Toha




Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang
yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang
dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang
menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Tadlis
dalam harga contohnya adalah memanfaatkan
ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan
harga produk di atas harga pasar. Misalnya seorang tukang
becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan
menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya.
Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak
mengetahui harga pasar yang berlaku. Dalam istilah fiqih,
tadlis harga ini disebut ghaban. Bentuk tadlis yang terakhir,
yakni tadlis dalam waktu penyerahan, contohnya adalah
petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si
petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan
buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula
dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan
proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan
tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek
tersebut tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu
tersebut.3
Dalam keempat bentuk tadlis di atas, semuanya
melanggar prinsip rela-sama-rela. Keadaan sama-sama rela
yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak
yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Di
kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu mengetahui
bahwa dirinya ditipu, maka ia merasa tidak rela.
3 Muhyar Fannani, Fiqh Madani; Konstruksi Hukum Islam di
Dunia Moderen (Cet. I, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang,
2009), h. 304
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II. Melanggar Prinsip ’La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun’
Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah
prinsip La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun, yakni jangan
menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang
melanggar prinsip ini di antaranya:
1. Taghir (gharar)
2. Rekayasa pasar (pasar supply maupun demand);





Gharar atau disebut juga taghir adalah situasi di mana
terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to
both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang
bertransaksi). Dalam tadlis, yang terjadi adalah pihak A tidak
mengetahui apa yang diketahui pihak B (unknown to one
party). Sedangkan dalam taghrir, baik pihak A maupun pihak
B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu
yang ditransaksikan (uncertain to both parties). Gharar ini
terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat
pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). Contohnya,
sebagai karyawan, kita menandatangani kontrak kerja di
suatu perusahaan dengan gaji Rp. 1.100.000,-/bulan.
Kontrak ini bersifat pasti dan tidak mengikat kedua belah
pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah
4 Asni, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia ( Cet. I, Jakarta:
Kemenag RI, 2012), h. 263
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kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti,
misalnya mengubah sistem gaji RP. 1,1 juta/bulan tersebut
menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal
yang sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli dan sewa-
menyewa.
Sebagaimana dalam tadlis, maka gharar dapat juga





Bila salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor di atas
diubah dari certain menjadi uncertain, maka terjadilah gharar.
Gharar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, di
mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum
tampak di pohon seharga Rp. X. Dalam hal ini terjadi
ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual,
karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya
100kg, harganya Rp. X. Bila panennya 50 kg, harganya Rp. X
pula. Bila tidak panen, harganya Rp. X juga.
Contoh gharar dalam kualitas adalah seorang peternak
yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan
induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidak pastikan dalam
hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa
anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan
dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun kondisi
anak sapi yang nanti akan keluar dari induk sapi itu
(walaupun terlahir dalam keadaan mati misalnya) harus
5 Hasan saleh dkk, kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh
Kontemporer(Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.
397-402
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diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah
disepakati.
Gharar dalam harga terjadi bila, misalnya, bank syariah
menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1
tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%,
kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi
karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau
40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan
transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1
tahun”, maka barulah tidak terjadi gharar.
Contoh gharar dalam waktu penyerahan terjadi bila
seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp.
X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi
ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si
penjual dan si pembeli sama-sama tidak tahu kapankah
barang yang hilang itu dapat di temukan kembali.
Dalam keempat bentuk gharar di atas, keadaan sama-
sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara
keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di
kemudian hari, yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah
satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi,
walaupun pada awalnya tidak demikian.6
2. Rekayasa Pasar dalam Supply (Ikhtikar)
Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang
produsen/penjual mengambil keuntungan di atas
keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar
harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih
disebut ikhtikar, ikhtikar biasanya dilakukan dengan
membuat entry Barrier, yakni menghambat
produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi
6 Hasan saleh dkk, Ibid., h. 399
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pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya
orang menyamakan ikhtikar dengan monopoli dan
penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopoli
melakukan ikhtikar. Demikian pula tidak setiap penimbunan
ada ikhtikar. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi
justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan.
Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor
industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang
banyak, bukan dikategorikan sebagai ikhtikar. Ikhtikar terjadi
bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:
a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang naik
dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry-G
b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan
harga sebelum munculnya kelangkaan.
c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi
dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 & 2
dilakukan.7
3. Rekayasa Pasar dalam Demand (Bai’ Najasy)
Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seorang
produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-
olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk
sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi
misalnya, dalam bursa saham (praktik goreng-menggoreng
saham), bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa
bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan
order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian
pancingan agar terciptanya sentimen pasar untuk ramai-
7 M. Umar Chapra dan Habib ahmed, Corporate Governance;
Lembaga Keuangan Syariah (Cet. I, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.
111
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ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga
sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang
bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan
melepas kembali saham (mata uang) yang sudah dibeli,
sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Rekayasa
demand ini dalam istilah fikihnya disebut dengan bai’ najasy.
4. Riba






Riba Fadl disebut juga riba buyu’, yaitu riba yang timbul
akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi
kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama
kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu
penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran semisal ini
mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak
akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.
Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim
terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak
lain. Contoh berikut ini akan memperjelas adanya gharar.8
Ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar,
harta mereka diambil sebagai rampasan perang (ghanimah),
termasuk di antaranya adalah perhiasan yang terbuat dari
emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya
8 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam (Cet. I,
Yogyakarta; Pustaka celebes, 2010), h. 50
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hidup kaum Muslimin yang sederhana. Oleh karena itu,
orang Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat
dari emas dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan
uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat
dari perak (dirham). Jadi, sebenarnya, yang akan terjadi
bukanlah jual beli, tetapi pertukaran barang yang sejenis.
Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak.
Perhiasan perak dengan berat yang setara 40 dirham
(satu uqiyah) dijual oleh kaum Muslimin kepada kaum
Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai
perhiasan perak seberat satu uqiyah jauh lebih tinggi dari
sekedar 2-3 dirham. Jadi, muncul ketidakjelasan (gharar)
akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham).
Mendengar hal tersebut Rasulullah Saw, mencegahnya
dan bersabda:
“Dari Abu Said al-Khudri ra, Rasul saw. Bersabda:
Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama
takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama
takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya adalah riba; gandum dengan gandum harus
sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama
takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya adalah riba; korma dengan korma harus sama
takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama




Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan
dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul Saw.
Bersabda:
“Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar;
satu dirham dengan dua dirham; satu sha’ dengan dua
sha’karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama).
Seorang bertanya: wahai Rasul, bagaimana jika seseorang
menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor
unta dengan beberapa ekor unta? Jawab nabi Saw.: Tidak
mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan
(langsung) ” (HR Muslim).
Dalam perbankan, riba fadl dapat ditemui dalam
transaksi jual beli valulta asing yang tidak dilakukan dengan
cara tunai (spot).
b. Riba Nasi’ah
Riba Nasi’ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang
muncul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria
untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi) dan
hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi dhaman).
Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban
menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.9
Nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau
penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan
jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi’ah muncul karena
adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang
yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan
kemudian. Jadi, al ghunmu (untung) muncul tanpa adanya al-
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari ke Praktek (Cet.
IX, Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 41
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ghurmi (resiko), hasil usaha (al-kharaj) muncul tanpa adanya
biaya (dhaman); al-ghunmu dan al-khara muncul hanya
dengan berjalannya waktu. 10 Padahal dalam bisnis selalu
ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu
yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman.
Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi’ah, yakni
terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat uncertain
(tidak pasti) menjadi certain (pasti). Pertukaran kewajiban
menanggung beban (exchange of liability) ini, dapat
menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak,
kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarakhzi
akan memperjelas hal ini.
“riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi
bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan
syariah atas penambahan tersebut” (Imam sarakhzi dalam
al-Mabsut, juz. XII., hlm.109).
Dalam perbankan konvensional, riba nasi’ah dapat
ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran
bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Bank sebagai
kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan
pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan
terlebih dahulu di awal transaksi (fixed and predetermined
rate). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu
tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined
juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi,
impas atau untung, yang besarnya tidak dapat ditentukan
dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu
pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu
yang tidak pasti, karena itu diharamkan.11
10 Ibid.,
11 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam,
diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul
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Bunga dan Time value of Money
Para pendukung konsep bunga mendasarkan
argumentasi mereka denag prinsip Time Value of Money yang
didefinisikan sebagai berikut:
A dollar today is worth more than a dollar in the future
because a dollar today can be invested to get a return.
Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu
mempunyai kemungkinan untuk mendapat return positif,
negatif, atau nol. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu
dikenal risk-return relationship. Namun, sebenarnya
penerapan time value of money pun tidak senaif yang
dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian
return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return
ini dimasukkan, ekonom konvensional menyebut
kompensasinya sebagai discount rate. Jadi, istilah discount rate
lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate.12
Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return
dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for
uncertainty. Dalam setiap investasi tentu selalu ada
probabiliti untuk mendapat positif return, negative return, dan
no return. Adanya probability inilah yang menimbulkan
uncertainty (ketidakpastian). Probabiliti untuk mendapat
negative return dan no return ini yang dipertukarkan
(exchange of liabilities) dengan suatu yang pasti yaitu premium
for uncertainty.
Asli: Daurul Qiyam wal Akhlaq fi Iqtishadil Islam (Cet. V; Jakarta:
Gema Insani, 2006), h. 183
12 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis
(Cet. I, Jakarta: Kencana Perdana Group, 2006), h. 13
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Katakanlah probability positive return dan negative return
masing-masing sebesar 0,4; sedangkan probability no return
sebesar 0,2. Apa yang dilakukan dalam perhitungan discount
rate adalah mempertukarkan probability negative return (0,4)
dan probability no return (0,2) ini dengan premium for
uncertainty, sehingga yang tersisa tinggal probability untuk
positive return (1,0).
Keadaan inilah yang ditolak dalam ekonomi syariah,
yaitu keadaan al-ghunmu bi la ghurmi (gaining return without
being responsible for any risk) dan al-haraj bi la dhaman (gaining
income without being responsible for any expenses). Sebenarnya
keadaan ini juga ditolak oleh teori finance, yaitu dengan
menjelaskan adanya hubungan antara risk dan return;
bukankah return goes along with risk?
C. Riba Jahiliyah
Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari
pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu
mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah
ditetapkan. Riba Jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran
kaidah “kullu Qardin Jarra Manfa’atan fahuwa Riba” (setiap
pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi
pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru’), sedangkan
meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (tijarah). Jadi,
transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi
kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang
bermotif bisnis.13
Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba
jahiliyah tergolong Riba Nasi’ah; dari segi kesamaan objek
13 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,
Ekonomi Islam (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 54
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yang dipertukarkan, tergolong Riba Fadl. Tafsir Qurtuby
menjelaskan:
“Pada zaman Jahiliyah para kreditur, apabila utang sudah
jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur: ”Lunaskan
utang anda sekarang, atau Anda tunda pembayaran itu
dengan tambahan”. Maka pihak debitur harus menambah
jumlah kewajiban pembayaran utangnya dan kreditur
menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai
dengan ketentuan baru” (Tafsir Qurtubi, 2/1157).
Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat
ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit
yang tidak dibayar penuh tagihannya.
Dari definisi riba, sebab (illat) dan tujuan (hikmah)
pelarangan riba, maka dapat diidentifikasi praktik
perbankan konvensional yang tergolong riba. Riba fadl dapat
ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak
dilakukan secara tunai. Riba nasi’ah dapat ditemui dalam
transaksi pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga
tabungan/deposito/giro. Riba jahiliyah dapat ditemui dalam
transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh
tagihannya.14
5. Maysir (Perjudian)
Secara sederhana, yang dimaksud dengan maysir atau
perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah
satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat
permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan,
baik yang berbentuk game of chance, game of skill ataupun
natural events, harus menghindari terjadinya zero sum game,
14 H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi
Islam (Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 5
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yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa
pemain harus menanggung beban pemain yang lain.
Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan
sepakbola misalnya, dana partisipasi yang dimintakan dari
para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian
ataupun seluruhnya, untuk pembelian trophy atau bonus
para juara.
Allah Swt. telah memberi penegasan terhadap
keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung
unsur maysir (perjudian). Allah Swt berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum
khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan
setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan (QS Al-Maidah: 90).
Untuk menghindari terjadinya masyir dalam sebuah
permainan misalnya, pembelian trophy atau bonus untuk
para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain,
melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding.
Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan
atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau
trophy dengan cara tersebut dalam istilah fiqih disebut
sebagai hadiah, dan halal hukumnya.15
6. Risywah (Suap-Menyuap)
Yang dimaksud dengan perbuatan risywah adalah
memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan
sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat
dikatakan sebagai tindakan risywah (suap-menyuap) jika
15 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Cet. II, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 19
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dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya
salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain
tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk
memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk
kategori risywah, melainkan tindak pemerasan.16
Allah Swt. telah menyinggung praktik suap-menyuap
pada sejumlah ayat Alquran. Di antaranya firman Allah
Swt.:
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah
kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu
dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu
dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui (QS Al-
Baqarah [2]: 188)
Rasulullah Saw, pun telah memberi peringatan secara
tegas untuk menjauhi praktik risywah (suap-menyuap).
Rasulullah Saw. bersabda:
“Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap,
sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara
keduanya” (Hadis Riwayat Ahmad).
Para fuqaha lebih jauh menyatakan bahwa pemberi
suap dan penerima suap sama-sama bisa diseret ke
pengadilan jika keduanya terbukti memiliki tujuan dan
keinginan yang sama. Ulama ahli fiqih juga menegaskan
bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabat
adalah bentuk suap, uang haram dan penyalahgunaan
wewenang.17 Mereka berdalil pada hadis tentang perilaku
Ibnu al-Latbiyyah yang menjabat sebagai pengurus zakat
16 Maulana hasanuddin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad
Musyarakah (Cet. I; Jakarta: Perdana Media Group, 2012), h. 56
17 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam (Cet. I; Jakarta: Gema
Insani Press, 2006), h.23
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dan konon sering diberi hadiah dan bingkisan. Dalam hadis
tersebut, Rasulullah bersabda:
“Coba, maukah ia duduk manis di rumah ayah dan ibunya
(tidak usah menjadi amil zakat) sampai datang kepadanya
hadiah tersebut jika memang ia benar?
... Sesungguhnya hal yang demikian adalah tindakan
pengkhianatan jabatan”/(Hadis Riwayat al-Bukhari).
Selanjutnya, masih ada satu lagi faktor yang dapat
menimbulkan keharaman dalam bertransaksi, yakni
ketidakabsahan (kurang lengkapnya) akad. Bagian berikut
ini akan membahasnya.
D. Tidak Sah/Lengkap akadnya
Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram
li dzatihi maupun haram li ghairihi, belum tentu serta-merta
menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut
menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau
tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah
dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau
lebih) faktor-faktor berikut ini:
I. Rukun dan syarat tidak terpenuhi
II. Terjadi Ta’alluq
III. Terjadi “two in one”18
I. Rukun dan Syarat
Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu
transaksi (necessary condition), misalnya ada penjual dan
pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual-beli
tidak akan ada.
18 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan
(Cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 30
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Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah




Pelaku bisa berupa penjual-pembeli (dalam akad jual-
beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa),
atau penerima upah-pemberi upah (dalam akad upah-
mengupah), dan lain-lain. tanpa pelaku, maka tidak ada
transaksi.
Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa
barang atau jasa. Dalam akad jual-beli mobil, maka objek
transaksinya adalah mobil. Dalam akad-menyewa rumah,
maka objek transaksinya adalah rumah, demikian
seterusnya. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan
tercipta.19
Selanjutnya, faktor lainnya yang mutlak harus ada
supaya transaksi dapat tercipta adalah adanya kesepakatan
antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam
terminologi fiqih, kesepakatan bersama ini disebut ijab-kabul.
Tanpa ijab-kabul, mustahil pula transaksi akan terjadi.
Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad




19 Muhyar Fanani, Fiqh Madani; Konstruksi Hukum Islam di
Dunia modern ( Cet. I; Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang,
2009), h.176
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Bila ketiga rukun di atas terpenuhi, transaksi yang
dilakukan sah. Namun bila rukun di atas tidak terpenuhi
(baik satu rukun atau lebih), maka transaksi menjadi batal.
Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad
menjadi sah (lengkap) adalah syarat. Syarat adalah sesuatu
yang keberadaannya melengkapi rukun (sufficient condition).
Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang
yang cakap hukum (mukallaf). Bila rukun sudah terpenuhi
tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap
sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak). Demikian
menurut Mazhab Hanafi.20
Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh
dicampuradukkan. Di lain pihak, keberadaan syarat tidak
boleh:
1. Menghalalkan yang haram;
2. Mengharamkan yang haram;
3. Mengugurkan rukun;
4. Bertentangan dengan rukun; atau
5. Mencegah berlakunya rukun.
II. Ta’alluq
Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad
yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung
pada akad 2.
Contohnya A menjual barang X seharga Rp 120 juta
secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus
kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai
seharga Rp 100 juta.
Transaksi di atas haram, karena ada persyaratan
bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali
20 Hamka Haq, Syariat Islam; wacana dan Penerapannya ( Cet. I;
al-Ahkam: Makassar, 2002), h. 55
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menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini,
disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2
dilakukan.21 Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya
rukun. Dalam terminologi fiqih, kasus di atas disebut bai’ al-
‘inah.
III. “Two in one”
Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi
diwadahi oleh dua saksi sekaligus, sehingga terjadi
ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus
digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqih, kejadian ini
disebut dengan shafqatain fi al-shafqah.




3. Jangka waktu sama;
Bila satu saja dari faktor di atas tidak terpenuhi, maka
two in one tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.
Contoh dari two in one adalah bertransaksi lease and purchase
(sewa-beli). Dalam transaksi ini, terjadi gharar dalam akad.
Karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku; akad
beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa-beli
ini diharamkan.




SEBUAH RENUNGAN BUNGA BANK DAN
RIBA
Terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara
berawal dari terjadinya devaluasi baht (mata uang Thailand)
pada bulan Juli 1997. Krisis ini tidak hanya membawa
kehancuran perekonomian di kawasan Asia Tenggara,
namun juga mempengaruhi pasar saham besar di dunia
seperti di Hong Kong, Eropa, USA, dan Jepang.
Permasalahan mendasar dari krisis keuangan yang
berdampak pada krisis ekonomi ini terutama diakibatkan
oleh buruknya kualitas lembaga-lembaga keuangan yang
menerapkan suku bunga sebagai sistem ribawi yang
ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screening
mechanism. Bahkan ia sendiri berpotensi menjadi trouble
maker yang melahirkan tiga macam krisis, yaitu krisis
keuangan dan moneter, krisis pasar saham dan krisis
perbankan yang semuanya berpengaruh negatif pada
kehidupan sektor riil.1
Kegagalan sistem bunga ini sama sekali bukanlah
sebuah tudingan tanpa alasan. Bersama-sama telah kita
saksikan bagaimana semua lembaga keuangan dengan
sistem bunga mengalami keterpurukan pada saat terjadinya
krisis. Pada sisi lain Bank Muamalat yang berbasis syariah
1 Ramlan Ginting, Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional
(Cet. I, Jakarta: Salemba, 2007), h. 77
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(dengan sistem bagi hasil) menunjukkan perkembangan
yang positif.
Hal lain yang mendukung kondisi di atas adalah
pendapat dari Chapra dalam tesisnya yang rnenyimpulkan
dengan tegas bahwa sistem bunga sistem keuangan dan
moneter berbasis pada suku bunga tidak akan efektif dalam
mencapai tujuan-tujuan ekonomi, yaitu pemenuhan
kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi yang optimal,
pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.
Sebaliknya, sistem keuangan dan ekonomi bebas riba yaitu
dengan menghindari suku bunga serta menerapkan prinsip
profit and loss sharing pada lembaga perbankan dapat
menciptakan perekanomian yang lebih stabil dan efisien.2
Terciptanya perekonomian yang stabil ini dikarenakan
sistem syariah dapat mengeliminir dan melarang kegiatan-
kegiatan yang non produktif, haram, berbahaya, tidak baik,
dan spekulatif. Kondisi ini akan mendorong pada
peningkatan pemanfaatan sumberdaya, mengurangi tekanan
inflasi serta menanggulangi krisis ekonomi sehingga
memudahkan pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yang telah
direncanakan.
Meskipun fakta dan juga analisis dari sebagian ekonom
menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah yang bebas
ribawi memiliki sejumlah keunggulan dan mampu
mengantar suatu negara pada tujuan yang telah
dicanangkan, namun saat ini umat Islam terbiasa dengan
pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga. Hal ini
2 Soedradjad Djiwandono, Mengelola Bank Indonesia Dalam
Masa Krisis (Cet. I, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), h.
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tidak terlepas dari masa penjajahan yang telah dialami
bangsa ini hampir tiga setengah abad.
Meskipun saat ini telah ada Fatwa MUI yang
menyatakan bahwa status hukum syariah dari bunga bank
bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai
riba sebagaimana yang diharamkan dalam Alquran namun
masyarakat masih dalam kondisi yang bingung. Masih
banyak masyarakat yang tidak mengerti perbedaan antara
sistem bunga dan sistem bagi hasil bahkan menganggap
sama. Sehingga pandangan masyarakat sendiri mengenai
sistem bunga dapatkita kelompokan menjadi tiga bagian,
yaitu (1) bunga bank haram karena berlentangan dengan
ajaran agama; (2) tidak bertentangan dengan agama, karena
ada sebagian ulama yang membolehkan; dan (3) tidak
tahu/ragu-ragu.3
A. Gambaran Umum Tentang Bank Konvensional
Menurut catatan sejarah usaha perbankan sudah dikenal
kurang lebih kurang 2500 tahun sebelum Masehi dalam
masyarakat Mesir purba dan Unani kuno serta Romawi.
Sedangkan perbankan modem mulai berkembang di Italia
dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa
keluarga yang membiayai kepausan dan perdagangan wol
Perkombangan pesat di bidang perbankan terjadi setelah-
memasuki abad ke-18 dan 19.
Bank berasal dari kata bunco, bahasa Italia yang berarti
meja. Dulunya para penukar uang (money changer)
melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan
tempat para relasi kapal datang dan pergi, para pengembara
dan juga wiraswastawan yang naik turun kapal
3 M. Dawan Rahardjo, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah
bangsa (Cet. I, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), h. 176
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Mono/drapers itu meletakkan uang penukaran di atas
sebuah meja (banco) di hadapan mereka. Aktifitas penukaran
uang di atas banco inilah yang menyebabkan para ahli
ekonomi dalam menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan
kata banco dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam
bidang ini, dengan nama"bank".
Peranan dan Fungsi Bank dalam Masyarakat
Jika dibandingkan dengan makna sebenamya dari asal
kata bank, maka bank hanya berfungsi sebagai lembaga
penukar mata uang antar-bangsa yang berbeda-beda. Dalam
perkembangannya di lalu lintas perekonomian modern,
ternyata bank muncul sebagai lembaga keuangan vital,
dengan inti kegiatan menyediakan asas"permintaan dan
penawaran" di sainping jasa-jasa di bidang lain. Sehingga
lembaga perbankan pada perekonomian modern adalah
lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang
berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini
disebut Financial intermediary.
Terkait dengan peranya sebagai financial intermediary,
tugas bank adalah menerima pinjaman dan memberi
pinjaman. Peran bank semakin kompleks seiring dengan
kebutuhan manusia yang juga kompleks. Jasa pelayanan
bank semakin bertambah, seperti penukaran mata uang,
pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain,
mengeluarkan serta mengedarkan uang. Bank tidak hanya
berperan melancarkan transaksi perdagangan dan
pembayaran, namun juga memberi perlindungan keamanan
uang dari gangguan seperti perampokan. Agar manajemen
perbankan berjalan tertib, maka disetiap negara didirikan
bank sentral di samping bank-bank umum. Bank sentral
merupakan induk dari bank-bank lain. Di lndonesia, fungsi
bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia, sebagaimana di
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atur oleh UU No, 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perbankan jo. UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.4
Menilik dari tugas dan fungsi yang diberikan bank
kepada masyarakat, maka bank bisa dikatakan bergerak
dalam bidang perdagangan, dimana uang dan jasa sebagai
komoditas perdagangan. Bank dapat dikatakan membeli
uang dari masyarakat pemilik dana ketika menerima
simpanan, dan menjual uang kepada masyarakat yang
memerlukan dana. ketika bank memberikan pinjaman
kepada mereka. Sebagai usaha dagang ini, tentunya bank
berorientasi kepada keuntungan.
Sebagai lembaga yang tak lebih sebagai usaha dagang,
usaha bank berkaitan dengan:
1. memindahkan uang (dengan surat, telegram, wesel, dan
sebagainya);
2. menerima dan membayarkan kembali uang dalam
rekening koran;
3. mendiskontokan surat wesci, surat order maupun kertas
dagang lainnya;
4. membeli dan menjual surat-surat berharga;
5. memberi kredit/pinjaman; dan
6. memberi jaminan.5
Suku Bunga Perbankan
Dalam kaitannya dengan fungsinya subagai financial
intermediary, terutama pada saat menarik dan memberi
pinjaman, muncul apa yang disebut bunga. Sehingga bunga
4 Ketut Rindji, Pengantar Perbankan dan lembaga Keuangan
Bukan Bank (Cet. III, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),
h. 77
5 Robinson Taringan, Ekonomi Regional; Teori dan Aplikasi (Cet.
II, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 43
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dapat didefinisikan sebagai harga dari uang dalam transaksi
jual-beli. Bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa
disini merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa.
Ongkos administrasi dan ongkos sewa ini menjadi
penting mengingat dalam perkembangannya, bank harus
mengeluarkan sejumlah dana untuk:
Biaya dana yang meliputi biaya bunga yang dibayarkan
kepada penabung, dan juga biaya overhead yang terkait
dengan masalah pengelolaan bank (termasuk dalam item ini,
biaya gaji pegawai, biaya penyusutan dan permeliharaan
gedung, serta biaya penyelenggaraan administrasi bank).
Faktor risiko tidak kembalinya kredit.
1. Cadangan inflasi.
Sehingga biaya yang dibebankan kepada
peminjam/pemakai jasa bank lazim disebut dengan bunga
debit. Bunga debit sebenarnya bukanlah keuntungan bersih
bank, melainkan keuntungan yang harus dikurangi untuk
berbagai biaya, dan sisanya menjadi bagian antara bank dan
juga penabung atau penyimpan dana. Terdapat alasan
mengapa bank perlu membayar bunga kepada pemilik dana:
1. Dengan menyimpan uangnya dibank penabung telah
mengorbankan kesempatan dan keuntungan yang
mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu.
2. Menyimpan uang di bank berarti penabung telah
mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk
keperluan konsumsi.
3. Faktor iaflasi perlu menjadi pertimbangan perlunya
imbalan kepada penabung.6
6 Ismail, Akuntansi Bank; Teori dan Aplikasi dalam Rupiah (Cet. I:
Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 60
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Suku bunga seringkali menjadi senjata ampuh bagi
pihak perbankan untuk menarik nasabah sehingga jumlah
tabungan meningkat. Menurut Keynes, bunga adalah
semacam hadiah yang diberikan oleh bank kepada
penabung karena telah mengorbankan kesempatan untuk
menggunakan uangnya saat itu. Tingkat suku bunga tidak
ada kaitannya dengan minat dan jumlah tabungan. Jumlah
tabungan akan sangat ditentukan oleh penghasilan. Mereka
yang berpenghasilan dan rendah tidak punya sisa belanja,
meskipun suku bunga tinggi ia tidak akan terpengaruh
dengan kenaikan suku bunga. Sebaliknya mereka yang
memiliki penghasilan tinggi dan punya sisa belanja, tetap
akan rnenabung meskipun suku bunga rendah. Namun
dalam kondisi ekonomi yang stabil tinggihya suku bunga
akan merangsang minat menabung, namun mengurangi
minat orang untuk meminjam.7
Dalam hubungannya dengan investasi, menurut
Boediono jika masyarakat memperkirakan bahwa
keuntungan dari hasil investasi yang akan dijalankan dalam
kurun waktu tertentu nanti lebih tinggi dari hasil yang akan
diperoleh di bank, maka mereka akan memilih
menggunakan dananya untuk melakukan investasi sendiri.
Maka dalam kaitannya dengan ini bank perlu menaikkan
suku bunga untuk merangsang minat menabung
masyarakat. Sebaliknya jika investasi di masyarakat terlihat
lesu, maka bank akan menurunkan suku bunganya dengan
asumsi, rendahnya suku bunga akan merangsang
masyarakat untuk berinvestasi. Menaikkan dan
menurunkan suku bunga tidak terlepas dari motif
persaingan untuk menarik minat peminjam dan penabung.
7 Ross, Westerfild dan Jordan, Pengantar Keuangan Perusahaan
(Cet. I, Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 67
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Meskipun sebenarnya tinggi rendah suku bunga tidak
berpengaruh kepada keuntungan bank. Menurut
Ediswasono hanya selisih 3-5 persen.
Suku bunga bank7 tidak selamanya stabil, namun




3. besarnya suku bunga di luar negeri; dan
4. ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas risiko.
Menururut pakar ekonomi Bertil Ohiln,
Robettson/penyebab tinggi rendahnya suku bunga sangat
tergantung kepada penawaran dan permintaan modal
investasi, sedangkan menurut Keynes, tinggi rendahnya
permintaan suku bunga dipengaruhi oleh penawaran dan
permintaan terhadap uang itu sendiri.
Suku bunga yang tinggi akan berdampak pada kenaikan
tingkat harga, karena produsen menaikkan ongkos
produksiya karena nilainya biaya produksi. Hal ini sejalan
dengan pandangan Keynes bahwa suku bunga akan naik
sesuai dengan produktivitas marginal, atau apa yang
disebut efisiensi pertambahan pemakaian modal (the
marginal efficiency of capital).8
B. Tinjauan Tentang Riba
Sebagaimana telah diuraikan dalam sistematika
penulisan, bagian selanjutnya yang perlu kita kaji adalah
terkait dengan masalah riba. Dengan mengetahui riba secara
8 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Cet. IV, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 42
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detail sehingga tidak ada keraguan dalam mempersamakan
bunga bank dengan riba.
Riba secara bahasa bermakna tambahan. Dalam
pengertian lain secara linguistik bahasa riba juga berarti
tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis
riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau
tambahan modal secara batil.
Dari beberapa defenisi riba yang ada terdapat sebuah
ketegasan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik
dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara
batil. Batil di sini adalah bertentangan dengan prinsip
muanalah dalam Islam.
Pandangan Beberapa fukaha Mengenai Definisi Riba
Ibnu Al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam alquran
menjelaskan bahwa riba yang dimaksud dalam Alquran
adalah penambahan yang diambil tanpa adanya satu
transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan
oleh syariah. Di lain pihak, Imam Nawawi menjelaskan
bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang dalam Alquran
dan As-Sunah adalah tambahan atas harta pokok karena ada
unsur waktu.
Pendapat yang agak berbeda muncul dari Yusuf
Qardhawi. Menurut beliau yang dimaksudkan dengan riba
adalah "setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya
keharusan memberikan keharusan".
Riba dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar,
yaitu riba salam masalah hutang piutang dan riba dalam
masalah jual beli. Riba dalam masalah hutang piutang dapat
dibedakan atas riba qairdh dan riba jahiliah. Riba qardh adalah
suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang
disyaratkan terhadap yang berhutang, sedangkan riba
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jahiliah adalah riba yang dibayar lebih dari pokoknya karena
si peminjam tidak mampu untuk membayar hutang pada
waktu yang telah ditetapkan.
Sebagaimana riba hutang piutang, riba jual-beli pun
dapat dibedakan atas riba fadal dan riba nasiah. Riba fadal
adalah pertukaran antar barang-barang sejenis dengan kadar
atau takaran yang yang berbeda sedangkan yang
dipertukarkan itu termasuk dalam barang ribawi.
Sedangkan riba nasiah terjadi ketika adanya penangguhan
penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang
dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba
dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan
tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang
diserahkan kemudian.9
Praktik Riba dalam Sejarah Riba sebelum Islam
Jauh sebelum Islam datang, riba sudah dikenal orang.
Riba secara sederhana diartikan sebagai kegiatan ekonomi
yang mengambil bentuk pembungaan uang, Pada masa
Romawi sekitar abad ke-5 SM sehingga abad ke-4 SM,
terdapat undang-undang yang membenarkan penduduk
yang mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut
sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum
(maximal legal rate). Meskipun demikian, pengambilannya
tidak diperkenankan dengan cara bunga berbunga.10
Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM) kegiatan
pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Namun, pada
masa Unciaria (88 SM) praktik tersebut diperbolehkan
9 Peter S. Dan Ross, Commercial Bank Managemen (Cet. New
York: McGraw-Hill, 2006), h. 57
10 Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Cet
III, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 140
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kembali seperti semula. Adapun empat jenis tingkatan
bunga pada zaman Romawi adalah:
Bunga maksimal yang dibenarkan 8%-12%
Bunga pinjaman biasa di Roma 4%-12%
Bunga untuk wilayah (dakwah taklukan) (6%-100%)
Bunga Khusus Byzantium (4%-1’2%)
Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik, M. Syafi'i Antonio.
Pada zaman jahiliah, praktek riba yang terjadi berupa
transaksi pinjam meminjam dengan saiu perjanjian,
perminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada
waktu yang telah disepakati berikut tambahan. Pada saat
jatuh tempo si pemmjam (kreditor) meminta jumlah
pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam (debitor).
]ika debitor mengatakan belum sanggup membayar,
kreditor akan memberi tenggang waktu dengan syarat,
debitor bersedia membayar sejumlah tambahan di atas
pinjaman pokok tadi.
Menurut Al-Razi, menuturkan bahwa pada zaman
Jahiliah jika debitor berhutang seratus dirham kemudian
tidak memiliki uang untuk membayar utangnya pada saat
jatuh tempo, kreditor akan menentukan tambaban atas.
jumlah pinjaman, Bila pinjaman ini diterima, kreditor baru
menentukan tenggang waktu yang baru. Seringkali
tambahan yang diminta bukan hanya seratus dirham namun
bisa jadi sampai dua ratus dirham. Ketika tenggang waktu
belum habis, ada tambaban lagi di atas jumlah hutang
seluruhnya (tambahan atas jumlah pinjaman pertama
berikut bunga, sehingga bunga menjadi beban hutang yang
berhak atas bunga). Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga
pinjaman yang hanya seratus dirham itu kelak akan
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diterirna kembali oleh kreditor dalam jumlah yang berlipat
ganda.11
Objek riba tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat
berupa hewan ternak. Al Tabari menuturkan riwayat dari
Ibn Zaaid yang menirukan ayahnya bahwa riba pada masa
jahiliah adalah dalam lipat ganda dan umur hewan ternak,
seperti unta. Bila tiba masa yang telah disepakati, kreditor
menemui debitor dan menagih piutang beserta tambahan.
Jika debitor memiliki uang, maka ia membayar hutang
tersebut. Tetapi bila tidak punya onta maka ia dianggap
mempunyai hutang onta lebih tua dari yang dipinjamnya
dulu. Kalau yang semula dipinjam adalah onta berumur satu
tahun masuk tahun kedua, karena debitor belum sanggup
membayar, maka hutangnya menjadi onta lintu labun (onta
berumur dua tahun masuk tahun ketiga). Kalau pada saa
tnya nanti ia belum sanggup juga untuk melunasi hutang
itu, maka hutangnya menjadi onta dengan umur yang lebih
tua lagi dengan sebutan hiqqnh (onta berumur tiga tahun
masuk tahun keempaf. Bila pada saatnya hutangnya belum
mampu dilunasi, maka onta itu menjadi jaza’ah (onta yang
memasuki umur lima tahun). Begitu seterusnya sehingga
nilai hutang debitor bertambah terus selagi ia belum dapat
melunasi hutangnya.
Riba pada zaman Kerasulan
Seorang sahabat yang kaya dan pernah mempunyai
hubungan dengan riba adalah Usrnan bin Affan. ia
mengambil riba melalui pinjam-meminjam kurma. la sebagai
pihak pemilik kebun korma untuk digarap oleh orang lain.
Pada saat memetik hasilnya, si peminjam yang juga
11 M. Umar Chapra, Sistem Moneter Islam (Cet. I, Jakarta: Gema
Insani Press, 2008), h. 23
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penggarap berkata jika si pemilik hanya mengambil separuh
hasilnya saja dan menyerahkan sisanya kepada penggarap,
maka kelak penggarap selaku peminjam akan
mengembalikan korma itu dua kali lipat dari jumlah
tersebut ketika akad. Ketika berita ini didengar Nabi, maka
Nabi melarang perjanjian tersebut. Pemberi pinjaman hanya
boleh menerima pinjaman sejumlah yang ia pinjamkan.12
Pada masa kenabian, riba juga pernah dilakukan oleh
penduduk Mekkah dan kota dagang Ta'if. Transaksi ini
terjadi antara keluarga Saqif sebagai pemegang kendali
ekonomi di Ta'if dan juga keluarga Al-Mugirah dan Abbas
bin Abdul Muthalib yang merupakan saudagar kaya di
Mekkah. Selain sebagai saudagar kaya mereka juga dikenal
sebagai pemungut riba.
Di Madinah transaksi riba umumnya dilakukan orang
Yahudi. Hal ini terjadi ketika orang Yahudi diminta
bantuannya untuk persiapan militer di Madinah karena
akan adanya penyerangan dari penduduk Makkah. Namun
orang Yahudi menolak permintaan tersebut, mereka
bersedia memberi pinjaman 80 dinar dengan bunga sebesar
50 persen dalam jangka waktu satu tahun. Larangan
Melakukan Riba .
Dalam kebijakan ekonominya di Madinah, Nabi
Muhammad SAW melarang riba dalam kegiatan
perekonomian. Hal ini dikarenakan riba tidak sesuai dengan
nilai-nilai ekonomi Islam yang berlandaskan pada
kernanusiaan, kebersamaan, dan keadilan.
Fenomena praktek riba yang terjadi menunjukkan
bahwa riba merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
12 Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Islam (Cet. I, Jakarta:
Logos, 2007), h. 87
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memperkaya diri dan menindas kaum miskin yang lemah.
Praktek riba secara psikologis telah memaksa satu pihak
menerima perjanjian yang tidak disadari oleh kerelaan. Hal
inilah yang menjauhkan praktek riba dari nilai keadilan dan
kebersamaan, nilai yang dianut oleh ekonomi Islam.13
Larangan Riba dalam Alquran
Sebagaimana kita ketahui bahwa Alquran merupakan
Firman Allah bagi umat manusia. Alquran juga merupakan
sumber dari segala sumber hukum. Termasuk juga di
dalamnya terdapat hukum yang mengatur tentang
keharaman dalam melakukan riba. Keharaman riba ini
sebagaimana keharaman dalam meminum khamar tidak
dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara berangsur-
angsur.
Dalam Alquran terdapat 7 ayat yang berbicara
mengenai masalah larangan riba. Tiga ayat turun dalam
periode Makiyyah (turun pada saat Nabi masih berada di
Mekkah), yaitu surat ar-Rum ayat 39. Dalam Surat ar-Rum
ayat 39 dikatakan bahwa "Dan sesuatu riba (tambahan) yang
kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba
itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kami berikan
betapa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan
Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang
melipatgandakan (pahalanya)."
Dalam ayat ini belum terlihat adanya keharaman
melakukan riba, namun sekadar menggambarkan bahwa
riba yang dalam sangkaan orang menghasilkan penambahan
harta dalam pandangan Allah tidak benar. Akan tetapi
13 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan
Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), h. 45
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zakatlah yang mendatangkan pahala yang berlipat ganda.
Kata zakat disini bukanlah zakat yang diwajibkan melainkan
sedekah biasa mengingat ayat ini turun pada periode Mekah
sedangkan kewajiban zakat baru ditetapkan setelah Nabi
hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun ke-2 H.14
Ayat selanjumya yang membahas tentang masalah riba
adalah surat an-Nisa ayat 160-161 dan surat all Imran ayat
130. Dalam Surat an-Nisa ayat 160-161, dinyatakan bahwa
"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan
atas mcreka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)
dihalalkan bagi mereka dan kanna mereka banyak menghalangi
manusia dari jalan Allah(160) dan disebabkan mcreka memakan
riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan
karena mereka masih memakan hurts orang dengan jalan yang
batil. Kami menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka
ihi siksa yang pedih (161)."
Sedangkan ayat selanjutnya adalah surat ali Imran ayat
130, "Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu memakan
riba dengen berttyat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah
supaya kamu mcndapat kebcruntungan.
Dalam Surah an-Nisa ayat 160-161 kata riba
digandengkan dengan kata zalim serta balasan yang
setimpal dengan perbuatan tersebut. Dari ayat ini juga
diambil beberapa pelajaran: yaitu aspek akidah, aspek politik
dan juga aspek konomi. Ayat yang berisi tentang kecaman
Allah terhadap kaum Yahudi dalam memakan riba ini
mengindikasikan bahwa riba juga terlarang bagi agama
samawi, yaitu Yahudi dan Kristen. Hal ini dikarenakan pada
asalnya agama samawi adalah sama. Bahkan sebagian
14 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-
Gazali (Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 152
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kalangan kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat
dalam Lukas 6: 34-35 sebagai ayat yang mengecam praktek
riba.15
Ayat 130 dari surat ali Imran secara tegas menyatakan
keharaman riba. Menurut penilaian al-Qurtubi ayat ini
merupakan kalimat sisipan ketika Alquran mengisahkan
Perang Uhud. Hal yang sama diriwayatkan Ibn Hisyam.
Meurutnya ayat tersebut turun kerika terjadi Perang Uhud.
Jika rnemang demikian, maka ayat ini merespons sikap
orang Yahudi yang tidak ikut bertanggung jawab dalam
mempertahankan Madinah namun justru mengambil
kesempatan dengan memberikan pinjaman riba kepada
orang Islam untuk persiapan perang tersebut.
Ayat selanjutnya adalah surat al-Baqarah ayat 278-280,
"Hai orang-orang yartg beriman, bertakwalah kepada Allali dan
tinggalkanlah sisa riba (yangbelum dipungut) jika kamu adalah
orang-orang yang beriman. Maka jika katnu tidak mengerjakan
(msninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-
Nyaakan memerangirnu. Dan jika kamu bcrtobatdaripengambilan
riba, maka bagi'mu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhulang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkclapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua hutctrtg) itu lebih baik
bagimu, jika kamu msngetahui".
Berdasarkan sebab turunnya ayat ini bisa dipengaruhi
oleh banyak sebab, salah satunya adalah persengketaan
antara keluarga Saqif dan dan kduarga Mughirah di Mekah
sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selain
perintah meninggalkan riba, serta memerangi mereka yang
15 H. Muslimin, Kebijakan Perbankan Syariah Indonesia (Cet.
I, Makassar: Alauddin Press, 2011
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masih melakukan riba, di akhir ayat ini disandingkan
dengan kata sedekah. Dimana ini adalalh dua kondisi yang
sangat kontras, di satu sisi riba sarat dengan ketidakadilan
dan kesewenangan sedangkan sedekah memiliki dimensi
sosial yang sangat besar dan menunjukkan nilai-nilai
kemanusiaan dan kebersamaan.
Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, maka
perlu dilakukan pendekatan-pendekatan munasabat dalam
masalah riba dapat dilakukan dengan pendekatan
munasabat antara kelompok-kelompok ayat, dalam hal ini
ayat-ayat riba dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya
sebagaimana pemah dicobakan oleh Muhammad Abduh.16
Dengan kerangka tmmasabat, maka riba dalam Alquran
menunjukkan karakter berikut:
1. Riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat
membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti
tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal
dengan riba yang haram.
2. Riba merupakan Iransaksi utang piutang dengan
tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak
zulm, ditandai dengan "lipat ganda". Dalam surat ali
Imran sifat lipat ganda ini ditekankan sedangkan zulm
ditekankan pada surah al Baqarah. Dengan demikian
ada relevansi antara lipat ganda dan zulm.
3. Dari sikap Al-Quran yang selalu menghadapkan riba
dengan sedekah, zakat, atau infakan maka diketahui
bahwa riba mempunyai watak menjauhkan
persaudaraan, bahkan menuju permusuhan. Sebab,
sedekah dan padanannya yang merupakan antitesis riba
16 Askarya, Akad dan Produk bank Syariah (Cet. I, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 49
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mempunyai watak yang mengakrabkan persaudaraan
dan menciptakan iklim tolong-menolong.
Larangan Riba dalam Hadis dan Sunah
Terdapat banyak hadits yang terkait dengan masalah
riba. Di antaranya adalah HR. Muslim dari Jabir berkafa
bahwa: Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba,
orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua
orang saksinya, ketnudian beliau bersabda, "mereka Hu semuanya
snma."
o Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Said d-Khudri
bahwa Emas hendaklah dibayar dengan etnas, perak dengan
perak, gandum dengan gartdum, tepung dengan tepung,
kurrna dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus
dari tangan ke tangan atau cash. Bamngsiapa metnberi
tambahan atau meminta tambahnn sesungguhnya telah
berurusan dengan ribn, penerima dan pemberi sama-sama
bersalah. (HR. Riwayat Muslim)
o Hadis lain, yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa
Rasululullah SAWberkata "Pada malam perjalanan mi'raj
aku melihai orang-orang yang penit mereka seperti rumah, di
dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar.
Aku bertanya kepadajibril siapakah mereka itu. Jibril
menjawab bahwa mereka adalah orang yang memakan riba."
Hadits terakhir ini secara tidak langsung menyatakan
ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada
kebahagiaan dunia namun |uga kebahagiaan akhirat.
o Masih dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu
Said al-Khudri bahwa suatu kenka Bilal membawa Bami
(sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah
SAW. dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana
engkau mendapatkannya?"Bilal menjawab, "Saya
mempunyai sejumlah kurina dari jenis yang mutunya rendah
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dan menukarkan dua sha' untuksatusha' kurmasejenis Earni
untukdimakan Rasulullah SAW. "Sdepas itu RasuluUah
Saw. Terns berkata, "Hati-hati! Hati hati! Ini sesungguhnya
riba, mi sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika
kama membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah
kurina yang mutunya lebih rendah untuk mendapatkan uang
dan kemudian gunakanlah uang ierselmi untuk membeli
kurma yang bermutu tinggi"(HR.Bukhari)
Terlihat dari hadis terakhir ini bahwa menukar kurma
yang tidak baik dengan kurma yang baik walaupun dengan
takaran yang berbeda tidak diperbolehkan, karena
menimbulkan sikap spekulatif. Dan ini tidak sesuai dengan
karakteristik ekonomi Islam.
Dari sekian banyak hadis yang terkait dengan masalah
riba pada intinya terdapat beberapa larangan Nabi agar
kegiatan ekonomi yang tidak sejalan dengan Alquran
ditinggalkan orang. Larangan tersebut dapat dibedakan atas:
v Larangan dari segi zat scsuatu. Misalnya, Alquran
melarang orang makan babi, maka Nabi pun melarang
kegiatan memperjualbelikannya.
v Larangan dari segi bentuk kegiatan. Meskipun benda
yang memperdagangkan halal dari segi zatnya, namun
bentuk transaksinya rnengandung penipuan, dan
spekulasi sehingga terlarang.17
v Larangan menyangkut hal akibat yang ditimbulkan oleh
transaksi ekonomi. Boleh jadi benda yang
diperdagangkan dan transaksinya pun memenuhi
syarat. Namun ia dilarang karena transaksi ini bisa
menimbulkan kerugian banyak orang. Contohnya
adalah pencegatan pedagang yang belum sampai ke
17 Hifzur Rab, Economic Justice In Islam; Monetary Justice and
the way out of interest (riba) (Cet. I, Kuala lumpur, 2009), h. 80
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pasar, penimbunan barang dan juga jual beli hewan
yang masih dalam kandungan.
Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah ini
pun tetap diikuti oleh khalifah selanjumya, Pada masa
pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab misalnya, dalam
kebijakan ekonomi di bidang keuangan dan perdagangan,
beliau membatalkan sejumlah perjanjian yang memiliki
kriteria sebagai berikut:
1. Riba dan menguntungkan sebelah pihak. Dalam bentuk
apapun hal ini ditolak sama sekali.
2. Penjualan kredit yang cenderung kepada spekulasi.
3. Semua kontrak pertaruhan dan permainan untung-
untungan.
4. Kontrak perdagangan yang dikhawatirkan akan
menimbulkan kerugian karena barang yang dijual tidak
dilihat dengan jelas.
5. Perdagangan di muka (larangan terhadap penjualan
barang-barang yang tidak termasuk di dalamnya),
6. Penimbunan bahan pangan.
7. Kontrak penjualan barang-barang yang tidak termasuk
di dalamnya.
8. Kontrak penjualan barang yang sama sekali menyalahi
hukum dagang yang sah.
9. Barang-barang yang tidak ada pemiliknya, misalnya
barang yang tercecer.
10. Barang-barang buangan/sisa yang terlarang untuk
umum18.
Bahkan dalam masa pemerintahan khalifah Dinar Ibn
Khatab ra. beliau berhasil membangun lembaga hisbah yang
bertugas melakukan pengawasan terhadap pasar termasuk
18 Mahsum Fuad, Hukum Islam Indonesia (Cet. I, Yogyakarta:
PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2010), h. 256
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di dalamnya pengawasan terhadap riba, pengontrolan
terhadap timbangan dan takaran, pengawasan terhadap
industri dan jasa serta mengecek segala kebutuhan bagi
masyarakat.
Analisis Kritis Terhadap Alasan Pelarangan Riba
Riba Dalam Pemikiran Hukum
Dalam bagian ini akan dilihat bagimana pandangan ahli
fikih dalam melihat masalah riba. Pemikiran hukum disini
tidak lagi untuk melihat hukum riba yang sudah ada
ketegasan nash yang mengatakan keharamannya, namun
lebih kepada untuk menjawab masalah-masalah
kontemporer yang tidak diuraikan secara eksplisit dalam
nash.
Proses tmtuk menjawab status hukum dari masalah
kontemporer ini dalam ilrnu ushul fiqh disebut dengan
istimbath hukum. Sebagaimana aliran fikih yang berbeda-
beda rnaka proses istinbath hukum pun berbeda diantara
para fuqaha. Nanun metode istinbath hukum yang biasa
dikenal adalah qias, istishab, istilisan, urf, maslahah al
mursalah, syar'u man qoblana, sad addzarih. Selain itu, terdapat
juga pengelompokan tentang proses dan metode istinbath
lain yaitu bayani, ta'lili, dan juga penalaran istislahi.19
Dalam masalah riba ini yang banyak digunakan adalah
dengan menggunakan penalaran ta'lili. Penalaran ta'lili
merupakan upaya untuk mengotahui latar belakang
terjadinya sesuatu, meskipun para fuqaha berpendapat
bahwa perintah dan larangan Allah secara umum adalah
umtuk kcsejahteraan umat manusia. Namun, untuk
19 M. Ali Hasan, Berbagai Macam transaksi Dalam Islam (Cet.
IV, Jakarta: PT Raja GRafindo Persada, 2008), h. 182
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melakukan istinbath hukum secara qiyas (analogi) diperlukan
illat, maka metode penalaran ta'lili ini dapat digunakan
sebagai salah satu alternatif untuk menemukannya. Selain
untuk mengetahui adanya illat motode ini juga dilakukan
untuk mengetahui esensi semata yang dalam kesempatan
lain dapat membantu qiyas bila diperlukan.
Penalaran ta'lili memerlukan dua istilah yaitu illat dan
hikmah. Illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan
berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan
keberadaannya. Misalnya penyakit dikatakan illat karena
dengan adanya penyakit, maka manusia menjadi sakit.
Hikmah adalah sesuatu yang mempunyai sifat
mendatangkan rashlahat dan menolak mudarat. Hikmah
memiliki munasabah dalam hukum, namun tidak dapat
diukur dan diamati. Hikmah juga disebut .rahasia di balik
suatu ketetapan hukum.20
Dalam kasus riba para fuqaha sepakat diharamkan
karena mengandung unsur zulm. Sehingga zulm merupakan
sifat yang melekat pada riba sehingga riba menjadi hararn.
Dalam hal ini zulm merupakan illat dari riba. Namun karena
zulm tidak dapat diamati maka mereka mencari sifat lahiriah
riba sebagai zulm yaitu tambahan yang diperianjikan di
muka. Dan ternyata sifat itu relevan dengan riba. Karena
sebenarnya yang menjadi persoalan adalah zulm atau
ketidakadilan, ketidaksetaraan yang bertentangan dengan
hukum Islam, bukan tambahan.
Berdasarkan penafsiran dari Alquran dan juga fakta
empiris dewasa ini, maka zulm yang merupakan sifat yang
dekat pada riba dapat mengambil bentuk sebagai berikut:
20 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Cet. V,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 170
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1. Penerapan bunga yang terlalu tinggi.
2. Perjanjian yang berat sebelah, seperti "bila peminjam
tidak dapat mengembalikan peminjaman berikut
bunganya dalam waktu yang disepakati, ia menjadi
budak bagi si pemberi pinjaman
3. Pihak peminjam dan pemberi pinjaman berada pada
posisi yang fidak sejajar seperti ketika perjanjian
dilaksanakan peminjam berada posisi yang terpaksa
menerima perjanjian, kemungkinan karena kurang
memahami dengan baik isi perjanjian atau karena
kebutuhan yang mendesak.
Dengan pendekatan fikih, maka riba dalam Alquran
memiliki karakter:
1. Riba berupa tambahan yang diperjanjikan atas jumlah
hutang dengan akibat mendatangkan keuntungan
sepihak, Sedangkan tambahan yang diberikan oleh
orang kaya ketika mengembalikannya justru diharuskan
sebagai pelaksanaan khairukum ahsanukum qada'an.
2. Menciptakan dikotomi antara kaya dan miskin.
Riba dari perspektif Ekonomi
Unsur ekonomi yang berkaitan dengan riba dapat
dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar sebagaimana
diasumsikan oleh Alquran yaitu;
1. Unsur positif yang terdiri dari jual beli, sedekah dan
prosedur yang benar dalam mernbayar hutang ketika
sudah sadar dari riba.
2. Unsur negatif yang terdiri dari tindakan pribadi yang
jelek dalam perekonomian, kehancuran ekonomi, dan
terakhir berakibat perang ekonomi.21
21 Adiwarman A. Karim, Islamic Bangking; Fiqh and Finacial
Analysis (Cet. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.355
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Al Fakhr Ar Razi mengemukakan pendapatnya tentang
sebab dilarangnya riba dari pandangan ekanomi. Adapun
sebab-sebabnya adalah
1. Riba memungkinkan seseorang memaksakan
kepemilikan harta orang lain tanpa imbalan. Transaksi
yang melibatkan riba sama dengan merampas harta
milik orang lain karena dalam transaksi ini satu rupiah
ditukar dua rupiah baik secara kredit dan tunai.
2. Riba merusak moral karena riba mengakibatkan si
pemilik uang tidak mau bekerja keras melainkan hanya
berpangku tangan mengharapkan hasil yang diperoleh
dari riba,
3. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan uang dengan
bunga yang sangat tinggi. Hal ini tentu saja akan sangat
merusak sikap tolong-menolong saling menghormati,
sifat baik manusia dan juga rasa berhutang budi.
4. Tejadi dikotomi antara si kaya yang semakin kaya dan
simiskin yang semakin miskin.22
Al-Tabataba’I berpendapat bahwa riba akan membawa
masyarakat kepada kehancuran masyarakat akan lemah dan
mengalirnya harta mereka ke harta orang-orang kaya,
Sedangkan menurut Mustafa al-Maraghi riba diartikan
adalah untuk menjaga supaya investasi bisa eksis dalamsek
tor liilbukan saja sektor moneter. Kemudian menurutnya,
riba bisa mendatangkan permusuhan dan pertengkaran di
masyarakat. Dalam analisis dengan menggunakan teori
ekonomi bahwa kenaikan suku bunga akan berpengaruh
terhadap kenaikan harga dan inflasi. Terjadinya inflasi
mengakibatkan daya beli riil dari pendapatan yang semakin
menurun sehingga bisa jadi kebutuhan masyarakat tidak
22 Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syariah (Cet. IV,
Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008), h. 249
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terpenuhi. Maka hal ini menimbulkan dampak sosial negatif
di masyarakat seperti korupsi, pencurian, dan sebagainya.
Menurut Maulana Maududi dalam bukunya, Riba
menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber
biaya dan kejahatan Bunga akan menyengsarakan dan
menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap
karakter manusia seperti perasaan cinta terhadap uang dan
hasrat untuk mengumpulkan harta untuk kepentingan
sendiri. Bunga menumbuhkan sikap egois, bakhil,
berwawasan sempit serta berhati batu.23
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Muhammad
Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa institusi bunga
merusak semangat berkhikmad kepada masyarakat, Orang
akan engganberbuat apa pun kecuali mernberi keuntungan
bagi diri sendiri. Lebih jauh beliau melihat dampak riba dari
segi ekonomi yang mengakibatkan terjadinya inflasi karena
keberadaan suku bunga sebagai penentu harga. Dampak
lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat
penerimaan peminjam tidak pernah keluar dari
ketergantungan terlebih bila bunga atas hutang juga
dibungakan. Contohnya adalah hutang Negara berkembang
kepada negara-negara maju.
C. Analisis Kesesuaian Bunga Bank dengan Riba
Setelah menjabarkan sistem bunga dan juga riba, maka
selanjutnya dapal dilihat posisi bunga bank terhadap riba,
Setelah rnembaca penjabaran masing-masing, maka
diharapkan kita bisa lebih mudah dalam memahami
bagaimana posisi bunga bank terhadap riba.
23 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Cet. II,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 72
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PendapatMengenai Keharaman Bunga Bank
1. Qardhawi
MenurutYusuf Qardhawi, bunga bank haram
berdasarkan hasil ijma yang dilakukan oleh 3 lembaga
ilmiah terkenal, yaitu Pusat Riset Islam Al-Azhar
(Institute of Islamic Research) di Mesir, Lembaga Fikih (Al
Majma' Al Fiqihi) Rabithah Alam Islami, Mekah, dan
Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI),
Jeddah, Arab Saudi. Dan hasil ijma tidak bisa dibatalkan
kecuali dengan ijma lain yang setara.
Selain itu, Yusuf Qardhawi juga memaparkan mengapa
bunga bank dihararnkan:
1. Fungsi utama bank sebagai Financial Intermediation
menurutnya sama dengan riba akar dan juga caloriba
yang memakan dan memberi riba.
2. Dalam praktek perbankan, tambahan harus diberikan
dan hal ini disyaratkan scbelumnya hal ini termasuk
dalam kategori riba.
3. Fada saat batas pinjaman berakhir dan peminjam
belum bisa melunasi hutangnya, maka terdapat dua
pilihan lunasi atau hutang bertambah, praktek ini juga
berlaku pada bank konvensional.
2. Al-Tabataba'i
Pendapat AI-Tabataba'i terkait dengan masalah bunga bank:
o Bunga bank sama dengan riba dalam dunia dagang
karena keduanya sama-sama memberikan beban yang
ssmakin berat kepada masyarakat ekonomi lemah dalam
membayar angsuran. Dalam hal ini tidak terlihat adanya
unsur menolong.
o Bungabank sebagaimana dengan riba melicinkan jalan ke
arah penumpukan harta, penghentian uang dalam jumlah
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besar di bank-bank dari sirkulasi perdagangan, suburnya
sikap malas bekerja karena kemewahan dan
menjamurnya pengangguran.
3. Adiwarman Am. Karim
Dalam bukunya Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan
menyatakan:
o Contoh riba jahiliah pada perbankan konvensional dapat
dilihat dari bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak
dibayar penuh tagihannya.
o Riba nasiah dapat dijumpai pada transaksi pembayaran
bunga kredit dan pembayaran bunga deposito/giro
ataupun tabungan.
o Riba fadl dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta
asing yang tidak dilakukan secara tunai.
4. Muhammad Syafi,I Antonio
o Adanya bunga kredit dalam dunia perbankan sesuai
dengan definisi riba Imam Nawawi yang menjelaskan
baliwa salah satu bentuk riba yang dilarang Alquran dan
Sunnah adalah pe-nambahan atas harta pokok karena
adanya unsur waktu.
Untuk lebih memudahkan, pcnulis rnencoba
menyarikan sejumlah pendapat mereka di atas dalam
satutabel.ini dapat kita lihat sebagai berikut:
Riba 10.1
Tabel Karakteristik Bunga Bank dan Kesesuaian Terhadap
Karasteristik Bunga Bank Kesesuaian dengan
Riba
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scebagaipeminjanimenentu
kan bunga di depan pada
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§ Jika terjadi tunggakan,
makanasabah wajib
raembayar sisa hutang dan
bunga dan terns berbunga,
jika tidak bank akan
menuntut secara pidana dan
juga perdata
Sesuai dengan sifat lipat
ganda yang dirailiki riba
yang tertera dalam QS.
ali Iinran 130
Dikutip dari berbagai sumber
Pendapat-pendapat yang Menghalalkan Bunga Ban kdan
Kelemahannya
1. Bunga hukumnya halal, dalarn keadaan darurat
Pendapat ini dapat ditangkis dengan sejurnlah argumen
seperti kaidah dalam ushulfiqhbahwa, keadaan darurat
yang memilikibatas, definisi darurat yang oleh Imam
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Suyuti digambarkaii scbagai suatu keadaan emergency
dimana jika soseotang tidak melakukars scsuatu tindakan
dengan cepat akan membawa ke jurang kematian.
Contohnya adalah orangyang tersesat di hutan dan tidak
adayang bisa dilnakan kccuali daging babi. Dengan ini,
maka pendapat riba, maka jolaslah bahwa bunga bank
hukurrmya adalah haram. diperbolehkan dalam keadaan
darurat otomatis menjadi gugur.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda yang dilarang
sedangkan bunga yang wajar daii tidak menzalimi
diperkenankan, menurut Yusuf Qhardawi, ayat dalam
surat aji Imran ayat 130, "adh'afar, mudha'afah" adalah
kontcks menerangkan kondisi objektif sekaligus
mengecarn bahwa mereka yar.g nielakukan riba pada
sebelum turunnya ayat ini telah sampai pada tahap yang
berlipat ganda (lihat contoh riba dalam sejarah pada
kasus ternak). Sehingga Pola berlipat ganda bukanlah
suatu kriteria yang bisa mongharamkan riba. Dengan
kata lain, tanpa berlipat ganda pun riba tetap haram. Dr.
Abdullah Draz, yang merupakan salah satu peserta
konferensi fikih Islami di Paris menjabarkan kerapuhan
asumsi syarat ini. Kata '"adh'af" berarti kelipatan
ataubentuk jarnak dari kelipatan 3 yang minimal 3.
Sehingga kalau dilipatgandakan menjadi 6. Sehingga
kalau bunga dilipatgandakan sebanyak 6 kali adalah
suatu hal yang mustahil dalrn praktek pcrbankari
ataupun simpan pinjam.
3. Bank Sebagai lembaga, tidak termasuk dalam kategori
mukallaf sehingga tidak terkena khittab ayat-ayat dan
hadis riba. Pendapat ini mengandung kelemahan. Karena
pada jaman sebelum Rasulullah tclah ada badan hukum
yang telah menjalankan praktik riba, kemudian dilihat
dari segi hukum, suatu badan hukum alau juridical
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rasional secara bukum adalah sah dan dapat mewakili
individu-individunya. Bahkan dilihat dari kemudaratan
bahwa suatu badan hukum berpeluang untuk melakukan
kemudaratan yang lebih besar,
4. Bahwa bunga bank sama dengan sewa tanah adalah
merupakan analogi yang salah karena tidak terdapat
adanya pcrsamaan illat antara bunga bank dan sewa
tanah,
5. Riba yang diharamkan adalah riba dengan jenis bunga
konsurntif sedangkan untuk hal produktif, riba tidak
diharamkan, Hal ini dibantah oleh Yusuf Qardhawi
bahwa pada jaman jahiliah bukanlah riba konsumtif. Riba
yang banyak ditemukan justru riba produktif, dimana
pinjaman biasanya dilakukan oleh kafilah-kafilah yang
melakukan ekspedisi pada musim dingin dan musim
panas.
Berdasaikan analisa yang dilakukan. Haramnya bunga
bank ini dikarenakan
beberapa sifat dari bunga bank yang hampir sama dengan
riba. Hal ini
sesuai dengan pemikiran para fuqaha, dan juga fatwa
sejumlah ulama.
Adapun pendapat yang membolellkan riba dapat dinilai
sangat rapuh




KONSEP BUNGA DAN RIBA DALAM
PERSPEKTIF NON MUSLIM DAN HUKUM
ISLAM TENTANG SISTEM BUNGA
DALAM BISNIS MODEREN
A.  KONSEP BUNGA DAN RIBA DALAM
PERSPEKTIF NON MUSLIM
Bunga dan riba bukan hanya merupakan persoalan
masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam
pun memandang serius persoalan ini. Karenanya, kajian
terhadap masalah bunga dan riba dapat dirunut mundur
hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah bunga dan
riba telah menjadi bahan bahasan kalangan Yahudi, Yunani,
demikian juga Romawi. Kalangan kristen dari masa ke masa
juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai bunga dan
riba.
Karena itu, sepantasnya bila kajian tentang bunga dan
riba pun melihat perspektif dari kalangan non muslim
tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pandangan dari
kalangan non muslim tersebut perlu pula dikaji.1
Pertama, agama Islam mengimani dan menghormati
Nabi Ibrahim, Ishak, Musa, dan Isa. Nabi-nabi tersebut juga
diimani dengan orang Yahudi dan Nasrani. Islam juga
mengakui kedua kaum ini sebagai Ahli Kitab karena kaum
1 Lihat Muhammad Syafi’I Antonia., Op.Cit., 43
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Yahudi dikaruniai  Allah SWT kitab Taurat sedangkan kaum
kristen dikaruniai kitab Injil.
Kedua, pemikiran kaum Yahudi dan Kristen perlu
dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang
dibuat para pemuka agama tersebut.
Ketiga, pendapat orang-orang Yunani dan Romawi
juga perlu diperhatikan karena mereka juga memberikan
kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapat
mereka juga banyak mempengaruhi orang-orang Yahudi
dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumentasi
sehubungan dengan bunga dan riba.
1. Konsep bunga dikalangkan Yahudi
Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikan
pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam
kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (perjanjian
lama) maupun undang-undang Talmud,2
Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 5 menyatakan,
“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah
seorang umat-Ku, orang yang miskin diantaramu,
maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang
terhadap dia: janganlah engaku bebankan bunga uang
terhadapnya.”
Kitab Deuteronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19
menyatakan,
“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu,
baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang
dapat dibungakan.”
2 Lihat Muhammad Syafi’I Antonia., Ibid.,
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Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36- 37
menyatakan,
“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau bunga
dan riba darinya, melainkan engkau harus takut akan
Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu.
Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya
dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah
kau memberikan dengan meminta bunga dan riba.”
2. Konsep Bunga dikalangan Yunani dan Romawi
Pada masa Yunani, sekitar abad VI sebelum masehi
hingga 1 masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga.
Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung pada
kegunaannya.
Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum masehi
hingga VI masehi, terdapat undang-undang yang
membenarkan penduduknya yang mengambil bunga selama
tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat “maksimal
yang dibenarkan hukum" (maximum legal rate). Nilai suku ini
berubah-ubah sesuai denga berubahnya waktu. Meskipun
undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi
pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga
berbunga (double countable).3
Pada masa pemerntahan Genucia, (342 SM), kegiatan
pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pada
masa Unciaria (88 SM), praktik tersebut diperbolehkan
kembali seperti semula.
Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga
dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani
terkemuka, Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM),
mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234-149
3 Lihat Muhammad Syafi’I Antonia., Ibid.,
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SM) dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut
mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan
pengambilan bunga.
Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan.
Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan
tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat
golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.
Adapun Aristoteles menyatakan keberatannya
mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat
tukar atau medium of exchange. Ditegaskannya bahwa uang
bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia
juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang
yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi.
Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap
merupakan sesuatu yang tidak adil.4
Penolakan oleh para ahli filsafat Romawi terhadap
praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang
lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani.
Cicero memberi nasehat kepada anaknya agar menjauhi
pekerjaan, yakni, memungut cukai dan memberi pinjaman
dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk
melukis perbedaan antara perniagaan dan memberi
pinjaman.
a. Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai
resiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga
adalah sesuatu yang tidak pantas.
b. Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara
seseorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda
dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan
didenda empat kali lipat.
4 Lihat Muhammad Syafi’I Antonia., Ibid.,
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Ringkasnya, para ahli filsafat Yunani dan Romawi
menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan
keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat
umum pada waktu itu. Kenyataannya adalah bunga
merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat,
merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.
3. Konsep Bunga dikalangan Kristen
Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan
permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian
kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat
dalam Lucas 6:34-35 sebagai alat yang mengecam praktek
pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan,
“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada
orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu
darinya, apa jasamu?. Orang-orang berdosa pun
meminjamkan kepada orang yang berdosa supaya mereka
menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah
musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan
pimjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka
upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak
Tuhan yang Maha tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang
yang tidak tahu terima kasih dan terhadap orang-orang
jahat.”5
Ketidaktegasan ayat itu mengakibatkakn muncullah
beberapa pendapat dan tafsiran dari pemuka agama Kristen
tentang boleh tidaknya orang kristen mempraktikan
pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan
pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga
periode utama, yaitu pandangan terhadap pendeta awal
kristen( Abad I-XII) yang mengharamkan bunga, pandangan
5 Lihat Muhammad Syafi’I Antonia., Ibid., h. 44
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para sarjana Kristen (Abad XII-XVI) yang berkeinginan agar
bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen
(Abad XVI tahun 1936) yang menyebabkan agama Kristen
menghalalkan bunga.
a. Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad I-
XII)
Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga
dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga
kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang
Kristen.6
· St. Basil (329-379) menggap mereka yang memakan
bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan.
Baginya, mengambil bunga adalah mengambil
keuntungan dari orang memerlukan. Demikian juga
mengumpulkan emas dan kekayaan dari airmata dan
kesusahan orang miskin.
· St, Gregori dari Nyssa (335-395) mengutuk praktik
bunga karena menurutnya pertolongan melalui
pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti
membantu, tetapi pada saat menagih dan meminta
imbalan bunga bertindak sangat kejam.
· St. John Chrysostom (344-407) berpendapat bahwa
larangan yang terdapat pada Perjanjian Lama yang
ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi
penganut Perjanjian Baru.
· St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai
penipu dan pembelit (rentenir)
· St. Augustin berpendapat bahwa pemberlakuan bunga
pada orang miskin lebih kejam dibandingkan
perampok yang merampok orang kaya. Ini karena
6 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro islam, Op.Cit., h. 3
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dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap
orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin.
· St Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggap
bunga sama dengan perampokan.7
Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja
dalam bentuk undang-undang (canon), yaitu sebagai berikut.
· Council of Elvira (spanyol tahun 306) mengeluarkan
canon 20 yang melarang para pekerja gereja
mempraktikkan pengambilan bunga. Barang siapa
yang melanggar, pangkatnya akan diturunkan.
· Council of Arles (tahun 314) mengeluarkan canon 44
yang juga melarang para pekerja gereja
mempraktikkan pengambilan bunga.
· First Council of Nicaea (tahun 325) mengeluarkan
canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja
pekerja gereja yang mempraktikkan bunga.
· Larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru
dikeluarkan pada Council of Vienne (tahun 1311) yang
menyatakan bahwa barang siapa yang menganggap
bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, ia telah
keluar dari Kristen (murtad).
Pandangan para pendeta awal Kristen dapat
disimpulkan sebagai berikut.
· Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai
imbauan yang melebihi jumlah barang yang
dipinjamkan.
· Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang,
baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
· Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi
apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa.
7 Lihat Muhammad Syafi’I Antonia., Op.Cit., 46
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· Bunga harus dikembalikan kepda pemiliknya.
· Harga barang yang di tinggikan untuk penjualan
secara kredit juga merupakan bunga yang
terselubung.8
b. Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII-XVI)
Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pekat
di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa
tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam
masyarakat. Pinjaman untuk memberi modal kerja kepada
para pedagang mulai digulirkan pada awal abad XII. Pasar
uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut
mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas.
Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja
membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang
merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama maupun
Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-
aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk
undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan
makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan
perbuatan manusia, serta perbedaan antara dosa individu
dan kelompok.9
Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru
sehubungan dengan pendefenisian bunga. Dari hasil
bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan
melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan
usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang
diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang
berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen memberikan
8 M. Umar Capra, Sistem Moneter Islam, Op.Cit., h. 53
9Lihat Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam,
Op.Cit., h. 185
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kontribusipendapat yang sangat besar sehubungan dengan
bunga ini adalah Robert of Courson (1152-1218), William of
Auxxerre (1160-1220), St. Raymon of Pennaforte (1180-1278),
St. Bonaventure (1221-1274), dan St. Thomas Aquinas (1225-
1274).
Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode
tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut.
· Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan
dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang
bertentangan dengan konsep keadilan.
· Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan,
namun haram atau tidaknya bergantung pada niat si
pemberi utang.
c. Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI-
tahun 1836)
Pendapat para reformis telah mengubah dan
membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis
itu antara lain John calvin (1509-1564), Charles du Moulin
(1500-1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther
(1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1484-
1531).
Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga
antara lain:
· Dosa apabila bunga memberatkan.
· Uang dapat membiak (kontra dengan aristoteles).
· Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi.
· Jangan mengambil bunga dari orang miskin.10
Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang
sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan
10 Lihat Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam,
Ibid., h. 185
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untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut
Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun
ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang
dengan uang seperti perdagangan biasa. Karenanya tidak
ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan
uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama
tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang
berhubungan dengan bunga.
B. LARANGAN BUNGA DAN RIBA DALAM AL-
QUR’AN DAN AS-SUNNAH
Umat Islam dilarang mengambil bunga dan riba
apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak
melibatkan diri dengan bunga dan riba bersumber dari
berbagai surah dalam Al-qur’an dan Hadits Rasulullah saw.
1. Larangan Bunga dan riba Dalam Al-qur’an
Larangan bunga dan riba yang terdapat dalam Al-
qur’an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan
dalam empat tahap.
Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman
bunga dan riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong
mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan
mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.11
“Dan, sesuatu bunga dan riba (tambahan) yang kamu
berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka
bunga dan riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan,
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan
untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat
11 Lihat Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Cet. II; Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 61
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demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).” (ar-Rum: 39)
Tahap kedua, bunga dan riba digambarkan sebagai
suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi
balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan
bunga dan riba.
“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami
haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik
(yang dahulunya) di halalkan bagi mereka, dan karena
mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan
disebabkan mereka memakan bunga dan riba, padahal
sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena
mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami
telah menyediakan untuk orang –orang yang kafir di antara
mereka itu siksa yang pedih.” (an-Nisaa’: 160-161)
Tahap ketiga, bunga dan riba diharamkan dengan
dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para
ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan
tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang
banyak dipraktikkan pada masa tersebut.12 Allah berfirman,
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
bunga dan riba denga berlipat ganda dan bertakwalah kamu
kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Ali
Imran: 130).
Ayat ini diturunkan pada tahun ke-3 Hijriah. Secara
umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat
ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya bunga
dan riba (jikalau bunga berlipat ganda maka bunga dan riba,
tetapi jikalau kecil bukan bunga dan riba). Tetapi ini
merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada
saat itu.
12 Gufran A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Cet. I;
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 161
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Demikian juga ayat ini harus dipahami secara
komprehensip dengan ayat 278-279 dari sura Al-baqarah
yang turun pada tahun ke-9 hijriah (keterangan lebih lanjut,
lihat pembahasan “Alasan Pembenaran Pengambilan Bunga
dan riba”, poin “Berlipat Ganda”)
Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas
mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari
pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan
menyangkut bunga dan riba.13
“Hai orang-orang yang beriman, bertakqwalah kepada Allah
dan tinggalkan sisa bunga dan riba (yang belum dipungut)
jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak
mengerjakan (meninggalkan sisa bunga dan riba) maka
ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
Dan jika kamu bertobat dari (pengambilan bunga dan riba)
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
tidak pula dianiaya,” (al-Baqarah: 278-279)
Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika saja kita
cermati bersama asbabun nuzulnya. Abu Ja’far Muhammad
Bin Jari ath-Tabhari meriwayatkan,
“Kaum tsaqif, penduduk kota thaif, telah membuat suatu
kesepakatan dengan Rasulullah saw, bahwa semua utang
mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang
berdsarkan bunga dan riba agar dibekukan dan dikembalikan
hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah
menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekkah yang
juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah
administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang
yang senantiasa meminjamkan uang secara bunga dan riba
kepada Bani Mughira dan sejak zaman jahiliah Bani
Mughira senantiasa membayarnya dengan tambahan bunga
13 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet.
V; Jakarta: CV. Akademika Persindo, 2005), h. 31
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dan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki
kekayaan dan aset yang banyak. Karenya, datanglah Bani
Amr untuk menagih utang dengan tambahan (bunga dan
riba) dari Bani Mughira—seperti sedia kala—tetapi Bani
Mughira setelah memeluk Islam, menolak untuk
memberikan tambahan (bunga dan riba) tersebut.
Dilaporkanlah masalah tersebut kepada gubernur Itab bin
Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung
menulis surat kepada Rasulullah saw, dan turunlah ayat di
atas. Rasulullah saw lantas menulis surat balasan kepada
Gubernur Itab, ‘jika mereka ridha atas ketentuan Allah di
atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka
kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.’”
2. Larangan Bunga dan riba Dalam hadits
Pelarangan bunga dan riba dalam Islam tidak hanya
merujuk pada Al-qur’an, melainkan juga Al-hadits. Hal ini
sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk
menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan
melalui Al-Qur’an, pelarangan bunga dan riba dalam hadits
lebih terinci.
Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah
tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw masih menekankan sikap
Islam yang melarang bunga dan riba.
“Ingatkanlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan
Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah
melarang kamu untuk mengambil bunga dan riba. Oleh
karena itu, utang akibat bunga dan riba harus dihapuskan.
Modal (uang pokok) kamu dalah hak kamu. Kamu tidak akan
menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”
Selain itu, masih banyak lagi hadits yang membahas
masalah bunga dan riba. Di antaranya,
Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli
seorang budak yang pekerjaannya membekam
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(mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian
memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku
bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya.
Ayahku menjawab bahwa Rasulullah saw , melarang untuk
menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab
budak perempuan. Beliau juga melaknak pekerjaan penato
dan yang minta ditato, menerima dan memberi bunga dan
riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (HR.
BUKHARI no. 2084 kitab al-Buyu).
Driwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa pada suatu
ketika bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik)
ke hadapan Rasulullah saw dan beliau bertanya kepadanya,
“darimana engkau mendapatkannya?” bilal menjawab,
“saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah
mutunya dan menukarkannya dua sha’ untuk satu sha’
kurma jenis barni untuk dimakan oleh rasulullah saw.”
Selepas itu Rasulullah saw terus berkata, “hati-hati!, hati-
hati!, Ini sesungguhnya bunga dan riba, ini sesungguhnya
bunga dan riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu
membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma
yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan
kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma
yang bermutu tinggi itu.” (HR. Bukhari no. 2145, kitab
al-wakalah)
Diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Abu Bakar bahwa
ayahnya berkata, “Rasulullah saw melarang penjualan emas
dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya,
dan membolehkan kita menjual emas denga perak dan begitu
juga sebaliknya sesuai denga keinginan kita.” (HR Bukhari
no. 2034, kitab al-Buyu)
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Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah
saw bersabda “ Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak
dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan
tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam,
bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa
yang memberi tambahan atau meminta tambahan,
sesungguhnya ia telah berurusan dengan bunga dan riba.
Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR Muslim
no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)
Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah
saw bersabda, “Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua
orang yang membawaku ke tanah suci. Dalam perjalanan,
sampailah kami ke suatu sungai darah, dimana di dalamnya
berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri
seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki di
tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki
yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan
batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya,
‘siapakah itu?’ Aku diberi tahu bahwa laki-laki itu yang di
tengah sungai itu ialah orang yang memakan bunga dan
riba.’” (HR Bukhari no. 6525, kitab at-Ta’bir).
Jabir berkata bahwa Rasulullah saw mengutuk orang yang
menerima bunga dan riba, orang yang membayarnya, dan
orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya,
kemudian beliau bersabda “mereka itu semuanya sama.”
(HR Muslim no. 2995, kitab Al-Musaqqah)
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata
“Pada malam perjalanan Mi’raj, aku melihat orang-orang
yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya di penuhi
oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada
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Jibril, ‘siapakah mereka itu?’ Jibril menjawab bahwa mereka
adalah orang-orang yang memakan bunga dan riba.”
Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi saw
bersabda “bunga dan riba itu mempunyai 73 pintu
(tingkatan); yang paling rendah (dosanya) sama dengan
seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah
bersabda “ Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak
membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak
mendapatkan petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah)
peminum arak, pemakan bunga dan riba, pemakan harta
anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung
jawab/menelantarkan ibu-bapaknya.”
C. ALASAN PEMBENARAN PENGAMBILAN
BUNGA DAN RIBA
Sekalipun ayat-ayat dan hadits bunga dan riba sudah
sangat jelas dan sharih, masih saja ada beberapa
cendekiawan yang mencoba untuk memberikan
pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antaranya
karena alasan berikut.
1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang,
sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak
menzalimi, diperkenankan.
3. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori
mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena khitab ayat-
ayat dan hadits bunga dan riba.14
14 H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam
(Cet. III; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 111
160
1. Darurat
Untuk memahami pengertian darurat, kita seharusnya
melakukan pembahasan yang komprehensif tentang
pengertian darurat seperti yang dinyatakan oleh syara’ (
Allah dan Rasul-Nya), bukan pengertian sehari-hari
terhadap peristiwa ini.
· Imam Suyuti dalam bukunya, Al-Asybah wan Nadzair
menegaskan bahwa “darurat adalah suatu keadaan
emergency di mana jika seseorang tida segera melakukan
suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang
kehancuran atau kematian.”
· Dalam Literatul Klasik, keadaan emergency ini sering
dicontohkan dengan seseorang yang tersesat di hutan dan
tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang
diharamkan. Dalam keadaan darurat, demikian Allah
menghalalkan daging babi dengan dua batasan,
“.....Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya),
sedang dia (1) tidak menginginkan dan (2) tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (al Baqarah: 173)
Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan
dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul
fiqh , terutama penerapan al-qawaid al-fiqhiyah seputar kadar
darurat.
Sesuai dengan ayat di atas, para ulama merumuskan
kaidah,
“Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.”
Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada
batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di
hutan ada sapi atau ayam, dispensasi untuk memakan
daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya
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untuk mempertahankan hidup cukup dengan satu suap,
tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh
suap, apalagi dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada
tetangga.15
2. Berlipat Ganda
Ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan
bunga dan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan,
sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan.
Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah
Ali Imran ayat 130,
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan
bunga dan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah
kalian kepada Allah supaya kalian mendapat
keberuntungan.”
Sepintas, surah Ali Imran: 130 ini memang hanya
melarang bunga dan riba yang berlipat ganda. Akan tetapi
memahami kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk
mengaitkannya dengan ayat-ayat bunga dan riba lainnya
secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase
pelarangan bunga dan riba secara menyeluruh akan sampai
pada kesimpulan bahwa bunga dan riba dalam segala
bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.
· Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini harus dipahami
sebagai hal atau sifat dari bunga dan riba dan sama
sekali bukan merupakan syarat. Syarat berarti, kalau
terjadi pelipat gandaan maka bunga dan riba, kalau kecil
maka tidak bunga dan riba.
· Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Draz, dalam salah satu
konferensi fiqih Islami di paris tahun 1978, menegaskan
15 Jaenal arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum
di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008),
h. 168
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kerapuhan asumsi syarat tersebut. Ia menjelaskan secara
linguistik arti “kelipatan”, sesuatu berlipat minimal dua
kali lebih besar dari semula sedangkan linguistik adalah
bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah
3. Dengan demikian, linguistik berarti 3x2=6 kali.
Adapun linguistik dalam ayat adalah ta’kid untuk
penguatan.16
Dengan demikian, menurutnya kalau berlipat ganda
itu dijadikan syarat maka sesuai dengan konsekuensi
bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600 0/0 . Secara
operasional dan nalar sehat, angka itu mustahil terjadi
dalam proses perbankan maupun simpan pinjam.
· Menanggapi pembahasan surah Ali Imran ayat 130 ini,
Syekh Umar bin Abdul al-Matruk, penulis buku al-Bunga
dan riba wal-Muamalat al-Mashrafiyyah fi Nadzri ash-Shariah
al-Islamiah, menegaskan,
“Adapun yang dimaksud dengan ayat 130 surah Ali Imran,
termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaannya sebagai
dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa bunga dan riba
harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang
karakteristik bunga dan riba secara umum bahwa ia
mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat
sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, reaksi
ini (berlipat ganda) menjadi sifat umum dari bunga dan riba
dalam terminologi syara (Allah dan Rasul-Nya).”
· Dr. Sami Hasan Hamoud dalam bukunya, Fathwiir al-
A’maali al-Mashrifiyyah bimaa Yattafiqu wasy-Syarii’ah al-
Islaamiyyah hlm. 139-138, menjelaskan bahwa bangsa
Arab di samping melakukan pinjam-meminjam dalam
bentuk uang dan barang bergerak juga melakukannya
dalam ternak. Mereka biasa meminjamkan ternak
16 Jaenal arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum
di Indonesia, Ibid.,
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berumur 2 tahun (bint makhdad) dan meminta
kembalikan berumur 3 tahun (bint labun). Kalau
meminjamkan bint labun, meminta kembalikan haqqah
(berumur 4 tahun). Kalau meminjamkan haqqah,
meminta kembalikan jadzaah (berumur 5 tahun).
Kriteria tahun dan umur ternak terkadang loncat dan
tidak harus berurutan  bergantung pada kekuatan suply and
demand ( permintaan dan penawaran) di pasar. Dengan
demikian, kriteria tahun bisa berlipat dari ternak berumur 1
ke 2, bahkan ke 3 tahun.
Perlu direnungi pula bahwa penggunaan kaidah
mafhum mukhalafah dalam konteks Ali Imran: 130 sangatlah
menyimpang, baik dari siyaqul qalam, konteks antar ayat,
kronologis penurunan wahyu, maupun sabda-sabda
Rasulullah seputar pembungaan uang serta praktik bunga
dan riba pada masa itu.17
Secara sederhana, jika kita menggunakan logika
mafhum mukhalafah yang berarti konsekuensi secara
terbalik—jika berlipat ganda dilarang, kecil boleh; jika tidak
sendirian, bergerombol; jika tidak di dalam, di luar dan
sebagainya—kita akan salah kaprah dalam memahami
pesan-pesan Allah SWT.
Sebagai contoh, jika ayat larangan berzina kita
tafsirkan secara mafhum mukhalafah .
“Dan, janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina
itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
(al-Isra’:32)
“Diharamkan bagi kalian (memakan)bangkai, darah, daging
babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.....”
(al-Maa’idah:3)
17 Hamka Haq, Islam Rahmad Untuk bangsa (Cet. I; Jakarta: PT.
Wahana Intermedia, 2009), h. 299
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Janganlah mendekati zina! Yang dilarang adalah
“Mendekati”, berarti perbuatan zina sendiri tidak dilarang.
Demikian juga larangan memakan daging babi.
Janganlah memakan “Daging Babi!” Yang dilarang
memakan dagingnya, sedangkan tulang, lemak, dan
kulitnya tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti
tulang, lemak, dan kulit babi halal?
Pemahaman pesan-pesan Allah seperti ini jelas sangat
membahayakan karena seperti yang dikemukakan di atas,
tidak mengindahkan siyaqul qalam. Kronologis penurunan
wahyu, konteks antar ayat, sabda-sabda Rasulullah seputar
subjek pembahasan, demikian juga disiplin ilmu bayan, badi,
dan maa’ni.18
· Di atas itu semua harus pula dipahami sekali lagi bahwa
ayat 130 surah Ali Imran diturunkan pada tahun ke-3 H.
Ayat ini harus dipahami bersama ayat 278-279 dari surah
al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 H. Para ulama
menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut
merupakan “ayat sapu jagat” untuk segala bentuk,
ukuran, kadar, dan segala jenis bunga dan riba.
3. Badan Hukum dan Hukum Taklif
Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika
ayat bunga dan riba turun dan disampaikan di Jazirah
Arabiah, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada
hanya individu-individu. Dengan demikian, BCA, Bank
Danamon, atau Bank Lippo tidak terkena hukum taklif
karena pada saat nabi hidup belum ada.
Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik
dari sisi historis maupun teknis.
18 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas
Sosial (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 60
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a. Tidaklah benar bahwa pada zaman pra-Rasululah
tidak ada “Badan Hukum” sama sekali. Sejarah
Romawi, Persia, dan Yunani menunjukkan ribuan
lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari
pihak penguasa. Dengan kata lain, perseroan mereka
telah masuk ke lembaran negara.
b. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum
sering disebut sebagai juridical personality atau
syakhsiyah hukmiyah. Juridical personality ini secara
hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-
individu secara keseluruhan.19
Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat, perusahaan
dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari
perseorangan. Kemanapun seorang pengedar narkotika
dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam
memproduksi, mengekspor, dan mendistribusikan obat-obat
terlarang tidaklah sama; lembaga mafia jauh lebih besar dan
berbahaya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan bahwa
apapun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena
hukum taklif karena bukan insan mukallaf. Memang ia
bukan insan mukallaf, tetapi melakukan fi’il mukallaf yang
jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan
lembaga keuangan, apa bedanya dengan seorang rentenir
dan lembaga rente. Kedua-duanya lintah darat yang
mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala
kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente
meliputi provinsi, negara bahkan global.
19 Budhy Munawar rahman, Islam Pluralitas; wacana Kesetaraan
Kaum Beriman (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.
391
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D.  PERBEDAAN ANTARA INVESTASI DAN
MEMBUNGAKAN UANG
Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan
membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari
defenisi hingga makna masing-masing.
1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung
risiko karena berhadapan dengan unsur
ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan
kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang
kurang mengandung risiko karena perolehan
kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan
tetap.20
Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan
produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk
melakukan investasi dan melarang membungakan uang.
Sesuai dengan defenisi di atas, Menyimpan uang di Bank
Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan
kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan
tidak tetap. Besar kecilnya perolehan, kembali itu
bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan
dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
Dengan demikian, tidak dapat sekedar menyalurkan
uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan
kembalian atau return of investment sehingga lebih menarik
dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana. 21
20 H. Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Cet. I; Bandung: CV
Pustaka Setia, 2001), h. 274
21 Lihat H. Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Ibid
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E. PERBEDAAN ANTARA UTANG UANG DAN
UTANG BARANG
Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya,
yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan
utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang
terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada
tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas,
seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan.
Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas,
seperti inflasi, dan deflasi, tidak diperbolehkan.
Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan
barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau
disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga
pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali
harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah
naik karena akan masuk dalam kategori bunga dan riba fadl.
Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah
kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan
utang uang.
F. BERBAGAI FATWA TENTANG BUNGA DAN
RIBA
Hampir semua majelis fatwa ormas Islam berpengaruh
di Indonesia, seperti Muhammadiyah, dan Nahdlatul
Ulama, telah membahas masalah bunga dan riba.
Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-
ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang
berkembang di tengah umat-Nya. Untuk itu, kedua
organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majlis
Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul
Ulama.
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Berikut ini adalah cuplikan dari keputusan-kputusan
penting kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan
dengan bunga dan riba dan pembungaan uang.
1. Majelis Tarjih Muhammadiyah
Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai
hukum ekonomi/keuangan diluar zakat, meliputi masalah
perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976),
dan koperasi simpan-pinjam (1989).22
Maejelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:
a. bunga dan riba hukumnya haram dengan nash sharih
Al-Qur;an dan As-Sunnah
b. bank dengan system bunga dan riba hukumnya haram
dan bank tanpa bunga dan riba hukumnya halal;
c. bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara
kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama
ini berlaku, termasuk perkara musytabihat;
d. menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk
mengusahakan terwujudnya konsepsi system
perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang
sesuai dengan kaidah Islam.
Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank
Negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban, sangat
berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank
pemerintah (pada saat itu) relative lebih rendah dari suku
bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan
bunga bank negara ini masih tergolong musytabihat
(dianggap meragukan).23
22Lihat Muhammad Syafi’I Antonia., Op.Cit., 61
23 Lihat Muhammad Syafi’I Antonia., Ibid., h. 61
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Merusak Moralitas
Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling
murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egois
pembungaan uang sudah merasuk di dalamnya. Dia akan
sangat tega untuk merampas apa saja yang dimiliki si
peminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang
mungkin sudah berlipat-lipat dari pokok pinjaman. Dia
mengambil bukan hanya dari peminjam yang lalai saja,
tetapi juga dari si miskin yang benar-benar sedang jatuh
usahanya, satu keadaan yang harus mendapat pertimbanagan
khusus dalam pandangan Islam.
“Dan, jika (orang beruntung itu) dalam kesukaran, berilah
tangguh sampai dia berkelapangan….” (al-Baqarah: 280)
Melahirkan Benih Kebencian dan Permusuhan
Bila egois dan perampasan harta si peminjam dalam
keadaan apapun sudah dihalalkan, tidak mustahil akan
timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan
si miskin. Hal ini karena si kaya tidak mungkin akan
membantu si miskin kecuali dengan harga yang mahal.
Yang kaya Semakin Kaya, yang Miskin Semakin Miskin
Peringatan Imam ar-Razi ini dapat kita pahami dengan
sangat mudah, terutama pada saat resesi ekonomi dan tight
money policy atau kebijakan uang ketat. Dalam keadaan ini, si
kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi.
Sementara itu, karena biaya modal menjadi sangat mahal, si
miskin tidak mampu meminjam dan tidak bisa berusaha.
Akibatnya, dia akan semakin jauh tertinggal di belakang si
kaya.24
24 Lihat Muhammad Syafi’I Antonia., Ibid 67
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G. JENIS BARANG BUNGA DAN RIBAWI
Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah bunga
dan riba dan jenis barang bunga dan ribawidengan panjang
lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan
disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang
intinya bahwa barang bunga dan ribawi meliputi:
1. emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun
dalam bentuk lainnya;
2. bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan
jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti
sayur-sayuran dan buah-buahan.25
Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi
ketentuan tukar-menukar antar barang-barang bunga dan
ribawi dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Jual beli antara barang-barang bunga dan ribawi
sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang
sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat
transaksi jual beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah
hendaklah Rp.5000,00 dengan Rp.5000,00 dan
diserahkan ketika tukar-menukar.
2. Jual beli antara barang-barang bunga dan ribawi yang
berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan
kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan
pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp.5000,00 dengan
1 dollar Amerika.
25 H. M. Arfin Hamid, Hukum Islam Perpektif Keindonesiaan;
Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia (
Cet. I; Jakarta: PT Umitoha Grafika, 2011), h. 132
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3. Jual beli barang bunga dan ribawi dengan yang bukan
bunga dan ribawi tidak disyaratkan untuk sama
dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat
akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, dan kertas)
dengan pakaian
4. Jual beli antara barang-barang yang bukan bunga dan
ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan
diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian
dengan barang elektronik.26
26 Abd Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah; Sistem
Transaksi dalam Fiqh Islam, diterjemahkan oleh Nadirsyah
Hawari dengan judul asli: Nidahm al-Muamalah fi al-Fiqh al-
Islamiy (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 26
172
DAFTAR PUSTAKA
A. K. Sen (1987). Dalam Syed Omar Syeid Agil, (1992).
Rationality in Economic Theory: A Critical
Appraisal. Longman: Malaysia.
An-Nabahan, M. Faruq. ( 2000). Sistem Ekonomi Islam Pilihan
Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis.
Universitas Islam Indonesia (UII) Press: Yogyakarta.
An-Nabani, Taqyudin. (1996). Membangun Sistem Ekonomi
Aiternatif, Perspektif Islam. Risalah Gusti: Surabaya.
Antonio, Muhammad SyaB'i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke
Praktik. Gema Insani Press: Jakarta.
Arifin, Zainul. (1999). Memaliami Bank Syariah: Lingkup,
Peluang, Tantangan dan Prospek. Alvabet: Jakarta.
As Syatibi. Al-Muwafatjaat fi Ushul al-Daar el Ma'rifah: Beirut,
, Jilid lI,hJm.l96.
Badroen, Faisal, Aricf Mufraini, Suhendra, Dumyathi. (2006).
Etika Bisnis Mam, U1N PRESS: Jakarta.
BakhriM. Syaiful, Suhari Pranyoto. (2003). Ekonomi Syariah
dalam Sorotan, Yayasan Amanah, Masyarakat
Ekonomi Syariah (MES). FT
PermodalanNasionalMadani(PNM): Jakarta.
173
Chapra, M. Umer. (2000). Sistem Monster Islam. Gema Insani
Press: Jakarta.
, (1997). Al~Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil.
PT Dana Bhakti Prima Yasa: Yogyakarta.
Choudury, Masudul, Alam. (2003). The Structure of Islamic
Economics: A Comparative Perspective on markets,
Ethics, and Economics.
Choudury, Masudul, Alam. (1997). Money in Islam: A. Study
in Political Economy. London: Routledge.
Dornbusch, Rudiger, dkk. (1987). Makroekonomi, Edisi
Keempat. Erlangga: Jakarta.
Darmadji Tjipto, Hcndry. (2001). Pasar Modal di Indonesia.
Salemba Empat: Jakarta.
Frank, Robert M, (2003). Microeconomics and Behavior, 5th
edition.
Fayyadh, Atiyah As Sayyid, Assauq Ei Nidzam. (1997). Al
Iqtishad Al hlami, Husein Syahata Office-Kairo.
Ghazali, Aidit. (1991). Islamic TSiinkers on Economic,
Administration and Transaction. Quil Publisher:
Kuala Lumpur.
Ghazali, Imam. Ihya Ulumiddin, Vol. 4, him. 88-90.
Hakirn, Cecep Maskanul Hakim, M. Ismail Yusanto, dkk.
(2001). Dinar Emas Solusi Krisis Monster. Pirac,
SEM Institut, Infid: Jakarta,
174
Hamdani, Ikhwan. (2003). Sistem Pasar dan Pengawasan
Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam.
Penerbit Nur Insani: Jakarta.
Hamidi, Luthfi. (2003). Jejak-jejak Ekonomi Syariah. Senayan
Abadi Publishing: Jakarta.
Haroen, Nasrun. 2001. Ushul Fiqh 1. Logos Wacana Ilmu;
Jakarta.
Hasan, Ali. (2_000). Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga
Keuangan. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Helilbroner, Robert. (1972). The Making of Economic Society.
Prentice Hall: New York.
Iqba,. Zafarl. Economic Rationale far the State Collection
ofZakah, International journal of Islamic Financial
Services, Vol. 2. No. 1.
Ismail Syahhatih, Syauqi. (1972). Penerapan Zakat dalam Duma
Modern. Penerbit Pustaka Dian: Jakarta.
Isivara , Glan A., Nopirin. (1986). Ringkasan Bacaan Pilihan
Ekonomi Moneter. FakultasiSkonomi Universitas
Gadjah Mada: Yogyakarta.
Karim, Adiwarman. (2001). Ekonomi Islam Suatu Kajian
Kontemporer. Gema insani; Jakarta.
. (2002). EkonomiMikro Islami, II1T, Indonesia: Jakarta.
175
. (2003). Bank Islam Analisis Fiqili dan Kcuangan. The
International Institut of Islamic Thought, HIT:
Jakarta, 2003.
. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Kedna.
EajaGrafindo Perkasa: Jakarta.
Khaf, Munzer. (1989). Zakat in Macroeconomics Context,
Khaldun, Ibnu. (1962). Al-Mukaddimah dengan Tahqiq dan"
Dr. AliAbclul Wahid, 1962.Jilidn.
Khan, M. Fahim. (1995). Essay in Islamic Economy. Leicester:
The Islamic Foundation, Islamic Economics Series-
19.
Lipsey, Richard G., dkk. (1993). PengantarMakroekonomi.
Erlangga: Jakarta.
Lipsey, Richard G-, dkk. (995). PengantarMakroekonomi
Jilid 1. Binarupa Aksara: Jakarta.
Majid M. Nazori. (2Q03)'Pemikiran Ekonomi Islam Abu
YusufReleuansinya dengan EkonomiKekinian. Pusat
Studi Ekonomi Islam (PSEI) Sekolah Tinggi Ilmu
Syariah: Yogyakarta.
Mankiw, N, Gregory. (2003). Macroekonomics edisi 5, Harvard
University, Edisi Indonesia, Erlangga: Jakarta.
TENTANG PENULIS
Misbahuddin, lahir di Bulukumba pada
08 Desember 1970 dari pasangan H.
Mappiare Maddoali dengan Hj.
Hisbudi. Dari pernikahannya dengan
Andi Intan cahyani, S.Ag., M.Ag. (19
juli 1972) pada 4 November 2000,
penulis dikaruniai tiga orang anak,
Muhammad Jauhary Mis’yan (29
Oktober 2001), Yasmin Mutiara Mis’yan ( 16 September
2004), dan Rayhan Yuda Perkasa Mis’yan (1 Oktober 2006).
Pendidikan penulis jalani dari Sekolah Dasar Negeri
Bulukumba, Sulawesi Selatan (1985); tingkat Tsanawiyah
dan Aliyah selama enam tahun di Pondok Pesantren IMMIM
Makassar (1985-1990); Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN
Alauddin Makassar dengan konsentrasi pengadilan Agama
(1995); Magister Agama (S2) pada Program Pasca Sarjana
IAIN Alauddin Makassar dengan konsentrasi syari’ah dan
Tafsir (1999). Doktor (S3) pada Pasca sarjana UIN Alauddin
Makassar dengan konsentrasi Hukum Islam tahun 2012.
Selain mengikuti program pendidikan formal, penulis
pernah mengikuti Postgraduate Studies tentang Social
Science ; oleh Prof. Hodson Meadweel, Ph. D dan
Phylosphy; oleh Prof. Carlos Fraenkel, Ph. D selama tiga
bulan di Alauddin Islamic University Makassar, pada bulan
April-Juni 2007. Kursus TOEFL dan TOAFEL di Makassar
selama tiga bulan pada bulan November. Januari 2006/2007,
Mengikuti sandwice di Universiti Kebangsaan Malaysia
pada tahu 2008, Melakukan Penelitian di Universiti Utara
Malaysia Pada Tahun 2011 dan pelatihan Auditor pada
tahun 2013, dll.
Pada Tahun 1999 Penulis diangkat menjadi Calon
Pegawai Sipil pada Fakultas Dakwah IAIN Alauddin
Makassar, diangkat menjadi PNS, Staf Administrasi
Fakultas Dakwah IAIN Alauddin Makassar (2000-2001). Dan
pada tahun 1997-2008 menjadi Staf Khusus Rektor Bidang
Kemahasiswaan; pada tahun 2005-2007 menjadi anggota
Tim Konversi perubahan dari IAIN menjadi UIN Alauddin;
pada tahun 2007-2010 menjadi anggota tim pengembangan
UIN Alauddin , pada 2005-2007 menjadi sekertaris jurusan
Bimbingan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Alauddin Makassar dan terakhir pada
tahun 2009-2012 menjadi ketua Prodi Diploma Dua (D2)
pada fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada Tahun 2012 –
Sekarang menjadi ketua jurusan Manajemen Dakwah pada
fakultas dakwah dan Komunikasi. Penulis telah menulis
beberapa makalah pada jurnal terkreditasi nasional maupun
local yang terkait dengan bidang keahlian penulis sejak
tahun 1999-sekarang.
